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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY PROCUREMENT OF THE
ELECTRONIC GOODS AND SERVICES (LPSE) CITY GOVERNMENT
BIMA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

Imam Ardi Susanto
Imam.susanto150777(@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The e-procurement policy has been implemented by provincial, city and
district governments in Indonesia. Heeks (2006) and Inrajid (2011) describe the
implementation of e-government which includes e-procurement still often fails in
developing countries. Kumar (2002) illustrates that e-government in Indonesia
still faces various challenges. The City Government of Bima has launched the
implementation of LPSE since 2012, but the realization of the program began to
be active in early 2013. The main problems examined in this study are (1) How to
implement the Electronic Procurement Services (LPSE) policy in increasing
transparency, accountability, efficiency and market access in the context of
procurement of goods and services from the City of Bima City Government. (i)
What are the three potential factors supporting the implementation of e-
government, namely: the availability of online services, the availability of
telecommunications infrastructure and the availability of skilled human resources
in smoothing the implementation of LPSE. While the purpose of this study is (1) to
explain the application of LPSE in increasing transparency, accountability,
efficiency and market access to the procurement process of goods and services of
the City Government of Bima. (ii) describes three factors, namely the availability
of online services, the availability of telecommunications infrastructure and
skilled human resources in smoothing the implementation of LPSE. The research
design used is descriptive qualitative. Sources of data and information were
obtained from all stakeholders related to LPSE services and other matters related
to licensing administration. Primary data sources were obtained from sources
through structured interviews, while secondary data sources were obtained from
documents through intermediary media / literature related to research studies. The
results of this study found that (1) The implementation of e-procurement in the
City of Bima has been going well. This is indicated by the significant progress in
the procurement of electronic goods and services through online tenders (e-
tenders). Implementing an e-prucerement policy can increase transparency,
accountability, efficiency and healthy market access for providers. (2) three
factors supporting the implementation of e-procurement, namely: availability of
online services, availability of telecommunications infrastructure, and availability
of skilled human resources, has the potential to support the successful
implementation of e-prucerement policies in the City Government of Bima.
Another finding in this study is the low level of knowledge of service providers
regarding the existence of e-procurement, there is a tendency that access for low-
level providers has not been able to benefit from this e-government.

Keywords:  Policy Implementation,  Public ~ Services,  e-government.
e-procurement.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KOTA BIMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Imam Ardi Susanto
Imam.susanto150777(ogmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)
telah diterapkan oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia.
Heeks (2006) dan Inrajid (2011) menggambarkan implementasi e-government
yang meliputi e-procurement masih kerap gagal di negara berkembang. Kumar
(2002) menggambarkan bahwa e-government di Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan. Pemerintah Kota Bima telah mencanangkan pelaksanaan
LPSE sejak tahun 2012, namun realisasi program mulai aktif pada awal tahun
2013. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana
implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar dalam rangka
pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bima. (ii) Bagaimana potensi tiga
faktor pendukung penerapan e-government, yaitu: ketersediaan layanan online,
ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan ketersediaan SDM terampil didalam
melancarkan implementasi LPSE. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (i) untuk
menjelaskan penerapan LPSE dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
efisiensi serta akses pasar atas proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota
Bima. (i1) menjelaskan bagaimana tiga faktor. yakni ketersediaan layanan online.
ketersediaan infrastruktur telekomunikasi serta SDM terampil dalam melancarkan
penerapan LPSE. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Sumber data dan informasi diperoleh dari seluruh stzakeholder yang terkait dengan
pelayanan LPSE serta hal-hal lain administrasi perizinan. Sumber data primer
diperoleh dari narasumber melalui wawancara terstruktur, sedangkan sumber data
sekunder diperoleh dari dokumen melalui media perantara/literatur yang terkait
dengan kajian penelitian. Hasi! penelitian ini menemukan bahwa (1) Implementasi
e-procurement di Kota Bima telah berjalan dengan baik. Hal imi ditandai dengan
adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam pengadaaan barang dan jasa secara
elektronik melalui tender online (e-render). Penerapan kebijakan e-pricerement
dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar yang
sehat bagi para penyedia. (2) tiga faktor pendukung penerapan e-procuremen,
yakni: ketersediaan layanan online, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, dan
ketersediaan sumber daya manusia terampil, berpotensi mendukung kesuksesan
penerapan kebijakan e-prucerement di Pemerintah Kota Bima. Temuan lain dalam
penelitian ini ialah masih rendahnya pengetahuan para penyedia jasa perihal
adanya e-procurement, ada kecenderungan bahwa akses bagi para penyedia
golongan rendah belum dapat memperoleh manfaat dari ¢-goverment ini.

Kata kunci: Implementasi Kebyakan, Pelayanan Publik, e¢-government.
e-procurenient
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2. Gambaran Umum tentang LPSE di Kota Bima

Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Bima
merupakan komitmen pemerintah Kota Bima. Penerapan LPSE secara umum
merupakan adaptasi e-procurement yangv pada dasarnya adalah pelaksanaan
e-government. LPSE diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang “Pengadaan Barang/Jasa”. Kelembagaan LPSE diperbaharui dengan
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Dalam rangka implementasi di
tingkat Provinsi dan Kabupaten dan Kota sesuai dengan asas desentralisasi, maka
Pemerintah Kota Bima telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pelaksana guna
mengefektifkan implementasi kebijakan nasional LPSE. Kebijakan-kebijakan
pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Adapun peraturan pelaksanaan mengenai LPSE di Kota Bima dituangkan
dalam Peraturan Walikota Kota Bima. Peraturan Walikota tersebut ialah Peraturan
Kota Bima Nomor 03 Tahun 2012 tentang “Pembentukan LPSE Kota Bima™.
Adapun pelaksana dalam proses berikutnya adalah Unit Layanan Pengadaan
(ULP). Pada hakikatnya implementasi kebijakan e-procurement di  daerah,
sebagaimana ketentuan desentralisasi pemerintahan yang disesuaikan dengan
masing-masing Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota. Hal yang sama juga
berlaku untuk Kota Bima, dimana dalam rangka pelayanan publik di Kota Bima
disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bima sendiri.

Perkembangan implementasi LPSE menurut sebagian besar partisipan
penelitian ini mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2015.

Partisipan penelitian, Heru Alfaragus (HA). S.Sos yang merupakan pengelola

55
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atau admin LPSE, merangkap anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa menggambarkan keterlambatan persiapan penyelenggaraan LPSE
vang dalam hal ini adalah penyelengaraan e-procurement itu sendiri. Padahal,
petunjuk Pemerintah Pusat untuk melaksanakan LPSE sudah dikeluarkan sejak
tahun 2010. Keterlambatan ini bukan tanpa sebab, yaitu tidak terlepas dari
perkembangan terkini, seperti misalnya di tahun 2010 akses internet belum dapat
mendukung proses transmisi data digital dalam volume besar. Sebelum tahun
2015 udak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan-keterbatasan tersebut, khususnya
dengan kecukupan jaringan internet sangat dirasakan. Beberapa tahun terakhir ini
ketersediaan fasilitas pendukung tersebut sedikit demi sedikit mulai teratasi.

Implementasi  e-procurement memerlukan berbagai fasilitas  Teknologi
Informasi dan Komunikasi. Sebagai wujud implementasi kebijakan pemerintah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas, implementasi
e-procurement atau LPSE memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Adapun bentuk pemanfaatan teknologi yang merupakan inti dari
penyelenggaraan e-procurement diungkapkan oleh partisipan dalam petikan hasil
wawancara berikut:

“LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh kementerian
lembaga lingkungan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya, di dalam
hal ini termasuk di Kota Bima, untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP atau
pejabat pengadaan atau Pokja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa
secara elektronik.”

Kemudahan yang dimungkinkan oleh proses ce-procurement ialah

pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa melalut pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK).
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Penyedia barang & jasa yang dilayani oleh LPSE Pemerintah Kota Bima
pada dasarnya dipilah menurut kategori pengadaan barang/jasa melalui proses
lelang. Sedangkan untuk efisiensi proses pelayanan, penyediaanlayanan diatur
sedemikian rupa dengan memisahkan layanan menurut sifat dasar penyediaan
layanan yakni berupa barang, atau berupa layanan lainnya yakni berupa jasa
seperti misalnya jasa konsultansi. Pemilahan ini termasuk dalam hal ini menurut
besar-kecilnya anggaran. Adapun kategori tersebut sebagaimana dijelaskan oleh
partisipan penelitian berikut:

*....dalam LPSE sendiri terdapat namanya Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) yang dilaksanakan untuk melaksanakan lelang atau
anggaran yang diatas 200 juta untuk konstruksi dan anggaran diatas 50 juta
untuk konsultan. Adapun data-data yang bisa diperoleh di dalam LPSE
bentuknya adalah data penyedia baru sampai dengan saat ini ada sebanak
15 penyedia baru. Kemudian penyedia roaming, maksudnya penyedia
yang singgah/buka LPSE, itu mencapai 1.954 perusahaan’.

Pemilahan menurut besar kecilnya anggaran dikategorikan menurut nilai
pekerjaan pengadaan barang dengan nilai di atas Rp 200 juta diproses dengan
LPSE sedangkan nilai di bawahnya tidak diperoses dengan LPSE. Pekerjaan
bersifat jasa di atas Rp 50 juta diproses dengan LPSE sedangkan pekerjaan
dengan nilai di bawahnya tidak dikerjakan dengan LPSE.

Meskipun e-procurement bertujuan untuk memberi kemudahan pelayanan
bagi para penyedia jasa, namun belum semua penyedia jasa dapat memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyedia jasa dalam hal ini adalah
mitra-mitra kerja Pemerintah Kota Bima. Oleh karena itu jika penyedia jasa tidak

dapat memenuhi persyaratan, maka permohonan untuk menjadi penyedia layanan

dapat ditolak oleh sistem. Narasumber penelitian ini mengatakan:
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....kemudian ada juga penyedia yang mendaftar tapi kami tolak
karena ada sesuatu hal, misalnya perusahaan tersebut sudah didaftar di
tempat lain sehingga kita bisa tolak. Dari sekian banyak perusahaan yang
terdaftar, maka sampai dengan saat penelitian ini jumlah perusahaan yang
ditolak hanya 1 perusahaan. Alasan penolakan ialah bahwa perusahaan

’ tersebut tidak memenuhi ketentuan tentang kewajiban pendaftaran hanya
di satu tempat”.

Realisasi layanan LPSE boleh dikatakan baru dimulai setelah Peraturan
Walikota mengenai Pengelola LPSE digulirkan, yaitu Peraturan Walikota Bima
Nomor 03 Tahun 2012. Artinya, bekerjanya birokrasi Pemerintah Kota Bima
untuk melaksanakan proses-proses pengadaan secara elektronik pada hakikatnya
berlangsung sejak adanya peraturan tersebut.

Pada dasarmnya kegiatan e-procurement yang dilakukan Pemerintah Kota
Bima adalah proses pelelangan pekerjaan-pekerjaan secara elektronik untuk
berbagai pekerjaan yang selama ini diproses secara manual.

Taraf kemajuan implementasi kebijakan LPSE di Kota Bima ditandai
dengan meningkatnya jumlah pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Bima
vang sudah ditangani secara elektronik. Adapun perkembangan tersebut
sebagaimana dikemukakan oleh partisipan sebagai berikut:

... data yang mengadakan pelelangan di LPSE itu, sampai dengan
bulan Oktober ini, ada 92 paket lelang yang sudah dilaksanakan.
Kemudian yang belum dilaksanakan sesuai dengan SIRUP itu cuma 2
paket lelang; yang ada di PU (Pekerjaan Umum) 1 paket, yang di Dinas
Perumahan 1 paket. Jadi untuk persentase lelang kita sampai dengan
sekarang 97,87% yang sudah kita lelang™.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa proses peralihan

pelelangan pekerjaan menjadi berbasis elektronik dan dikelola Pemerintah Kota

Bima dalam waktu tidak terlalu lama telah mengalami perkembangan pesat.
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Peralihan pengelolaan pekerjaan menjadi pengelolaan secara elektronik, yang
sebelumnya dikerjakan secara manual sampai dengan riset ini dilakukan telah
mencapal volume sebesar 97,87 %. Ini berarti proses penanganan pekerjaan dari
manual menjadi penanganan berbasis pengelolaan elektronik telah berlangsung
dengan waktu yang relatif cepat.

Sementara menurut Arsyad Maharany, dkk (2016: 1-11) dalam
penelitiannya di Kota Kendari menunjukkan bahwa Pada proses tahapan
pekerjaan lelang, yang mana tingkat persentase efisiensi waktu pengadaan barang
dan jasa yakni berada pada kisaran 12,82% yang diperoleh dengan
membandingkan perubahan waktu paket pengadaan dengan jumlah paket
pengadaan pada bulan Oktober-Desember 2014. Dalam efesiensi waktu tahapan
lelang per-paket pada bulan Oktober, November, dan Desember di tahun 2014
terdapat ada 5 paket pengadaan yang mengalami perubahan waktu pada tahapan
pengadaan yang cenderung lebih efesien, dimana secara keseluruhan pada tahapan
tersebut dapat terselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh pihak ULP
(Unit Layanan Pengadaan) atau dapat terselesaikan dalam kurun waktu yang lebih
cepat dan lebih efisien. Sementara selebihnya yaitu sebesar 34 paket pengadaan
mengalami ketepatan waktu.

Penilaian diantara para partisipan penelitian in1 menunjukkan masih
terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota Bima untuk menjalankan
e-procurement dengan efektif. Namun demikian, meskipun masih terbatas,
Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk menjalankan pelelangan pekerjaan-

pekerjaan secara cepat.
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Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan proses procurement sejak tahun
2012. Kemajuan Pemerintah Kota Bima di dalam melaksanakan implementasi
kebijakan e-procurement tidak lepas dari kemajuan progres penyediaan berbagai
faktor pendukung, diantaranya telah bekerjanya sistem teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Sebagaimana Harjito, dkk
(2015: 61-82) menjelaskan bahwa meskipun belum ada standar baku untuk
mengukur kesuksesan sistem teknologi informasi, tetapi pengukuran ini sangatlah
diperlukan. Begitu juga pada instansi pemerintah yang telah menerapkan
e-proscurement, kesuksesan sistem yang telah diterapkan sangat diperlukan untuk
mengukur berjalannya kinerja sektor publik dalam menjalankan e-procurement.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Kota Bima merupakan salah satu kota di
Propinsi Nusa Tengara Barat yang masih terhambat penerapan e-proscurement
akibat terbatasnya fasilitas internet. Hal yang sama juga dikemukakan oleh
Yuwinanto Helmi (2013) dalam penelitiannya di Kota Surabaya bahwa memang
tidak mudah menjalankan kebijakan e-procurement yang telah diaplikasikan oleh
Pemerintah Kota Surabaya selama lebih dari delapan tahun. Dalam masa tersebut,
beberapa kendala dan permasalahan teknis yang dihadapi Pemerintah Kota
Surabaya diantaranya: ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas
pendukung lainnya (seperti scanner, installer adobe, dan lain-lain) yang masih
sangat terbatas untuk Panitia Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
pada waktu 1tu.

Dalam proses implementasi kebijakan e-procurcment ini, fasilitas-fasihtas

pendukung memang menjadi kendala. Sebagaimana dikemukakan oleh Matunga
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dan Nyanamba (2013) bahwa penerapan c-procurement sering terkendala oleh
hambatan pembiayaan. Akan tetapt hal 1ni tidak mengurangi komitmen
Pemerintah Kota Bima untuk memenuhi penyelenggaran pemerintahan secara
elektronik. Komitmen Pemerintah Kota Bima adalah berusaha menyelenggarakan
proses pengadaan secara elektronik dan sekaligus berusaha mengatasi berbagai
kendala infrastruktur telekomunikasi agar dapat menjadikan Kota Bima sebagai
salah satu kota yang maju di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekarang ini, untuk seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat dua
wilayah yang mempunyai status kota, yaitu Kota Mataram dan Kota Bima. Dalam
kaitannya dengan peningkatan aktifitas di Kota Bima, secara umum implementasi
e-procurement yang tengah dirintis oleh Pemerintah Kota Bima, sebagian
narasumber penelitian ini dikategorikan sebagai progres pengadaan secara
elektronik sebagai kemajuan yang luar biasa. Tentang hal ini, salah seorang
partisipan mengatakan:

“Luar biasa sampai saat ini. Kemudian yang belum, ada kegiatan
fisik sampai dengan dengan sckarang itu baru 8 paket karena baru mulai
penandatanganan kontrak, sehingga belum ada lisensi fisik. Dari 92 paket
itu, Cuma 8 tadi yang belum ada progres fisiknya, yaitu berapa di dinas (8
paket), ada di DPRD 1 paket, Lingkungan Hidup 2 paket, Dinas
Perumahan dan Pemukiman 1 paket dan Bagian Umum 1 paket™.

E-Procurement, yang dalam hal ini dioperasikan sebagai LPSE merupakan
salah satu unsur penting dari e-government. Penyelenggaraan e-procurement ini
merupakan bagian dari e-government. Menurut Manurung (2017) e-government
adalah:

Pemerintahan elektronik atau c-government, berasal dan kata bahasa Inggris

selectronics  government,  juga  disebut e-gov, digital  government, online
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government. Sejumlah penulis menyebut e-government identik
dengan transformational  government. Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi tidak saja bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warga namun juga merupakan dasar pelaksanaan urusan bisnis, serta hal-hal lain
yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government pada dasamya dapat
diaplikasikan pada berbagai proses-proses pemerintahan guna meningkatkan
efisiensi internal, menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan publik serta
berbagai pelayanan-pelayanan publik lainnya.

Mencakup e-procurement, e-government atau pemerintahan elektronik
mencakup berbagai praktik aplikasi ICT/TIK dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Menurut Corsi (2006) definisi praktis dari e-procurementa dalah
sebagai berikut:

. the term used to describe the use of electronic methods, typically
over the Internet to conduct transactions between avwarding authorities and
suppliers. ., The process of e-procurement covers every stage of purchasing,
from the initial identification of «a requirement, through the tendering
process, to the pavment and potentially the contract management.
E-procurement dipaparkan sebagai pemakaian metoda-metoda elektronik,

yang secara tipikal pemakaian tersebut menggunakan internet sebagai media.
E-procurement terselenggara sebagai bentuk transaksi antara pemerintah dengan
para penyedia layanan di luar pemerintah. Proses e-procurement meliputi tiap
tahap pembelian, mulai dar1 identifikasi kebutuhan yang dilakukan dalam proses

tender sampai dengan proses pembayaran serta manajamen atas kontrak perjanjian

pelaksanaan pekerjaan.
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Sebagaimana dikemukakan oleh Corsi (2006) mengenai e-procurement.
dimana aplikasi e-procurement pada hakikatnya adalah aplikast metode elektronik
dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pekerjaan di sektor pemerintahan
antara pemerintah di satu pihak dengan penyedia jasa di lain pihak. Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencakup seluruh tahap-tahap pembelian
barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Cakupan pekerjaan yang termasuk
dalam suatu SPSE termasuk pula sampai dengan pengelolaan kontrak. LPSE ini
hakikatnya merupakan proses penerapan ¢-government.

Menyangkut penggunaan perangkat lunak, Pemerintah Kota Bima
mengikuti perkembangan perangkat lunak yang sudah digunakan secara nasional.
Namun demikian, pada tahap proses awal ini Pemerintah Kota Bima cenderung
menyesuaikan diri dengan keterbatasan-keterbatasan di bidang-bidang lain
diantaranya masth minimnya dukungan infrastruktur telekomunikasi dan
ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Penanganan e-procurement membutuhkan ketrampilan tertentu. Kebutuhan
tenaga professional untuk mengerjakan e-procurement merupakan keahlian yang
bersifat khusus dengan perkembangan yang sangat pesat. Di lingkungan Kota
Bima, jumlah sarjana di bidang teknologi informasi dan komunikasi masih sangat
terbatas. Salah satu keterbatasan yang ditimbulkan oleh kondisi dan situasi yang
masih relatif terbatas, ialah menyangkut perangkat lunak dalam sistem teknologi
informasi dan komunikasi yang digunakan. Sehubungan dengan hal ini partisipan
peneliian HA mengatakan:

“Sebenarnya aplikasi LPSE ini sudah merupakan kemajuan,
walaupun disana-sini masih ada perkembangan, kavak sekarang ini kan
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sudah ada LPSE 4. Sejak kemarin kita sudah pakai LPSE 3.6. Cuma
(dalam menggunakan) LPSE 4 masih banyak kendala yang dihadapi. Oleh
karena itu hingga saat ini kita masih menggunakan yang lama yaitu LPSE
3.6

Secara nasional, dalam proses pengembangannya, perangkat-perangkat
lunak yang digunakan dalam SPSE di up grade dari waktu ke waktu. Perubahan-
perubahan tersebut diperlukan guna memenuhi peningkatan kebutuhan di seluruh
Indonesia. Akan tetapi, khususnya untuk kota-kota yang belum sepenuhnya
memiliki fasilitas pendukung yang memadai, terutama untuk mengakses data
dalam volume besar maka terpaksa menggunakan perangkat lunak yang lama.
Kota Bima masih menggunakan sistem perangkat lunak yang lama yaitu LPSE
3.06.

Adapun pelaksanaan tugas guna mendukung proses-proses pengadaan
barang di Kota Bima, menurut partisipan/narasumber Iskandar Zulkarnain (1Z)
dapat ditunjukkan oleh alokasi dana untuk mendukung aktifitas LPSE. Dana
untuk pengembangan e-procurement di Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat
dialokasikan sebanyak Rp. 290.235.000,-. Sedangkan nilai APBD Kota Bima
tahun 2017 mencapai Rp. 821 miliar. Ini berarti alokasi anggaran untuk
mendorong pertumbuhan e-government masih sangat rendah.

Narasumber Ade selaku akademisi melihat e-government di lingkungan
pemerintah Kota Bima pada dasarnya berproses dengan penuh dinamika. Berikut
petikan hasil wawancara dengan Narasumber:

“Secara umum, pelaksanaan c¢-government berkaitan dengan
barang/jasa, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima itu
sudah sangat luar biasa. Sudah baik. Dan penyiapan-penyiapan seluruh

persyaratan termasuk kelengkapan-kelengkapan berkaitan dengan proses
pelaksanaan di LPSE sendiri sudah bagus™.
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Berbeda dengan narasumber dari internal pemerintahan, narasumber yang
merupakan pelaku LSM in1 mengatakan:

“D1 sisi lain kita merasa kekurangan, terutama untuk ruangan ULP
sendir1 kita masih memanfaatkan ruangan Bagian APP dan LPBI. Tapi
tidak menghambat proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh
pemerintah Kota Bima”.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan dua fokus permasalahan penelitian sebagaimana telah
dikemukakan pada bab I, maka dapat dideskripsikan dan dilakukan pembahasan
hasil penelitian sebagai berikut:
1. Implementasi/Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pada bagian fokus pertamé ini ada beberapa aspek yang diteliti atau dikaji,

yaitu: tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, akses pasar dan
persaingan wajar, serta sosialisasi dan adaptasi. Adapun data hasil penelitian serta
pembahasan dari aspek-aspek di atas adalah sebagai berikut:
1). Tata Kelola vang Baik

Sebagaimana dibahas pada bagian tinjauan kepustakaan, e-procurement
dikembangkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan yang baik. Adapun tata-kelola penyelenggaraan e-procurement
bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisienst serta akses
pasar yang adil. Prinsip-prinsip ini1 selaras dengan nilai-nilai tatakelola
pemerintahan yang baik atau good governance.

Mengenai aspek tatakelola ini, salah seorang partisipan penilitian YD dari

Pihak kontraktor CV. Bintang Sila mengatakan:
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“Sejauh ini kaitan kinerja LPSE di pemerintah Kota Bima sudah
berjalan lancar dan tidak pernah ada kendala dalam tender, karena personil
yang ada dalam LPSE dan ULP Kota Bima semuanya orang-orang yang
terpilih dan terpercaya Insya Allah amanah dalam bekerja. Hampir setiap
proses pelelangan khususnya tender tidak pernah ada kendala™.

Hasil wawancara dengan informan tersebut menunjukkan bahwa kinerja
LPSE di Kota Bima sudah berjalan lancar dan tidak terdapat kendala.
Sebagaimana hasil penelitian Kadek Lori Pramasari (2014) di Kota Denpasar
yang menjelaskan bahwa penerapan sistem elektronik procurement atau
e-Procurement merupakan suatu bagian upaya untuk mewujudkan proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien dan transparan, serta
menjadi salah satu inisiasi dalam rangka mencegah korupsi khususnya dibidang
pengadaan. Menurut hasil penelitiannnya, Kadek mengungkapkan bahwa proses
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kota Denpasar
telah meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dalam
pembelanjaan uang negara. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara online
atau e-Procurement akan dilaksanakan jika pengadaan barang dan jasa bernilai
minimal dua ratus juta rupiah, dan jika kurang dari dua ratus juta rupiah maka
akan tetap menggunakan sistem manual.

Implementasi e-procurement merupakan bagian dar  proses menuju
pemerintahan elektronik (e-government) diharapkan dapat terlaksana dengan
merujuk pada tata kelola yang benar atau good governance. Empat hal yang
diamati dan dianalisis dalam riset tesis ini ialah (1) Transparansi, (2)

Akuntabilitas: (3) efisiensi dan (4) akses pasar. Sedangkan dari segi faktor

penunjang tiga faktor dominan yang diidentifikasi oleh UNPAN, dan digunakan
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dalam analisis UNPAN dalam menentukan peringkat E-Gov Index adalah (a)
ketersediaan jasa online, (b) kecukupan infrastruktur telekomunikasi dan (c)
ketersediaan sumber daya trampil.

2). Transparansi

E-procurement dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi
pelayanan publik. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital,
transparansi dianggap semakin mudah diwujudkan. Sementara itu, menurut
Arsyad Maharany, dkk (2016) dalam penelitiannya di Kota Kendari menunjukkan
bahwa berdasarkan hasil pengukuran tingakat efektivitas penerapan sistem
e-procurement di Kota Kendari yang dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas,
dan akses pasar serta persaingan usaha yang sehat, menyimpulkan bahwa secara
keseluruhan penerapan sistem e-procurement di Kota Kendari sudah dapat
berjalan dengan efektif. Menurut hasil penelitian tersebut, e-Procurement dapat
meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa di Kota Kendari, yang
ditunjukkan dari total skor rata-rata mean yang diperoleh berada pada skala
penilaian 4.53 yang mana nilai tersebut berada pada kriteria “sangat baik”. Selain
itu, melalui media elektronik. informasi terkait proses pengadaan barang/jasa
dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan,
yaitu: ULP, LPSE, auditor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan masyarakat
atau kalangan umum. Salah satu variabel penting dari tata-kelola pemerintahan
adalah penerapan e-procurement. Oleh karena itu, mengenal bagaimana

e-procurement  dapat  meningkatkan transparansi  pengadaan  barang/jasa,
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tergambar dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber seperti dalam
petikan hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan perbandingan antara keberadaan SPSE dengan
sebelum adanya SPSE itu terasa jauh sekali perbedaannya. Dari segi
transparansi, kita bisa melihat perbedaannya. Pada saat lelang secara
manual hanya pihak-pihak tertentu saja yang mengetahui informasi terkait
pelelangan. Karena memang akses bagi penyedia mungkin pada saat itu
sangat terbatas untuk mengetahui yang dasar”.

Sisi keunggulan Teknologi Informasi dan Komunikasi ialah dari sisi
jangkauan berbagai upaya untuk memberi akses informasi kepada publik.
Sementara dengan pola manual, meskipun ada keinginan pejabat-pejabat terkait
untuk memperluas akses publik untuk informasi. akan tetapi jangkauannya sangat
terbatas. Jadi dengan e-procurement banyak hal yang dapat diatasi.

Sebagaimana hasil penelitian Moch. Ali Mashuri (2015) di Kabupaten
Maros, menunjukkan bahwa untuk mewujudkan transparansi layanan pengadaan
barang dan jasa salah satunya harus transparan dalam hal persyaratan teknis dan
administrasi pelayanannya. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan
pengadaan barang dan jasa yang telah dipenuhi dengan baik oleh para pihak
menandakan bahwa transparansi layanan pengadaan telah terwujud dengan baik.
Hasil penelitian Moch Ali Mashuri ini mengungkapkan bahwa pada proses
pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kantor Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Maros tidak ada biaya yang dipungut dari pithak panitia. Untuk unsur
biaya hanya lebih mengacu pada biaya internet atau pulsa masing-masing pihak
penyedia. Tahap terakhir yakni SPPJ yang diterbitkan pejabat pembuat komitmen

dan penandatanganan kontrak telah sesuai dengan jadwal kegiatan dan dokumen

sangat terpercaya dan legal menurut hukum. Dalam prosesnya, pengadaan barang
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dan jasa dari awal sampai keluar pemenang tender serta tanda tangan kontrak
tender semuanya dilaporkan kepada Bupati Maros.”

Kecanggihan e-procurement dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan
transparansi pelayanan publik, sehingga dengan memanfaatkan kecanggihan
teknologi digital, transparansi dianggap semakin mudah diterapkan, sebagai salah
satu variabel penting dari tata-kelola pemerintahan melalui penerapan
e-procurement. Untuk mengkonfirmasi pendapat informan dan juga hasil
penelitian yang dikemukakan di atas tentang bagaimana e-procurement dapat
meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa, penulis juga melakukan
wawancara dengan narasumber sebagaimana dalam petikan hasil wawancara
berikut:

“Pengumuman pelelangan saat itu hanya (dimuat) pada media-media
tertentu dan juga papan pengumuman yang ada di lembaga/instansi
pemerintahan. Sedangkan melalui SPSE ini, dimanapun, kapanpun
penyedia bisa melihat informasi. Bahkan masyarakat pun bisa lihat sendiri
terkait dengan proses pelelangan, tahapan-tahapan yang dihadapi sampai
dengan hasil akhir pelelangan. Jadi, dari segi transparansi, dengan adanya
SPSE ini keterbukaan informasi kepada publik bisa kita jaga™.

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya SPSE,
keterbukaan informasi publik semakin terbuka lebar, schingga semua msyarakat
bisa ikut lelang, sebagaimana disampaikan lebih lanjut oleh narasumber dalam

petikan hasil wawancara berikut:

».Kalau transparansi, semua bisa ikut lelang, tidak ada
pembatasannya disini’.

3). Akuntabilitas
Akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah

diharapan akan meningkat bilamana memanfaatkan pengadaan secara elektronik.
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Akuntabilitas merupakan aspek perilaku SDM. Pengembangan yang diharapkan
dapat dilakukan ke depan 1alah membangun dan melakukan perbaikan dari segi
pengembangan SDM. Menurut partisipan dibutuhkan pengembangan kode etik
pegawai Pokja ULP sebagai salah satu syarat menuju clean goverment. Berikut
petikan hasil wawancaranya:

“sekarang pun penyiapan kode etik untuk Pokja ULP sudah ada,
peraturan walikota bahkan itu sebagai syarat menuju pemerintahan
bersih/clean government. Jadi bisa didalami kode-kode yang memang
disiapkan aturan yang akan dilaksanakan atau yang harus dipatuhi oleh
anggota Pokja itu sendiri™.

Pelaksanaan LPSE merupakan rincian atau pengaturan pada LKPP. Hal ini
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Implementasi ditandai
dengan upaya Pemerintah Kota Bima untuk menjalankan implementasi
e-procurement. Proses implementasi LPSE menurut salah satu narasumber 1Z
dilakukan dengan mempertimbangkan segi akuntabilitas. Hal ini terungkap dari
hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan akuntabilitas pengadaan, pada prinsipnya dengan
adanya LPSE im akuntabilitas itu benar-benar bisa dijaga. Sebagaimana
yang disampaikan tadi, transparansi dan keterbukaan informasi publik,
akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan pun berjalan beriringan.
Maksudnya, secara linear ada hubungan antara transparansi dengan
akuntabilitas. Karena memang fungsi kontrol dari masyarakat maupun
penyedia bisa dilakukan secara terbuka melalui sistem ini. Misalnya ada
kesenjangan antara kinerja pelaksanaan pengadaan dengan yang terjadi di
lapangan, penyedia yang berkepentingan langsung terkait dengan proses
yang sekiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil wawancara dengan informan di atas sejalan dengan hasil penelitian Y.
A. Roi, et al (2014) yang mengungkapkan bahwa: (a) SPSE v.3.5 belum

menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa yang akuntabel sesuai dengan

Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
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perubahannya serta Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 tentang e-tendering; (b)
beberapa tahapan dalam SPSE belum dikelola secara otomatis oleh system yang
bisa menimbulkan keraguan bagi pengguna SPSE, dalam hal ini Penyedia Jasa
tentang transparansi dalam pengadaan barang/jasa; (c) SPSE v.3.5 belum
memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time sebagaimana tujuan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan peraturan
tersebut diatas dimana masih ditemukannya kendala dalam mengakses aplikasi
oleh pengguna SPSE.”

Selain dari yang disampaikan oleh informan dan hasil penelitian di atas.
akuntabilitas juga ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk menghindari
penyalahgunaan wewenang, diantaranya menata hubungan kerja agar tidak terjadi
bentuk-bentuk kolusi, sebagaimana diungkapkan oleh informan HA dalam petikan
hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan akuntabilitas ini pun dari SPSE sendiri sebenarnya
tidak berhubungan langsung dengan proses pengadaan karena memang
yang memanfaatkan fasilitas itu adalah panitia ataupun Pokja ULP.
Namun, aspek akuntablitas ini bisa menghindari terjadinya tindakan
penyalahgunaan wewenang™

4). Efisiensi

Efisiensi dana dan waktu merupakan salah satu manfaat dari implementasi
e-procurement. Metoda kerja berbasis e-procurement tidak memerlukan banyak
tenaga kerja. Oleh karena itu, di beberapa bidang kegiatan LPSE tidak diperlukan

lagi sebagian besar tenaga kerja manusia. Meskipun berakibat pada penurunan

jumlah kesempatan kerja, namun pada dasarmya penanganan pekerjaan terkait
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dengan tahap-tahap LPSE telah menjadi semakin efisien. Artinva terjadi
penghematan dalam berbagai bidang pekerjaan.

Salah satu aktifitas penting di dalam proses e-procurcment adalah
pelaksanaan tender. Dengan adanya e-procurement ini maka pengerjaan proses
tender lebih singkat waktunya, dan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan
pola-pola lama yang masih manual. Signifikansi perbedaan antara pelaksanaan
tender secara manual bisa mencapai 1 bulan proses tender, sementara dengan
SPSE efisiensi waktu dapat lebih singkat. Sebagaimana diungkapkan oleh salah
satu narasumber A dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan proses pengadaan melalui LPSE, apabila kita
bandingkan dari efisiensi waktu pelaksanaan, mungkin melalui LPSE kita
bisa meminimalisir waktu pelaksanaan lelang. Karena dengan lelang cepat
kita masih bisa mengatasi masalah jika ada hal-hal yang diluar dugaan.
Proses pelaksanaan bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Proses
pelelangan pun bisa kita upayakan dengan waktu pelaksanaan yang kita
minimalisir tanpa melupakan kaidah yang sudah diatur melalui Perpres
Nomor 54 Nomor 2010 maupun perubahan-perubahannya™.

Memang disadari bahwa efisiensi waktu setiap kantor tentu berbeda dari
kantor yang satu dengan kantor lainnya. Perbedaan dari aspek waktu pelayanan
tersebut tentu saja berpengaruh dalam penyelenggaraan SPSE ini. Artinya, jika
diperlukan proses lelang cepat akan memakan waktu yang singkat. Demikian pula
dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses lelang normal. Mengenai hal ini
partisipan/narasumber HA mengatakan:

[

. melalui tahapan-tahapan tadi dengan waktu minimum yang
diperbolehkan oleh aturan tanpa menimbulkan kerugian bagi penyedia,
tidak mendiskreditkan penyedia melalui penetapan waktu pelaksanaan
yang cukup singkat. Dengan proses Kalau waktu maksimal lelang cepat 1tu
lebih kurang 14 — 21 hari kerja setelah seperti itu pun masih memberikan
kesempatan pada penyedia untuk benar-benar menyediakan dokumen
penawaran dan sebagainya dengan batas waktu minimum yang sudah
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ditentukan. Kalau dengan pelaksanaan lelang manual, dengan tahapan-
tahapan itu. waktu pelaksanaan mungkin minimal 3 - 5 hari bahkan 5 — 7
hari, dalam satu tahapn bisa berlangsung sckitar 6 minggu atau mungkin
bisa sampai 2 bulan™

Efisiensi yang ditimbulkan oleh LPSE dapat meningkat dari waktu ke
waktu. Proses efisiensi ditimbulkan oleh diperolehnya cara-cara mengurangi
penggunaan waktu yang lebih cepat, ataupun ditemukannya cara yang lebih
mudah dalam mengerjakan tahap-tahap pekerjaan. Efisiensi juga mengandung arti
berkurangnya biaya kegiatan dibanding waktu sebelumnya.

Selain efisiensi waktu, SPSE juga dapat mengefisiensi anggaran/dana,
terutama ditengah kerentanan tindakan penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh para pejabat negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Novijanti A.
R. Temaluru, dkk (2015) bahwa fenomena yang terjadi dalam pembentukan ULP
di Indonesia juga memiliki beberapa tantangan, masalah terbesar adalah soal
political will, kemauan yang kuat dan kepala instansi atau kepala daerah untuk
membentuk ULP. Lebih lanjut diungkapkan bahwa ongkos politik untuk menjadi
kepala daerah di negeri ini cukup besar. Sehingga ketika terpilih, kepala daerah
tersebut tentu menginginkan uangnya kembali dengan cara-cara melanggar aturan,
salah satunya dengan meng-abuse pengadaan. Otomatis dia akan enggan untuk
membangun sebuah pengadaaan yang independen.

Dengan diterapkannya e-procurement, maka terjadi penghematan atas
penggunaan dana pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu
narasumber dalam petikan hasil wawancara berikut:

*...Sampai saat ini, efisiensi di kita dari Rp. 163 miliar HPS-nya.
kemudian menjadi Rp. 157.456.925.800,- itu nilai penawaran. Jadi

penghematannya baru 3,97%, baru hampir 4% penghematan anggaran
yang ... lelang 2017”7 Angka ini merupakan angka dari total Rp.
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163.972.000.061.400,-.  Jadi penghematannya itu Rp. 6.515.135.600.-.
Jadi 3,97%. Itu yang banyak penghematannya di PU...”

Berdasarkan hasil hasil wawancara tersebut, Dinas Pekerjaan umum
merupakan pengguna anggaran terbesar. Dengan demikian, untuk memperlancar
penyelenggaraan pelayanan, Pemerintah Kota Bima telah mencanangkan
terwujudnya katalog untuk barang-barang lokal. Hal ini memang diperlukan
sebagai bentuk efisiensi penyelenggaraan layanan. Dengan adanya katalog lokal,
maka akan tercapai efisiensi waktu yang signifikan. Dibuatnya katalog lokal akan
banyak menolong proses pengadaan barang dan jasa. Hal demikian terungkap dari
hasil wawancara mendalam dengan partisipan berikut:

“kita sedang mencoba menyusun standar harga lokal untuk kita
tayangkan di dalam websitenya LPSE dan ULP. Standar harga lokal.
Sehingga nanti pembelanjaan ini khusus untuk barang-barang lokal kita
tidak lagi langsung membeli di pinggir gunung atau di dekat-dekat sawah.
Itu standar harga lokal untuk kita gunakan ke dalam pembelanjaan secara
elektronik. Contoh yang lain ada di luar seperti di Jogja, itu ada standar
harga seperti e-catalognya. E-catalog lokal istilahnya sekarang, tapi
khusus barang-barang lokal™.

5). Akses Pasar dan Persaingan Wajar

Dengan prinsip e-procurement yang baik, akses setiap perusahaan penyedia
jasa dalam memasukkan barang atau melakukan jasa konsultansi menjadi lebar.
Mengenai hal ini, hasil wawancara penulis dengan para narasumber, salah satunya
HA yang mengatakan bahwa secara pasti e-procurement di dalam hal ini LPSE
mengarah pada adanya peluang yang sama bagi semua penyedia barang dan jasa
yang berminat. Berikut petikan hasil wawancara dengan narasumber:

*... Jadi ya tetap ada hubungannya dengan c-governmens. Semua

penyedia bisa mengikuti lelang... seluruhnya, semua bisa tkut lelang.
Kemudian bisa juga dilihat kalau sudah selesai proses lelang™.
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Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa c-procurement mendorong
semakin baiknya akses berusaha bagi para penyedia/provider  barang.
E-procurement memfasilitasi akses bagi semua penyedia secara sama dengan
prosedur yang lebih mudah. Narasumber juga mengatakan bahwa e-procurement
semakin mengarah pada terbentuknya persaingan yang sechat. Keadaan ini
disebabkan oleh adanya pengaturan dalam sistem yang menjaga kerahasiaan

ya peng yang )ag
proses tender. Sebagaimana terungkap dari kutipan hasil wawancara berikut:

“Biasanya kita ndak bisa melihat data dan proses tender, teman-
teman LPSE juga tak bisa melihat, dari penyedia juga ndak bisa melihat
siapa saja yang ikut dalam proses tender karena di proses penyediaan
massal”.

Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi ini, setiap pengusaha
yang beminat untuk menjadi penyedia dapat memperoleh informasi secara leluasa.
Sehingga dengan demikian tidak ada peluang yang berbeda bagi setiap penyedia
untuk memperoleh informasi pekerjaan-pekerjaan yang disediakan oleh
Pemerintah Kota Bima. Peluang demikian akan membuat para penyedia dapat
lebih efisien dalam hal penggunaan waktu. Dengan demikian, informasi mengenal
pekerjaan yang dilelang terbuka luas bagi semua penyedia. Hal ini terungkap
lebih lanjut dari hasil wawancara dengan partisipan berikut:

“Kalau akses pasar melalui LPSE, seluruh lapisan masyarakat yang
masih terjangkau oleh jaringan informasi dan telekomunikasi bisa
mengakses semua informasi terkait dengan pengadaan barang/jasa,
sehingga akan lebih efisien dan efektif bagi penyedia untuk bisa melihat
informasi pengumuman pengadaan terkait dengan prosesnya. Apabila
mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan pelelangan tersebut, mereka bisa

langsung mendaftar tanpa dibatasi oleh waktu, jarak atau lokasi melalui
media. Sehingga akses pasar melalui LPSE ini sangat dimudahkan™.
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Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa pihak penyedia tidak saja
lebih mudah memperoleh informasi. Lebih dari itu setiap penyedia dapat
mengikuti proses tender dari jarak jauh dan dalam waktu yang lebih leluasa.

Memang disadari, di tengah semakin meluasnya penerapan LPSE. bahwa
sistem ini bukanlah sesuatu yang sempurna, tetapi setidaknya dapat meminimalisir
terjadinya penyimpangan. Sebagimana Kumorotomo (2009) mengatakan bahwa
e-procurement bukanlah suatu sistem yang sempurna, namun dapat membantu
dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan-
penyimpangan dalam arti tindak pidana korupsi masih mungkin terjadi.
Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber berikut:

“Kalau itu bisa kita katakan relatif, karena memang pada prinsipnya
secara aturan sudah berusaha melaksanakan tahapan itu sesuai dengan
aturan yang ada, ketentuan yang sudah ditetapkan™.

Sedangkan terkait dengan masih adanya keluhan dari para penyedia perihal
masih adanya suasana yang menimbulkan persaingan tidak sehat. narasumber
mengatakan bahwa penyedia bisa juga berpandangan subyektif dan tidak tertutup
kemungkinan adanya persaingan yang ketat di antara sesama penyedia. Hal ini
terungkap dari hasil wawancara penulis dengan partisipan yang mengatakan:

“Terkait dengan persaingan usaha, mungkin lebih kepada persaingan
dari masing-masing penyedia sendiri. Jadi kaitan dengan keterlibatan
LPSE maupun ... di dalam proses pelelangan itu relatif, karena memang
keterlibatan itu pun masih bisa diminimalisir. Maksudnya, sedapat
mungkin kita mengusahakan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan
peraturan yang berlaku™.

Hasil wawancara tersebut, sejalan dengan temuan Arindra Rossita Arum

Nurchana, dkk (2012) dalam penelitiannya di Kabupaten Bojonegoro, yang

mengungkapkan bahwa penerapan ¢-procurement dalam pengadaan barang/jasa
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khususnya di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau  dapat
dikatakan  belum mencapai tujuan secara maksimal, yaitu peningkatan
persaingan usaha yang sehat. Menurut hasil penelitian tersebut, di Kabupaten
Bojonegoro masih ditemukan adanya indikasi “rent seeking behaviour™. Indikasi
tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan
penerapan ¢- procurement. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya indikasi
“rent seeking behaviour” tersebut, diperlukan pengawasan yang intensif dari
masyarakat dan juga LSM seperti ICW™.

Peran unit tugas penyelenggara LPSE pada hakikatnya merupakan unit
tugas yang bersifat fasilitator dalam menjaga terwujudnya akses pasar. Di sisi
lain, para penyedia atau kontraktor kadang-kadang tidak memahami hal tersebut.
Sebagaimana dikatakan oleh narasumber HA dalam petikan hasil wawancara
berikut:

~..... dan dia cuma sistem saja. Yang diperintahkan oleh Pokja ULP
itulah yang akan dilaksanakan oleh LPSE. Tapi teman-teman kontraktor
banyak tidak memahami. Mereka kira LPSE lah yang punya kesalahan,
vang bermain-main terhadap tender. Seharusnya mereka protes ke ULP.
Tapi kadang sebagai LPSE juga sering diprotes ya saya arahkan ke ULP™.

ULP atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) berpedoman pada Perpres 54
Tahun 2010 Pasal 1 poin 8: “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya
disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/1 yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri
atau melekat pada unit yang sudah ada™ Meskipun sebagai fasilitator, unit-unit

LPSE diwajibkan untuk menjaga agar kinerja unit-unit tugas hendaknya selalu

bersifat “prima’, terutama dari segi waktu. Sebagai contoh, tatkala proses e-render

77

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



44168

berlangsung, maka peraturan harus ditegakkan. Dalam kaitannva dengan
ketentuan ini, narasumber juga mengatakan lebih lanjut sebagaimana dalam
kutipan hasil wawancara berikut:

*.... misalnya kalau sudah jamnya pembukaan penawaran, lewat satu
detik saja, tidak bisa kita masukkan lagi. Terlambat sedetik sudah tudak
bisa masuk™.

Narasumber menegaskan bahwa, keadaan demikian itu sangat menentukan
terbentuknya sifat wajar dari persaingan antara sesama penyedia. Artinya, dengan
diterapkannya proses pelelangan yang tepat waktu, maka akan terwujud
kewajaran atau fairness. Dengan demikian melalui implementasi kebijakan
e-procurement ini akan terpeliharalah iklim usaha yang sehat, dimana diantara
para penyedia akan berlangsung persaingan yang sehat dan adil.

Menurut Jamila (2018) bahwa Pengadaan barang/jasa secara elektronik
dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.Salah satu tujuan Pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik adalah meningkatkan akses pasar dan
persaingan usaha yang sehat, hal ini dilakukan melalui internet yang memiliki
sifat borderless, timeless maka para penyedia yang memenuhi syarat dan berminat
dapat dengan mudah inemperoleh informasi tentang pengadaan dan mengikuti
pelelangan atau proses pengadaan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun sesuai
dengan jadwal pelelangan.

Sebagaimana diketahui bahwa pihak yang dilayani oleh Pemerintah Kota
Bima schubungan dengan pengadaan barang dan jasa adalah kontraktor. Salah
seorang dari narasumber atau partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini

adalah Suhardin, ST., MT yang dipanggil dengan nama kecil Pak Sasi vang telah
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lama aktif sebagai salah seorang kontraktor pada berbagai pekerjaan di
lingkungan Pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Pak Sasi sudah bekerja
dan menjadi mitra/rekanan Pemerintah Kota Bima lebih dari 10 tahun. Guna
menjalankan bisnisnya, Pak Sasi menggunakan beberapa perusahaan diantaranya
perusahaan berbentuk badan hukum, yaitu CV (CV Keramat). Perusahaan ini
berkedudukan di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.

Sebagai salah satu narasumber, pak Sasi menjelaskan tentang cakupan
bisnis yang dilakukannya, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Pak Sasi mengelola beberapa pekerjaan yang berakitan dengan
pengadaan barang dan jasa. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“Kami tidak hanya di kota saja, kabupaten juga kita masuk tapi
hanya sebagian, kebanyakan dari PL (Pengadaan Langsung), yang
pengadaan langsung di bawah 200 ya. tapi yang di atas 200 kebanyakan
hanya pekerjaan bronjonisasi sama untuk sekarang lagi pekerjaan di
penambangan Dermaga Sengiang Wera™.

Narasumber juga mengatakan bahwa dalam hal jumlah proyek yang
diproses dengan sistem LPSE di Kota Bima dari waktu ke waktu, Pak Sasi dan
grup usahanya mengungkap semakin meningkatnya sifat persaingan secara
terbuka atau wajar:

*...dengan pengadaan fisik dan nonfisik yang sekarang (perusahaan
kami) sudah (mendapat) 20 paket. Namanya setiap lelang itu pasti ada
yang gagal ada yang menang. Tapi kami tetap mengutamakan prosedur
sesuai dengan dokumen lelang... (kebanyakan) kami kalah disitu, bukan
karena penawaran kami gagal, tapi memang penawaran kami terlalu tinggi.
Perusahaan kami salah satunya adalah Agrega. AK-2. Agrega kan punya
tingkatan dia. Mungkin dia masuk ke non kecil. Rata-rata penggunaannya
di bawah 1 milyar dia”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut, menunjukkan

bahwa dengan diimplementasikannya kebijakan e-procurement maka proses

79

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

44168



44168

pelelangan pekerjaan menjadi semakin terbuka. Persaingan sehatpun terjadi.
Sebagai pengusaha, Pak Sasi menerima situasi persaingan yang semakin schat.
Dikatakannya bahwa penawaran dia juga banyak yang gagal. Akan tetapi
gagalnya penawaran sudah disebabkan oleh alasan-alasan yang masuk akal,
seperti misalnya nilai penawaran lebih tinggi dari penyedia atau kontraktor lain.
Pada dasarnya penyedia atau kontraktor lama dapat dengan mudah
menyesuaikan diri dengan proses LPSE atau e-procurement. Narasumber lebih
lanjut mengatakan dan mengakui bahwa dengan adanya pelayanan berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi ini, pelayanan terhadap para kontraktor
sudah berlangsung lebih cepat. Sebagaimana hasil wawancara berikut:
“perbedaan dengan lelang yang dulu, lebih efektif lelang sekarang.
Karena secara terbuka, jadi semua peserta perusahaan CV maupun PT
seluruh Indonesia bisa mengakses secara langsung, tidak ada pembatasan-
pembatasan wilayah. Seluruh Indonesia itu bisa mengikuti sesuai dengan
aturan dan kemampuan CV tersebut, ada dan tidak adanya SBU-nya di
bidang yang ada di setiap dokumen lelang itu. intinya, LPSE in

mempermudahkan kami sebagai penyedia untuk bersaing secara sehat dan
secara terbuka™.

Lebih lanjut, narasumber mengungkapkan bahwa LPSE atau e-procurement
ini diharapkan dapat menimbulkan iklim usaha yang lebih baik. Menurut
narasumber, dengan adanya e-procurement ini terjadi perkembangan yang positif
di bidang pengadaan barang dan jasa dan sebagian besar para pengusaha
memahami sistem e-procurement yang berbasis online int:

“Ya intinya kami scbagai pengguna jasa, dalam arti yang
mempunyai CV, sekitar 70 atau 80 persen memahami. Kadang juga ada
yang tidak memahami karena keterbiasaa mereka hanya melihat paket itu
di bawah 200. Tapi kebanyakan mereka melihat secara online ini, mereka

sangat senang karena tahap pembelajaran juga mereka bahwa penggunaan
sistem online ini lebih bagus daripada tidak online. Jadi kebanyakan
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mereka, 70 sampai 80 persen sudah memahami proses LPSE secara online
di Kota Bima ini™.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa telah terjadi proses peningkatan pengetahuan para kontraktor
di bidang pengadaan barang dan jasa, termasuk adanya sistem e-procurenient ini.
Artinya, terjadi peningkatan pengetahuan atau dengan kata lain para kontraktor
mengalami peningkatan pemahaman dan ketrampilan terutama yang berkaitan
dengan sistem e-procurement.

Menurut Muhtar Tutang (2011) bahwa Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah yang efektif, efesien dan transparan merupakan dambaan bersama
antara pemangku kepentingan terutama antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
Lebih lanjut Tutang mengatakan bahwa penerapan e-procurement dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini memberikan banyak
keuntungan baik dari sisi pengguna maupun dari sisi penyedia barang dan jasa.
Dari sisi pengguna, karena sifatnya yang tanpa batas, dapat diperoleh iklim
persaingan antara penyedia yang lebih adil (non discriminative) dan berkualitas.
Pengguna memiliki lebih banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih
murah dengan kualitas lebih baik. Selain itu penerapan e-procuremen! mampu
mengurangi terjadinya praktek KKN karena sifatnya yang transparan, konsisten.
rigid dan akuntabel.

Kemudian lebih jauh lagi yaitu menyangkut penyalahgunaan wewenang
dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini telah merubah
keadaan menjadi lebih baik. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah

seorang narasumber penelitian dari pihak birokrasi. yaknm pak HA yang
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mengatakan bahwa sekarang keadaan sudah lebih baik. Penyalahgunaan
wewenang menurutnya ialah terjadinya kontak langsung antara penyedia dengan
para petugas yang menangani proses lelang. Obyek yang menjadi target jual-beli
1alah informasi menyangkut pekerjaan dan para penyedia barang dan jasa. Meski
demikian, penyedia yang curang menyediakan sejumlah uang atau hadiah.
Namun, dengan adanya sistem c¢-procurement ini tindakan yang demikian dapat
diminimalisir, karena prosesnya yang bersifat rahasia:

... Kita juga sampai ... juga kita bisa lihat siapa saja yang mendaftar.
Jadi kerahasiaan juga terjaga disitu. Kemudian kerahasiaan juga untuk
penawaran yang masuk betul-betul nggak bisa. Kalau sistem manual kan
biasanya ada kesalahan bisa kita perbaiki penawaran orang. Kaiau disini
sudah nggak bisa lagi kan karena sudah elektronik. Jadi apa yang masuk
tidak bisa kita lihat”.

Kemudian menyangkut masih adanya penyedia yang belum mengetahui
adanya LPSE ini, narasumber tidak menampiknya. Narasumber mengatakan:

“Dari sepantauan kami, mereka ini dari teman-teman kontraktor
banyak yang tidak memahami, dalam artian belum mendaftar. Sehingga
mereka juga untuk masuk ke ranah untuk pendaftaran itu harus konsultasi
dengan bagian AP sama bagian Umum. Tapi sepengetahuan kami juga,
belum banyak juga yang tahu tentang prosedur itu™.

Narasumber ini juga menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada alasan
penyedia untuk mengatakan mereka tidak tahu menahu, dengan alasannya bahwa
Pemerintah Kota Bima telah melakukan beberapa kali sosialisasi:

“Sebenarnya mereka dari LPSE ada sosialisasi dan memanggil
teman-teman yang mencari nama-nama CV dan melihat mana yang belum
masuk tender secara online™.

Karena pihak yang memperoleh pelayanan dari LPSE ini ialah para pelaku

usaha, maka maka mereka memiliki ekspektasi terhadap sistem c¢-prucerement

ini, seperti yang dikatakan oleh narasumber dari salah seorang kontraktor berikut:
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“Harapan kami pemilik CV sebenarnya tidak rumit. Yang penting
pada saat tender ada keterbukaan, dalam artian tidak ada intimidasi dari
orang lain. Yang penting sesuai dengan prosedur. Intinya, kami dari CV
bisa menerima kekalahan dan kemenangan, yang penting itu menang
dalam artian sesuai dengan prosedur, kalah kami terima dengan sesuai
prosedur. Tapi tetap kita memuji untuk LPSE Kota Bima ini sangat bagus
pekerjaannya. Dan mereka bertanggung jawab saat kami ada salah paham
atau komplain, mereka bisa menjelaskan secara detail dan bisa
memberikan pemahaman kepada kami...Dari daftar sampai pengumuman
sampai selesainya tender ini, jaringan untuk LPSE-nya tidak ada kendala
bagi kami. Sudah bagus™.

Narasumber juga mengungkapkan bahwa para kontraktor atau para pelaku
usaha di bidang pengadaan barang dan jasa optimis bahwa perubahan menuju
pelayanan yang lebih baik masih terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Bima.

6). Sosialisasi dan Adaptasi

Kegiatan sosialisasi terhadap sebuah pelayanan publik, dalam hal ini
e-procurement merupakan tugas semua unit pemerintahan. Semakin dikenal oleh
berbagai lapisan masyarakat, maka e-procurement semakin baik. Terkait dengan
harapan ini, apabila LPSE masih merupakan urusan dari kalangan terbatas, yaitu
para pelaku aktif dalam pengadaaan barang dan jasa, sehingga dapat dikatakan
implementasi e-procurement masih belum mencapai tujuannya. Kalangan terbatas
itu antara lain: para PPK, pejabat pengadaan, ULP. kontraktor atau penyedia
barang dan jasa. Sedangkan kondisi sudah tersosialiasi itu bilamana semakin
banyak lapisan warga masyarakat mengetahui adanya e-procurement atau LPSE.
Terkait hal demikian, salah satu partisipan penelitian ini, [Z mengatakan:

“Kalau sejauh ini informasi terkait dengan keberadaan LPSE, untuk
pemanfaatannya masih oleh sekitar pihak yang tadi disebutkan, yang lebih
bersifat umum mungkin bagi instansi atau aparat pemerintah sendiri. Tapi
kalau untuk dikenal luas oleh masyarakat kami tidak bisa memastikan

bahwa masyarakat secara keseluruhan memahami keberadaan LPSE. Tapi
setahu kami bahwa pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan
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pengadaan barang/jasa. Terkait dengan penyebaran informasinya melalui

media, kita bekerjasama untuk menyampaikan informasi melalui media

massa dan pemberitaan kegiatan pengadaan. Dengan adanya sistem
informasi rencana umum pengadaan kita tetap bisa menginformasikan
melalui teman-teman media™.

E-prucerement sebagai suatu sistem pelayanan publik, tentu saja perlu
diketahui oleh masyarakat sebagai salah satu wujud keterbukaan informasi publik,
dengan harapan masyarakat juga bisa melakukan kontrol terhadap perjalanan
sistem tersebut. E-prucerement ini belum diketahui secara meluas oleh
masyarakat, terutama oleh masyarakat Kota Bima. Sebagaimana dikatakan oleh
salah seorang narasumber, yakni Pak RG. Narasumber ini adalah salah satu tokoh
masyarakat dari Kelurahan Jatibaru, narasumber mengakatan:

“Layanan Pengadaan Secara Elektronik belum tau bagaimana
caranya. Belum pernah dengar sama sekali. Saya mengharapkan kepada
pemerintah kota bima, supaya disosialisasikan kepada masyarakat™.
Pandangan narasumber tersebut, sejalan dengan hasil penelitian Edy

Mulyono (2013) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak yang
mengungkapkan bahwa melalui sosialisasi dan pelatthan ini sangat diharapkan
para petugas dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya dalam bidang konstruksi, mulai
dari tahap pengumuman barang dan jasa hingga pada tahap pengumuman
pemenang. Mulyono dalam penelitiannya mengungkapkan, selain sosialisasi
kepada implementor kebijakan, sebagai sebuah sistem yang masih baru
e-procurement juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang tergabung
dalam pengusaha jasa konstruksi, sehingga para pengusaha yang sebelumnya

terbiasa mengikuti lelang secara manual. tentu memerlukan pemahaman untuk

dapat ikut serta dalam kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik.
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Sosialisasi yang dilakukan memang belum sepenuhnya berjalan efektif, masih
ditemui beberapa kendala seperti misalnya banyak anggota yang tidak mengetahui
cara mengikuti lelang secara elektronik, karena mereka juga masih ada yang
belum paham terhadap teknologi informasi semacam internet, namun sosialisasi
kepada semua masyarakat perlu dilakukan.

Electronic procurement memiliki sejumlah tujuan, termasuk sebagai
bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara. Oleh
karena itu, langkah Pemerintah Kota Bima memprioritaskan implementasi
kebijakan pengadaan secara elektronik merupakan langkah maju. Apakah LPSE
ini sudah menggambarkan komitmen pemerintah kota Bima memasuki era
pemerintahan elektronik (e-government)? Apakah upaya pemerintah Kota Bima
untuk meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung. Jawa Barat
merupakan upaya mensinergikan MoU diantara dua pemerintah tersebut untuk
mengembangkan sistem pemerintahan elektronik (e-goverment)?. Sebagaimana
diketahui delegasi pemerintah Kota Bandung yang baru saja berkunjung ke Kota
Bima dengan membawa dan menyediakan secara cuma-cuma sejumlah
aplikasi/soffware perkantoran berbasis elektronik. Terkait dengan hal demikian,
salah satu narasumber IZ mengungkapkan:

“Kalau e-government kan pada dasarnya sudah merupakan bagian
dari pelaksanaan pemerintah secara elektronik. Terkait dengan adanya
penandatangan MoU dengan pemerintah Kota Bandung pada saat itu
sebenarnya lebih bersifat luas, tidak hanya terkait dengan e-procurement
ataupun aplikasi-aplikasi tertentu vang ada di Kota Bima. Tapi setahu
saya. kebetulan saya juga pernah melakukan studi banding ke pemerintah

Kota Bandung, disana memang yang disampaikan pada saat itu adalah
terkait dengan aplikasi administrasi pengelolaan keuangan daerah™.
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Pemerintah Kota Bima kedepannya perlu dengan sungguh-sungguh untuk
meningkatkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pemerintahan elektronik
yang lebih baik, terutama dalam hal penerapan sistem e-procurement di bidang
pengadaan barang dan jasa, termasuk didalamnya masalah SDM dan kewenangan
lembaga pelaksana dalam hal ini ULP, sebagaimana diungkapkan oleh salah
seorang partisipan dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Kebetulan tahun 2018 ini kita, baik LPSE maupun ULP, dituntut
untuk bisa ke LPSE mandiri maupun ULP mandiri. Sehingga dengan
tuntutan itu kita harus bisa benar-benar meningkatkan standar kita dari segi
SDM maupun segi kewenangan diharapkan bisa menunjang untuk
peningkatan status tersebut. Untuk itu juga ke depan kekurangn akan kita
upayakan semaksimal mungkin untuk diminimalisir™.

Sementara disatu sisi, pengenalan sistem kepada masyarakat menurut
beberapa narasumber ikut berperan dalam implementasi e-procurement, terutama
di kalangan birokrasi dan SKPD, artinya semua komponen harus tahu sistem int:

“Kalau di Kota Bima jelas masyarakat jasa konstruksi sudah tahu
semua. Konsultan, pengadaan maupun konstruksi. Mereka paham semua.
Teman-teman yang di SKPD juga sudah pada tahu semua untuk lelang dan
segala macam itu, pasti mereka akan menggunakan LPSE. Mereka sudah
paham semua. Karena mulai dari kita melaksanakan ini kan berdirinya dari
2012 LPSE, kalau ULP berdiri 2013. Jadi duluan LPSE. Paling tidak
masyarakat juga harus tahu™.

Sosialisasi kehadiran layanan e-procurement ikut menentukan suksesnya
sebuah program e-procurement. Seperti yang dikatakan oleh salah satu
narasumber dar1 kalangan akademisi, Ade Lansyah, M.AP :

“Masyarakat umum pun sudah tau bahwa pemerintah Kota Bima ini
memiliki website yang di dalamnya juga tertuang website untuk ULP.
Mereka bisa melihat disitu. Secara umum juga, kita memasang baliho
bahwa pemerintah Kota Bima ini proses pengadaan barang/jasa itu sudah

melalui sistem elektronik. Pengelolaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik™.
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Pengembangan e-procurement menurut para narasumber perlu didukung
oleh upaya pemerintah untuk mensosialisasikannya.Tentang hal ini, salah satu
narasumber bernama NAS yang merupakan tokoh informal lokal, juga
mengatakan bahwa secara tidak langsung proses sosialiasi e-government belum
dilakukan secara gencar dalam arti belum berlangsung secara signifikan:

“Saya kurang membaca itu, karena sosialisasinya sendiri. Tapi saya

pernah mendengar saja tentang itu. Itu kan sudah berjalan lebih kurang
setahun mungkin ya”.

Lebih lanjut partisipan penilitian GD dari kelurahan Rabadompu Timur
menanggapi lebih lanjut terkait sosialisasi LPSE ini:

“Mohon maaf kalau masalah LPSE saya selaku masyarakat

Rabadompu Timur belum begitu familiar belum menyentuh ke

masyarakat. Kami masyarakat belum tau program kerjanya, outputnya
apa. Harapan kami tolong disosilisaikan ke masyarakat”

LPSE itu sendiri telah hadir cukup lama di Kota Bima. Akan tetapi
peningkatan aktifitas LPSE baru berlangsung secara gencar dalam beberapa tahun
terakhir ini. Adapun upaya Pemerintah Kota Bima guna meningkatkan
implementasi ¢-procurement adalah dikeluarkannya SK Walikota Nomor 9 Tahun
2017 tentang “Pembentukan Tim Pelaksana dan Pengelola LPSE™. Namun
demikian, realisasi dari SK Walikota Nomor 9 Tahun 2017 ini memerlukan
pemahaman yang lebih serius dari jajaran ASN. Sebagaimana diungkapkan oleh
narasumber berikut:

“Kalau saya rasa tentang LPSE ada kantomya di ujung dari arah
timur itu masuk belok kanan kan. Hanya saja masih kurang gaung. Artinya
mungkin tingkat sosialisasi yang kurang. Padahal itu kan akses informasi
Pemerintah Kota sebenamya, pelayanan-pelayanan semua juga terarah

disitu. Nah, ini kan pelayanan publik saya rasa di tingkat kalangan ASN
saja masth kurang memahami itu, apalagi kalangan umum™.
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Partisipan mengetahui bahwa pihak Pemerintah Kota telah bekerja keras
untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Akan tetapi
hasil yang signifikan menurut partisipan belum terlihat. Hal ini terungkap dari
tanggapan partisipan sebagai berikut:

“Program berbasis elektronik itu ya memang harus lebih
ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. Saya rasa jangan sampai juga SDM-
nya yang berkurang. Di kalangan teman-teman media juga paham tentang
itu. Tapi apa kerjanya juga saya rasa di internal kurang memahami. Ada
aktifitas disana, tapi apa yang dilakukan juga tidak hanya pada internal tapi
juga eksternal kan banyak yang tidak tahu. Tapi pada prinsipnya,
Pemerintah Kota yang terpenting adalah berani memutai™.

Narasumber ini juga mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kota telah
bekerja keras dan berani memulai pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik.
Meskipun hasilnya belum terlihat secara signifikan. Hal-hal ini terungkap dari
tanggapan partisipan sebagai berikut:

“Ini adalah satu langkah maju bagi Pemerintah Kota, tinggal
ditingkatkan saja. Harapan terbesar publik tentu tidak jauh beda dengan
saya mungkin, adalah bagaimana pelayanan di tingkat e-government ya
memang harus, kalau sudah dimulai, saya rasa memang awalnya mungkin
tidak biasa, tapi kalau lama-lama juga jadi terbiasa. Dan harus ada
keberanian sikap. Pemerintah Kota hari ini kan sudah menunjukkan sikap.
Tinggal bagaimana penyesuaian di kalangan birokrasi itu sendiri™.

Di era pemerintahan elektronik, penduduk di suatu wilayah merupakan
target dari perbaikan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengetahuan warga
setempat tentang adanya layanan pengadaan barang dan jasa dengan
menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan memberi manfaat bagi
perkembangan lebih lanjut dari suatu program c-procurement. Kesadaran warga

setempat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari proses transformasi menuju

era e-government (pemerintahan elektronik). Artinya. pengetahuan mengenai
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adanya aplikasi/penerapan e-procurement sebagai bagian dari upaya pemerintah
untuk mewujudkan transparansi hendaknya sudah diketahui oleh warga
masyarakat. Sebagaimana dialami oleh salah seorang narasumber, Pak Edi dari
wiraswasta, yang mengatakan:

“Kalau masalah 'itu saya kurang paham benar. Mungkin secara,
melalui internet 1tu mungkin. Secara online mungkin itu. Jadi layanan
publik itu secara online™.

Penyedia jasa pada dasarnya sudah mengetahui Pemerintah Kota Bima
memfasilitasi perubahan menuju pelaksanaan e-procurement. Namun demikian,
dengan skala bisnis kota berpenduduk kurang dari 200.000 jiwa dapat dipahami
masih terbatasnya aktifitas dunia usaha di Kota Bima. Hal ini dapat ditangkap dari
kesan yang diberikan oleh pengusaha lokal. Hasil wawancara peneliti dengan
narasumber Pak Tengku, seorang pengusaha lokal menanggapi pertanyaan
Peneliti mengenai jaringan internet yang ada di Kota Bima. seperti dalam kutipan
hasil wawancara berikut:

“Kurang maksimal. Apalagi untuk daerah pedesaan itu kurang
terjangkau. Cuma daerah-daerah tertentu. Kayak di perkotaan saja masih
kurang bagus untuk sinyalnya™.

Sementara narasumber atas nama Bapak Edi dalam wawancara mendalam
dengan peneliti mengatakan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang
jasa-jasa elektronik:

“Lebih bagus kan kalau makin cepat untuk melakukan jasa-jasa
elektronik. Lebih bagus kan, pelayanannya semakin cepat, ya nggak ribet

lah. Tapi harus sosialisasi ke masyarakat ya. masyarakat kecil kan kurang
paham juga kayak gitu™.
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2. Potensi Tiga Faktor Pendukung Penerapan E-Government, yaitu
Kesiapan Layanan Online, Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi dan
Kesiapan SDM Terampil dalam Melancarkan Implementasi LPSE.

United Nations for Public Administration  Development  (UNPAN)
menggariskan  tiga faktor dominan dalam penentuan daya dukung
penyelenggaraan e-government. E-procurement merupakan salah satu elemen
penting dari e-government tersebut. Tiga faktor lain yang dimaksudkan dalam
penelitian ini, yaitu: ketersediaan fasilitas online, ketersediaan infrastruktur
telekomunikasi, dan fuman capital atau Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Prasetyo, dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul: “*Analisis
Pengembangan E-Government di Kota Semarang”, mengungkapkan bahwa
pengembangan ¢-government adalah proses pengembangan yang melalui tahapan
persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan yang didalamnya terdapat
faktor pendukung, seperti: dukungan pemerintah, kapasitas sumber daya, dan
manfaat yang diberikan yang mempengaruhi pengembangan e-government.
Prasetyo, dkk lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengembangan e-government di
Kota Semarang dihambat oleh berbagai faktor, seperti: kurangnya sumber daya
yang dimiliki, infrastruktur, dan komitmen pemerintah™.

Adapun data tentang potensi tiga faktor pendukung penerapan e-government
di pemerintah Kota Bima dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) Kesiapan Layanan Online

Salah satu dari tiga faktor yang menentukan sukses tidaknya pemerintahan
elektronik, termasuk e-procurement didalamnya ialah kesiapan layanan-layanan

online. Terkait hal demikian, berikut dikemukakan data hasil wawancara dengan
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para narasumber penelitian. Salah satu narasumber yang diwawancarai adalah Pak
Ade, seorang akademisi Bima mengatakan:

“Kalau kita lthat bahwa pemerintah Kota Bima sudah luar biasa akan
menyiapkan fasilitas internet gratis di beberapa titik. Ada di taman-taman
kota, termasuk di area-area publik yang memang sering digunakan untuk
mengakses jaringan internet. Jadi, kalaupun kita kaitkan dengan yang tadi,
masyarakat perlu internet itu. Mungkin teman-teman kontraktor atau
kalangan pelajar atau ... bisa mengakses disitu. Tidak menyulitkan. Bahkan
di daerah-daerah rawan pun pemerintah kota telah memasang jaringan
internet”.

Upaya Pemerintah Kota Bima untuk memacu penerapan e-procurement di
Kota Bima ditandai dengan serangkaian langkah pro aktif. Agar para penyedia
dapat mengakses situs Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kota menyediakan
fasilitas Wifi di beberapa titik keramaian di Kota Bima. Adapun lokasi dari
fasilitas Wifi tersebut diantaranya adalah di:

1) Taman Ria Kota Bima;

2) Lapangan Pahlawan Raba:

3) Lapangan Serasuba;

4) Paruga Na'E;

5) Taman Kodo; dan

6) Perbatasan Kota Bima dengan Kabupaten Bima di Ni'U.

Akses Wifi yang tersedia atas inisiatif Pemerintah Kota Bima dengan PT.
Telkom Bima dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Layanan tersebut
disediakan secara gratis, dapat dinikmati oleh mahasiswa dan pelajar secara cuma-
cuma. Langkah-langkah inilah yang dinilai oleh warga Kota Bima sebagai bentuk

langkah Pemerintah Kota yang tergolong luar biasa. Sebagaimana salah satu

narasumber bernama Nasarudin Ibrahim (NI), S.Sos,M.H yang merupakan
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Pengamat Kebijakan Publik dari kalangan Pers. menilai kemajuan c-government
tidak dapat lepas dari adanya dukungan layanan-layanan online. Narasumber ini
melihat pentingnya layanan-layanan online untuk suksenya c¢-procurement.
Berikut petikan hasil wawancaranya:
«.kalau dulu misalnya, dari masalah gaji, dibayar secara manual.
Kalau sekarang sudah melalui rekening ASN masing-masing. Ini adalah
salah satu upaya terobosan dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Kalau hal
lain juga mengenai informasi-informasi seperti yang diterapkan di bagian
humas. Masyarakat sekarang bisa mendapatkan saluran informasi itu
melalui Wifi atas nama Pemerintah Kota Bima. Istilahnya itu IVifi gratis
yang memang diluncurkan oleh Pemerintah Kota™.

Hasil wawancara dengan narasumber di atas, menunjukkan bahwa proses
e-procurement telah menghasilkan hal-hal yang baik bagi masyarakat. Perubahan
yang ditandai dengan adanya program aplikasi teknologi baru ini memperoleh
perhatian dan respon positif dari masyarakyat, khususnya dari kalangan remaja.
pemuda, mahasiswa, dan pelajar. Kehadiran #ifi gratis dari Pemerintah Kota
cukup diapresiasi oleh semua kalangan. termasuk pelajar dan mahasiswa bahkan
masyarakat umum. Hanya saja masih terdapat kekurangan-kekurangannya, tentu
yang berkaitan dengan jaringan yang masih terbatas di daerah ini. Oleh karenanya,
pihak Telkom Bima harus memperkuat jaringan-jaringan ini agar tidak
menghambat akses informasi yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa maupun
masyarakat umum. Sebagian masyarakat kadangkala masih mengeluhkan soal
jaringan ini, tetapi pada prinsipnya Wifi gratis yang diluncurkan cleh Pemerintah
Kota ini diapresiasi cukup baik oleh semua kalangan. dengan demikian,

Pemerintah Kota Bima ke depan harus mampu memperhatikan lagi kebijakan

penguatan jaringan internet di seluruh wilayah kota Bima.
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Terkait dengan urgensi jaringan telekomunikasi dalam mempermudah
layanan online, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mulyono. dkk
(2013) dalam penelitiannya yang berjudul: “Implementasi Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi
Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak), mengungkapkan bahwa di Kota
Pontianak belum ada desain konsep pengembangan aplikasi e-procurement yang
dapat memenuhi kebutuhan dan penjaminan aplikasi, sehingga pelayanan oleh
LPSE Kota Pontianak masih sering mendapat komplain dari pengguna jasa
layanan yang akan mengikuti lelang. Permasalahannya terutama pada perangkat
(server) yang digunakan, konskesi lambat dan sering terjadi ganguan yang
menyebabkan beberapa layanan sulit diakses oleh pengguna layanan.

Sementara itu, hasil penelitian Firman, dkk (2015) menunjukan bahwa
sekarang ini banyak sekali media/perangkat digital yang sudah dapat terhubung
dengan internet, antara lain: laptop, nerrbook, handphone, smarphone, tablet dan
lain-lain. Firman, dkk menegaskan dalam penelitiannya. di manapun masyarakat
berada, asal ada media dan jaringan internet masyarakat dapat langsung
berselancar di dunia maya yang tanpa batas tersebut. Lebih lanjut Firman, dkk
menjelaskan bahwa sekarang ini hampir semua tempat ataupun lembaga sudah
menyediakan layanan internet, baik itu yang menyediakan media (komputer,
laptop dll) beserta jaringannya atau hanya menyediakan jaringannya (hotspot
area, Local Access Nehvork) saja, seperti: mall, perbankan, rumah sakit, lembaga

pendidikan, kantor, taman kota, cafe, hotel. termasuk perpustakaan.
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Terkait dengan hal demikian, salah seorang narasumber penelitian ini
mengungkapkan bahwa jaringan online ini perlu diperhatikan dengan serius oleh
pemerintah Kota Bima. sebagaimana dalam petikan hasil wawancara berikut:

‘e

..in1 harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Bima. Artinya, bisa saja
pemerintah membuat inisiatif untuk mendorong usaha-usaha kecil di
kalangan mahasiswa. Dengan demikian, mereka tidak hanya berorientasi
pada kegiatan-kegiatan yang sangat terbatas tapi juga harus ada motivasi
untuk bagaimana industri usaha di dunia online yang semacam ini begitu
mendunia. Pemerintah Kota Bisa saja memberikan dukungan termasuk
suntikan-suntikan dana”.

2) Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi

Pemanfaatan fasilitas di LPSE oleh para penyelenggara tugas di masing-
masing Unit Kerja (ULP) Lingkungan Pemerintah Kota Bima udak jarang
mengalami kendala. Situasi yang sering tidak terhindari adalah antara lain
keterlambatan /loading proses e-tender dalam kegiatan LPSE. Sebagaimana
dikatakan narasumber, 1Z dalam kutipan hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan jaringan, pernah terjadi adanya gangguan. Ini terjadi
keterlambatan karena mungkin kelalaian kami untuk membayar kewajiban
berlangganan™.

Sebagaimana diketahui bahwa infrastruktur telekomunikasi sangat
menentukan kelancaran penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik. Infrastruktur telekomunikasi ini tidak terbatas pada ketersediaan
oleh Pemerintah Kota Bima saja, termasuk juga dukungan stabilitas pasokan
listrik dari PLN atau dari pihak lainnya. Disamping 1tu, tidak kalah pentingnya
ialah ketersediaan akses data yang umumnya dilayani oleh para provider jasa

telekomunikasi. Hal demikian, juga sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan Mulyono, dkk (2013) yang menemukan bahwa: “masih terdapat
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beberapa kendala dalam impleméntasi e-procurement antara lain adalah masih
ditemukan petugas penyedia jasa dan pengguna jasa yang kurang memahami
sistem e-procurement di LPSE, sistem layanan LPSE yang menggunakan internet
masih sering mengalami ganguan, karena belum didukung dengan infrastruktur

~yang memadai seperti tenaga listrik dari PLN, seringnya pemadaman listrik sangat
menggangu layanan LPSE”.

Menyangkut besaran jaringan telekomunikasi yang mendukung pelaksanaan
tugas LPSE di Kota Bima, salah seorang informan mengatakan bahwa di bagian
Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bima menggunakan jaringan ASKINet, yang
mencapai kapasitas 1.000 mega bps (bit per second). Menurutnya, kapasitas in
sudah cukup besar. Sedangkan untuk biaya langganan yang dibayarkan kepada
provider per bulannya mencapai Rp. 9 juta. Sehubungan dengan kemungkinan
hambatan di sektor infrastruktur, khususnya terkait dengan gangguan oleh
kelangkaan pasokan listrik, narasumber HA mengatakan:

“Kalau jaringan, nggak terlalu sering gangguan. Cuma yang paling
sering gangguan di listriknya. Jadi, PLN-nya yang sering mati. Kalau
sudah mati, biasanya ada gangguan di sistem itu, agak sulit. Pasti ada
kendala, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan disini. Kalaupun misalnya
tidak bisa kita selesaikan, itu bisa kita leporkan ke LKPP sebagai lending
sectornya. Kita langsung berhubungan ke LKPP-nya™.

Narasumber juga menyampaikan lebih lanjut, jika ditemukan hal-hal yang
mengganggu dan memerlukan solusi terpusat, maka dibuatkan laporan ke
pengelola LPSE di Jakarta. Hal demikian ini dilakukan mengingat perubahan-

perubahan masih merupakan kewenangan LKPP yang disebut sebagar unit

Agregasi Nasional.
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Untuk diketahui bahwa tanpa kesiapan infrastruktur telekomunikasi maka
sulit dibayangkan implementasi e-procurement. Tanpa dukungan infrastruktur
telekomunikasi yang memadai, mustahil pelayanan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik (e-procurement) dapat memenuhi harapan para stakcholder.
Untuk kesiapan jaringan telekomunikasi, peneliti melakukan wawancara dengan
partisipan penelitian dari pihak penyelenggara PT. Telkom, Bapak Usran dalam
petikan hasil wawancaranya menjelaskan:

“secara umum, PT Telekomunikasi Bima ini melayani seluruh akses
komunikasi yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu komunikasi suara,
data maupun gambar. Suara, yaitu telepon baik itu dengan fix telepon
maupun dengan seluler. Dengan data, yaitu internet. Dengan gambar, yaitu
UCTV vyang terkenal produk Telkom saat mi kan produk Indi-Home,
multiple-play, jadi terdiri dari voice, data, gambar. Dalam waktu
bersamaan itu bisa ditransmisikan oleh jaringan internet yang berkecepatan
tinggi yaitu basis Fiber-Optic. Itu yang sudah beroperasi di Kota Bima™.

Instansi di luar Kantor Pemerintah Kota Bima yang diperlukan
dukungannya antara lain adalah PT Telkom. Sehubungan dengan hal ini partisipan
Pak Usran mengatakan:

*...hampir 100 % pelanggan Bima ini menggunakan jaringan Fiber-
Optic. Sehingga ketiga macam produk itu bisa dinikmati oleh masyarakat.
Di samping itu juga, Telkom menyiapkan jaringan internet berkecepatan
tinggi di tempat-tempat tertentu, bekerjasama dengan Pemerintah Kota
Bima.

Lebih jauh terkait dengan jaringan fiber-optic, narasumber ini mengatakan
lebih lanjut:

~Jaringan serat optik (fiber-optic) memungkinkan transmisi data
dalam volume besar. Adapun lokasi di kota Bima yang sudah dilayani
jaringan serat optik ialah di kawasan Lawata, Amahami, Lapangan
Serasuba. Taman Ria, Paruganae. Lapangan Pahlawan Raba dan Terminal
Kumbe. Di lokasi tersebut masyarakat sudah dapat mengakses layanan
internet dengan menggunakan voucher/spincard seharga Rp. 5.000,- untuk
jaringan internet selama 12 jam™.
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Menyangkut kapasitas infrastruktur di lingkungan Kantor Pemerintah Kota
Bima. narasumber ini menjelaskan bahwa sekarang ini telah ditingkatkan dengan
kapasitas/kecepatan transfer data paling rendah 10 mbps, atau 10 mega bites
setiap detiknya. Memang keterbatasan kapasitas infrastruktur menimbulkan
sejumlah kendala kepada penyedia maupun pemerintah kota. Namun, keterbatasan
infrastruktur ini merupakan masalah multi sektor. Untuk mengembangkan atau
mengadakan fasilitas atau infrastruktur yang memadai, diperlukan berbagai upaya
dan melibatkan lebih banyak pihak. Kemudahan yang dituju adalah internet.
Namun kelancaran akses internet —memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
Sebagaimana dikatakan oleh narasumber berikut:

“Layanan Internet itu sebenarmnya hanya nama saja. Tapi yang
terakhir ini kita memberikan nama IndiHome. IndiHome itu Indonesia
Digital Home. Jadi semua sebenarnya basisnya internet. Kalau Specdy itu
kan dulu belum dilengkapi dengan TV sehingga sudah tamat dia, sekarang
sudah meningkat. Yang terakhir teknologi kita namanya IndiHome. Ada
juga layanan umum yang disediakan oleh Telkom. Kalau tadi Pemkou itu
di 10 lokasi itu gratis. Pemkotnya yang berbayar ke Telkom, masyarakat
yang menikmati gratis. Yang Rp. 5.000,- tadi itu layanan yang ada di
Telkom, ada di Yuan Café, kemarin kita sudah buka juga di Kecamatan
Wawo. [tu semua layanan-layanan internet yang disediakan oleh Telkom
untuk pelayanan umum. Yang disediakan oleh PT Telkom beragam™.

Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi mempengarubi penyediaan
lavanan pengadaan secara elektronik. Tanpa dukungan infrastruktur, khususnya
listrik PLN dan kemudahan transmisi data melalui internet, maka aplikasi
teknologi informasi dan komunikasi cenderung lebih lamban. Oleh karena itu,
untuk meningkatkan pelayanan publik, pihak Pemerintah Kota Bima telah

menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan PT. Telkom

Bima. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun kolaborasi. Pihak Pemerintah
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Kota Bima dengan PT. Telkom telah memulai kerjasama sejaka tahun 2016.
Sebagaimana diutarakan oleh salah satu informan berikut:
“Sejak tahun 2016. Sudah berjalan setahun. Tahun kedua tahun ini.
Mungkin pertengahan tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017. Jadi
nanti MoU kedua”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, dukungan
faktor kesiapan telekomunikasi dalam implementasi e-procurement menjadi hal
utama dan sejatinya melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, pihak pemerintah
Kota Bima perlu membangun kerjasama dengan semua pihak, terutama PT. PLN
dan PT. Telekomunikasi, karena pihak-pihak di luar pemerintah sendiri ikut
menentukan kelancaran proses e-procurement di Kota Bima. Untuk saat ini,
dukungan infrastruktur telekomunikasi dalam implementasi e-procurement telah
cukup memadai. Meski demikian, pihak pemerintah Kota Bima perlu secara terus
menerus meningkatkan hubungan kerjasama dan memastikan akses informasi
publik berjalan dengan lancar, terutama dalam rangka mendukung implementasi
C—procurement.

3). Kesiapan Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan e-procurement membutuhkan tenaga kerja atau
SDM yang memiliki kapasitas yang memadai, khususnya untuk mengerjakan
pekerjaan terkait dengan TIK. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kemampuan
SDM yang layak mengelola LPSE diperlukan pengembangan SDM secara berkala
sesuai dengan kebutuhan, salah satunya melalui kegiatan pelatihan. Tidak dapat
dipungkiri bahwa pemerintah di daerah sering menghadapi keterbatasan SDM

yang memiliki keterampilan, terutama pemerintah Kota di luar pulau Jawa,
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termasuk dalam hal ini Kota Bima. Terkait dengan langkah pengembangan SDM.
narasumber [Z mengatakan:

“Terkait dengan pengelolaan LPSE kebetulan dalam waktu dekat
akan diselenggarakan management training untuk admin  yang
melaksanakan fungsi teknis di LPSE. Terkait dengan penambahan SDM,
mungkin tidak. Karena kami lebih mengutamakan untuk peningkatan
kapasitas dari masing-masing SDM yang sudah ada, memaksimalkan
SDM yang sudah ada”.

Kebutuhan tenaga terampil untuk melaksanakan e-procurement sangat
diperlukan oleh Pemerintah Kota Bima. Sedangkan menyangkut pembiayaan,
tidak mudah bagi Pemerintah Kota untuk mengusulkan kenaikan anggaran.
Meskipun begitu, Pemerintah Kota Bima mencari jalan keluar terkait dengan
masalah sumber daya manusia ini. Artinya, selalu ada langkah alternative untuk
mengatasi masalah SDM ini. Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber dari
pejabat Pemerintah Kota Bima dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Sejauh ini kalau untuk pelaksana dari SPSE sendiri, karena fasilitas
yang dipakai itu adalah SPSE, kalau LPSE itu kan lebih ke struktumnya,
maksudnya nomenklatur dari keberadaannya. Sedangkan SPSE sejauh ini
masih lancar karena kita kerjasama dengan pihak ketiga selaku penyedia
jaringan khusus untuk SPSE”.

Kesiapan SDM pada dasarnya dapat berarti kesiapan di internal Pemertintah
Kota Bima sendiri dan juga kesiapan SDM di kalangan mitra kerja Pemerintah
Kota. Mitra kerja pemerintah Kota Bima yang erat hubungannya dengan proses e-
procurement adalah kalangan rekanan atau kontraktor. Perusahaan-perusahaan
berskala besar pada umumnya mempekerjakan tenaga profesional yang mampu
menangani pekerjaan kompleks. Sehubungan hal demikian, Moch. Ali Mashuri

(2015) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa “Faktor sumber daya

manusia yakni faktor pengelola yang terdiri dari tim LPSE yang kapabilitasnya
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dan penguasaan atau pemahaman akan sistem yang ada oleh pihak terkait (peserta,
pokja/panitia, PPK. inspektorat, auditor BPK) sangat dibutuhkan kemampuannya
mengikuti atau mengakses tahapan yang ada. Ali mengungkapkan bahwa untuk
SDM LPSE sekarang ini masih sangat minim dalam memberikan pelayanan dan
operasional administrasi secara IT.

Terkait dengan tugas pokok lembaga, maka sangat diperlukan tenaga
terampil untuk menerapkan aplikasi LPSE dalam proses tender, agar tidak terjadi
kendala yang dapat menghambat berjalannya proses tender. Tetapi sejauh ini,
proses tender yang dilakukan oleh kontraktor berjalan lancar dan tidak
menemukan kendala yang berarti. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber [Z
dalam kutipan hasil wawancaranya berikut:

“Sejauh ini terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi
kontraktor masih belum ada yang cukup berarti, karena sebagian besar
kontraktor sudah terdaftar pada LPSE. Kontraktor yang sudah lama
berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa, sehingga tidak ada hal baru
bagi mereka terkait dengan penggunaan sistem. Terkait dengan kontraktor
atau penyedia yang baru, sejauh ini masih dalam tahap mereka untuk
mendaftarkan perusahaan yang mereka miliki™.

Terkait dengan ketersediaan SDM LPSE, apakah sudah sesuai atau perlu
ada penambahan atau perlu peningkatan kapasitas seperti melalui upaya
mengadakan Diklat, narasumber/partisipan mengatakan bahwa SDM LPSE
sebenarnya sangat kurang karena yang aktif sebetulnya hanya 2 dari jumlah yang
di SK itu sekitar 5 atau 7 orang. Narasumber ini pernah berkecimpung di ULP.
Oleh sebab itu, narasumber dapat melihat LPSE di Kota Bima ini mendapatkan

kendala terhadap bagaimana pengelolaan LPSE itu sendiri.

“Terkait dengan pengelolaan karena tidak bersifat teknis secara
khusus, lebih ke pengelolaan sistemnya, sehingga yang kita hadapai terkait
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dengan pengelolaan LPSE ini sendiri adalah bahwa kita menjamin
ketersediaan SPSE vang dimanfaatkan oleh panitia dan juga oleh
penyedia. Sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi oleh panitia
ataupun penyedia lebih pada fasilitas. Karena kelompok user yang
memanfaatkan sistem SPSE adalah panitia atau pejabat pengadaan ataupun
ULP yang melakukan proses pengadaan dan penyedia yang memiliki
kepentingan khusus terkait pengadaan barang/jasa.”

Kemudian selanjutnya, untuk kualitas SDM kontraktor/penyedia dalam
memahami aplikasi LPSE, narasumber ini mengungkap hal-hal berikut:

“Untuk pemahaman dari LPSE, masih banyak juga yang belum
paham. Tapi untuk yang belum paham itu sebenarnya yang ndak pernah
aktif. Kalau teman-teman yang aktif itu biasanya mereka sudah paham
semua, karena mereka kan user yang sering menggunakan LPSE. Jadi
sebenarnya kebanyakan mereka sudah memahami. Yang belum
memahami Cuma kontraktor yang pasif saja. Kontraktor yang tidak pernah
mengikuti lelang memang tidak bisa memahami, karena tidak pernah
melaksanakan ya”.

Pemahaman yang berkaitan dengan hubungan kerja antara unit tugas masih
ditandai dengan saling lempar tanggungjawab. Hal ini tentu bukan kesalahan
petugas atau pejabat terkait, namun dapat disebabkan oleh belum adanya acuan
kerja baku dalam pengelolaan LPSE. Hal ini terungkap dari hasil wawancara
dengan narasumber berikut:

“Cuma yang masih mereka belum paham itu antara LPSE dengan
ULP sama Pokjanya itu. Mereka kadang-kadang kesalahan ULP itu
mereka limpahkan ke LPSE. Padahal itu kewenangannya ULP. LPSE it
sebenarnya sistem saja. Jadi apa yang diperintahkan oleh Pokja ULP itlah
yang dijalankan oleh LPSE™.

Menyangkut SDM dan kapasitasnya, narasumber HA yang mengatakan
sebagai berikut:

“Kalau LPSE sekitar 7 orang. Kemudian untuk ULPnya yang Pokja
itu untuk tahun ini berjumlah 9 orang. Kemudian sekretariatnya ada

Kepalanya. ada sckretarisnya, Kasubagnya 2 sama anggotanya 3, jadi
sekitar 87
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Mencermati masalah SDM dalam pengembangan c¢-procurement pada
umumnya dan e-government. ketersediaan SDM pada hakikatnya adalah pada
SDM mendukung aktifitas klerikal. Padahal, penerapan c¢-procurement sebagai
bagian dari e-government memerlukan tenaga kerja yang mumpuni di bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari situasi ini dapat dilihat bahwa beban
penyelenggaraan e-government masih menghadapi keterbatasan dari  segi
penyediaan tenaga kerja yang mampu menangani teknologi digital. Menurut
Harjito (2015) pada dasarnya kedua hal tersebut (sumber daya dan teknologi) ini
merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Menurut Harjito, sumber daya yang
bagus, tanpa diikuti dengan teknologi yang canggih sesuai kebutuhan juga tidak
akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, teknologi yang super canggih tetapi tanpa
diikuti dengan sumber daya yang mumpuni, mampu mengelola dan menjalankan

teknologi tersebut juga tidakakan maksimal dalam pencapaian tujuannya.

C. Rangkuman
Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian di atas, maka
dapat dirangkum beberapa hal penting sebagai berikut:

1) Pemerintah mencanangkan e-procurement sebagai salah satu praktik dari
pemerintahan  elektronik  (¢-goverment),  dimana  penyelenggaraan
e-procurement oleh Pemerintah Kota Bima sendiri mengalami kemajuan
dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Mesti demikian, dalam
implementasi kebijakan e-prucerement mengalami dinamika dan tantangan

yang cukup besar dengan jumlah penduduk Kota Bima sekitar 150.000 jiwa.
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2) Impementasi kebijakan e-procurement atau yang dikenal luas sebagai Layanan
Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) merupakan langkah penting
dalam rangka mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
Tujuan dari langkah e-procurement ialah bagian dari implementasi kebijakan
pemerintah untuk mencanangkan e-government atau pemerintahan elektronik
sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik dan sebagai salah satu wujud
nyata tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah
vang bersih (c¢lean governance).

3) Kebyakan pemerintahan elektronik telah dijalankan melalui serangkaian
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden, serta Peraturan
Daerah dan Peraturan Walikota. Di tingkat Pemerintahan Kota Bima,
kebijakan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima adalah
Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Kota Bima. Peraturan Walikota tersebut menjadi
dasar hukum implementasi kebijakan e-procurement di  lingkungan
pemerintahan Kota Bima.

4) Dari sisi penyelenggara, masih terbuka kemungkinan adanya keterbatasan
faktor pendukung, seperti: (a) ketersediaan jaringan internet; (b) infratruktur
TIK; dan (3) kecukupan SDM terampil. Terkait kriteria pencapaian tujuan
e-procurement, yakni: transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan persaingan
yang sehat, maka masih terjadi berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi

oleh pemerintah Kota Bima.
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5) Adapun hal-hal yang menghambat kelancaran dalam implementasi kebijakan
e-prucerement di lingkungan pemerintah Kota Bima. antara lain: kesenjangan
pemahaman atau respons dari para stakeholder terhadap e-procurement/LLPSE,
dimana respon tersebut berkaitan langsung dengan tugas penyelenggaraan
e-procurement. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, seperti masalah
mental dan terbatasnya pengetahuan terkait transaksi secara online dikalangan
vendor maupun di unit-unit perusahaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan
peserta tender belum sepenuhnya menguasai teknologi e-procurement dengan
baik. Masih terdapat pandangan bahwa e-procurement belum cocok untuk
diterapkan di Kota Bima, dengan keterbatasan kapasitas usaha, sangat
mungkin bahwa pelayanan model lama masih dianggap memadai.

6) Pelaksanaan e-procurement atau LPSE oleh Pemerintah Kota Bima ditandai
dengan semakin gencarnya pelayanan barang dan jasa atau proses tender

secara elektronik (e-tender).
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KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian terhadap dua fokus penelitian
dan pemabahasan yang telah dikemukakan pada bab IV, maka dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi e-procurement atau lebih dikenal sebagai Layanan Pengadaan
Barang Secara Elektronik (LPSE) telah dilakukan dengan baik. Hal ini
ditandai dengan adanya kemajuan yang  cukup signifikan di bidang
pengadaaan barang dan jasa secara elektronik melalui tender online (¢-tender).
Penerapan kebijakan e-prucerement  dapat meningkatkan  transparansi,
akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar yang sehat bagi para penyedia.
Artinya penerapan e-procurement yang baru dilaksanakan beberapa tahun
terakhir dapat dioptimalkan secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Bima,
walaupun berbagai fasilitas pendukung relatif terbatas, tetapi tidak
menghambat pelaksanaan e-procurement.

2. Tiga faktor pendukung penerapan e-procuremen, yakni: ketersediaan layanan
online, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, dan ketersediaan sumber
daya manusia terampil, berpotensi mendukung kesuksesan penerapan
kebijakan e-prucerement di Pemerintah Kota Bima. Temuan lain dalam

penelitian ini ialah masih rendahnya pengetahuan para penyedia jasa perihal
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adanya e-procurement, ada kecenderungan bahwa akses bagi para penyedia
golongan rendah belum dapat memperoleh manfaat dari e-goverment ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat disampaikan saran sebagai
berikut:

1. Pemerintah Kota Bima perlu mengembangkan kebijakan e-prucerement atau
LPSE secara terus menerus di masa yang akan datang, dengan terus
melakukan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi
serta penguatan sumber daya manusia terampil sebagai daya dukung dalam
implementasi e-prucerement. Mengingat wilayah Kota Bima dengan fasilitas

infrastruktur telekomunikasi yang masih terbatas.

o

Untuk memacu implementasi kebijakan e-procurement yang lebih pesat dan
berdampak lebih luas, pemenntah kota Bima serta para pemangku amanah
lainnya, seperti: PT Telkom dan PLN perlu memberikan ketersediaan jaringan
Internet yang memadai serta dukungan listrik yang cukup bagi terlaksananya
program secara berdaya guna dan berhasil guna.

3. Hal lain yang perlu dilakukan untuk memperluas akses pasar kepada para
penyedia, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas sehingga lebih
banyak penyedia lokal yang ditkutsertakan dalam proses-proses tender, serta
semakin banyak sumber daya manusia yang dapat menguasai dengan baik

pengetahuan-pengetahuan terkait dengan e-procurement.
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Daftar Lampiran

1. Wawancara dengan H. Armansah
(Anggota DPRD Kota Bima Partai PKS).
Hari / Tanggal : 14 November 2017
Lokasi : Kantor DPRD Kota Bima

Mohon ijin
Assalamualaikurnwarrahmatullahi wabarakatuh.

Kepada Pak Haji Armansah kebetulan beliau ketua Komisi III mungkin,
wakil ketua Komisi III Unsur Pimpinan Komisi III, jadi mohon ijin Pak eee untuk
saya sedikit mohon bantuan Pak ke Bapak terkait mengenai Judul Tesis saya yaitu
Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada LPSE
Pemerintah Kota Bima gitu Pak, jadi ada beberapa Informasi yang mungkin saya
minta kepada Bapak sementara ini Pak terkait mengenai eee eletronik government
yang ada di Kota Bima ini Pak, jadiii mungkin ini sedikit terkait mengenai
gambaran tugas dari Bapak yang kaitan mungkin yang wadahi kaitan bidang
kominikasi mungkin Pak bidang komunikasi informatika di kota Bima ini Pak
(KOMINFO) yaa mungkin sedikit minta penjelasan terhadap uraian tugasnya gitu
Pak.

H. Armansah

..... Kalo komisi III ini kan bidang pembangunan, Salah satunya dan kalo
berkaitan dengan itu tadi LPSE tadi itu ranahnya Komisi I, ... Kita hanya berkaitan
bagaimana dengan pola pembangunan, ... Cuma kalo dikaitkan dengan LPSE ini
belum jelas pertanyaannya, Pertanyaannya apa Yaaa..?

Saya

Mohon ijin Pak, eee ini sedikit informasi tentang e-governmet gitu Pak
(pemerintahan yang berbasis elektronik) jadi pemeriniahan yang berbasis
elektronik itu bisa juga contohnya lewat LPSE, lewat nanti e-purchasing, ...
elektronik. Mungkin sedikit Informasi tentang mungkin Bapak tau tentang e-
government itu Pak (elektronik Government).

H. Armansah

Eee LPSE itu ya ... saya rasa semua Orang tau Pelelangan Barang dan
Jasa, bagaimana kebijakan pemerintah, reformasi yang berkaitan dengan kegiatan
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Eee LPSE itu ya ... saya rasa semua Orang tau Pelelangan Barang dan
Jasa, bagaimana kebijakan pemerintah, reformasi yang berkaitan dengan kegiatan
pemerintah dan sebagainya. Kalo ooo, kalo elektonik Government tadi, jadi
sedang dirancang. Jadi ada SKPD baru juga Dinas KOMINFO untuk menjawab.

Saya

Mhon ijin Pak, mungkin ada Informasi dari sini, ... Sudah ada rancangan
begitu Pak, terkait mengenai eee menindak lanjuti kebijakan pemerintah terkait
yang mengenai elektronik Government ... mungkin ada semacam regulasi yang
mau dibuat gitu Pak. Mungkin ada regulasi, mungkin mau disusun atau
menanggapi pemerintah yang berbasis elektronik itu Pak?

H. Armansah

Yaa Itu, belum sampai kesana, ini kan system kerja jadi masih dibangun
berbasis elektronik ini tapi kalo ga salah bagaimana regulasinya nanti itu belum
belum belum dibedahkan ... jadi system-system elektronik i kan tentu
pelayanannya, kemudian informasinya, kemudian regulasi kerja perangkat-
perangkat yang ada ini baik... yang ada dan sebagainya tenaga jadi ini nanti Kota
Bima ini nanti akan menjadi program kedepan akan menjadi kota smart City,
untuk menjawab keinginan itu eee kaitan smart City. Disini lagi di bangun System
yang di bangun,... kita juga di DPR lagi menunggu System yang dibangun.

Saya

Berarti untuk rencana regulasi kedepan ini masih dipersipakan. Jadi,
mohon ijin lagi ini Pak eee mungkin kembali lagi ke LPSE tadi Pak ya, jadi
mungkin Bapak sedikit memahami apa keuntungan mungkin yang dilakukan baik
lelang elektronik maupun lelang manual gitu Pak

H. Armansah

Kalo lelang manual, jadi penawaran dibuat diterangkat secara fisik pada
panitia. Tapi sekarangkan tidak, sekarang sudah di apanamanya yang namanya
LPSE kan sudah resmi..Lembaga lelang elektronik sudah berjalan 4 tahun 5
tahun, ya sekitar 5 tahun lah. Kalo berbicara ples minusnya yaa, rencana sistem
elektronik ini dia lebih eee. Sistem yang ini yang yang dia lebih terbuka jadi
semua orang bisa mengikuti tender ini . Orang-orang lokal ya pasti terbuka luas
dan bagaimana sistem pelaksanaannya elektronik ini dia eee dia diawasi oleh
lembaga yang sudah dibentuk di LKPP dan sebagainya. Ketika ini ada
penyimpangan-penyimpangan itu tidak bisa itu dilakukan negosiasi oleh pihak
tertentu system ini jadi ketika ada kesalahan, ada kekurangan ada kecurangan no 1
perlawanan itu ndak bisa diperbaiki lagi, apa komunikasi lagi dengan panitia atau
sebagainya jadi itu kegunaannya. Cuman disini juga ketika system elektronik ini
benar-benar dijalankan terbuka kemudian .. tidak ada masalah tetapi kalo system
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ini disalahgunakan yaa merugikan juga para kontraktor dan para kontraktor tidak
bisa melihat kekurangan- kekurangan, hanya panitia yang berkaitan dengan itu
yang tau kekurangannya jadi tidak terbuka, jadi kita dengar is1 penawaran yang
sudah disampaikan.

Saya

Siap Pak siap Pak, berarti sudah jelas sekali Pak. Kemudian Pak, mohon
Ijin Pak, mungkin ini terakhir Pak. Harapan kedepan mengenai penyelenggaraan
e-goverment atau LPSE ini apanamanya Pemerintahan berbasis elektronik,
mungkin kedepannya mungkin seperti apa harapan Bapak, kebetulan smart city ke
depan akan dilakukan Oleh Kota Bima gitu. Jadi mungkin ada harapan-harapan
Bapak.

H. Armansah

Yaa kalo itu sudah berjaln di Kota Bima ini, masyarakat lebih memiliki
akses kegiatan-kegiatan pemerintahan program-program pemerintahan, kemudian
apa namanya eee sasaran bagaimana ke depannya setiap kegiatan yang dilakukan
oleh SKPD di lapangan maupu di luar kantor ada semua dan bisa dilihat secara
langsung oleh Walikota Bupati bisa melakuakan evaluasi didalam ruangan saja
tidak harus turun ke Lapangan. Ketika ada persoalan-persoalan yang muncul pada
satu tempat dia bisa langsung tau. Ketika ada Dinas-Dinas itu yang bermasalah dia
langsung tau, intinya sekarang jaman keterbukaan, ketika... benar-benar kita
wujudkan ya system-system elektronik ini jadi semua masyarakat bisa mengakses
ini .

Saya

la Pak, terimaksih banyak ini Pak jadi sudah jelas ada beberapa aaa arahan
Informasi dari Bapak, jadi eee sebagai bahan untuk penyususnan Tesis kami.
Terimakasih banyak Pak. Sukses selalu buat Bapak.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
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2. Wawancara dengan Iskandar Zulkarnain, S.STP.
(Sekretaris LPSE sekaligus Kepala Pelaksana Tugas L.PSE Kota Bima)
Hari / Tanggal : 4 Oktober 2017

Lokasi - Ruangan Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bima
Saya

“Sekarang saya mewawancarai Pak Iskandar Zulkarnain, SSTP. Beliau
adalah Sekretaris dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bima,
sekaligus merangkap pelaksana tugas, Kepala LPSE Kota Bima. Jadi ada
beberapa hal yang perlu saya minta data dari Pak Iskandar terkait tesis yang saya
laksanakan dengan judul ‘Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat’. Jadi saya minta
bagaimana gambaran terkait LPSE. Mungkin bapak bisa sedikit memberikan
gambaran apa itu LPSE.”

Pak Iskandar

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kepanjangan LPSE adalah
Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Keberadaannya sesuai dengan Perpres No.
54/2010 terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, dan juga diperbaharui dengan
keberadaan Perpres No. 4/2015 terkait dengan perubahan terhadap Perpres No.
54/2010. Kemudian terkait dengan pelayanan pelaksanaan dari LPSE sendiri
adalah menyediakan fasilitas terkait dengan pelaksaaan pengadaan barang/jasa
yaitu di Pemerintah Kota Bima.”

Saya
“Untuk besar anggaran LPSE tahun 2017 kira-kira berapa pagunya?”
Pak Iskandar

“Untuk pagu pelaksanaan kegiatan LPSE tahun 2017 sebesar Rp.
290.235.000,-.”

Saya

“Berarti cukup besar pelaksanaan LPSE untuk membangun teman-teman
di unit layanan barang/jasa. Jadi bagaimana gambaran mengenai jaringan yang
ada di LPSE? Apakah fiber atau bagaimana kekuatan jaringannya? Apa ndak
lelet? Apa bagus? Apa tidak ada terkendala?”

Pak Iskandar

“Sejauh imi kalau untuk pelaksanaan dari SPSE sendiri, karena fasilitas
yang dipakai itu adalah SPSE, kalau LPSE itu kan lebih ke strukturnya,
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maksudnya nomenklatur dari keberadaannya. Sedangkan SPSE sejauh ini masih

lancar karena kita ekerjasama dengan pihak ketiga selaku penyedia jaringan
khusus untuk SPSE.”

Saya

“Mungkin ada gambaran, kira-kira kapasitas jaringan untuk LPSE
berapa?”
Pak Iskandar

“Terkait dengan besaran ..., kebetulan saya masih baru disini, Jadi saya
belum terlalu paham dengan perangkat yang ada di LPSE.”

Saya
“Oke, siap. Mungkin bapak tahu bagaimana ketersediaan SDM pengelola
LPSE. Apakah ada peningkatan kapasitas SDM atau memang ada pembaharuan

SDM? Karena memang SDM pengelola LPSE sudah cukup bagus atau perlu ada
peningkatan, ada diklat atau penambahan personil? Atau bagaimana?”

Pak Iskandar

“Terkait dengan pengelolaan LPSE kebetulan dalam waktu dekat akan
diselenggarakan management training untuk admin yang melaksanakan fungsi
teknis di LPSE. Terkait dengan penambahan SDM, mungkin tidak. Karena kami
lebih mengutamakan untuk peningkatan kapasitas dari masing-masing SDM yang
sudah ada, memaksimalkan SDM yang sudah ada.”

Saya

“Berarti SDM yang sekarang ini sudah cukup mumpuni, memahami tugas
dan fungsi LPSE?”

Pak Iskandar
“Betul.”
Saya

“Kembali ke jaringan tadi. Selama penggunaan LPSE oleh teman-teman di
LPSE, tidak mengalami hambatan atau misalnya jaringan yang lelet atau
keterlambatan loading proses e-Tender dalam kegiatan LPSE? Minta penjelasan
Pak Iskandar.”

Pak Iskandar

“Terkait dengan jaringan, tidak pernah terjadi adanya gangguan. Kalaupun
terjadi keterlambatan karena mungkin kelalaian kami untuk membayar kewajiban
berlangganan.”
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Saya

“Mungkin sedikit dipahami oleh Pak Iskandar, terkait kontraktor.
Bagaimana tingkat pemahaman kontraktor atau pihak ketiga dalam menggunakan
aplikasi LPSE dalam proses lelang atau tender?”

Pak Iskandar

“Sejauh ini terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi
kontraktor masih belum ada yang cukup berarti, karena sebagian besar kontraktor
yang sudah terdaftar pada LPSE kita memang kontraktor yang sudah lama
berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa, sehingga tidak ada hal baru bagi
mereka terkait dengan penggunaan sistem. Terkait dengan kontraktor atau
penyedia yang baru, sejauh ini masih dalam tahap mereka untuk mendaftarkan
perusahaan yang mereka miliki.”

Saya

“Berarti yang baru yang masih perlu berkonsultasi lebih jauh terhadap
penggunaan sistem aplikasi SPSE. Minta penjelasan yang terkait mengenai
aplikasi 3.6, yang sekarang LPSE punya versi 4.0 ya. Apa perbedaannya dari sisi
peningkatan pengelolaan?”

Pak Iskandar

“Kebetulan LPSE Kota Bima belum bisa menggunakan sistem SPSE versi
4.0 karena masih ada kendala dalam pembenahan sistem tersebut. Sehingga
kadang kendala yang dihadapi itu dari Pokja URP yang menggunakan manfaat
SPSE im ketika mengajukan/memasukkan/mengupload dokumen ada item-item
yang tidak muncul. Kadang juga penyedia tidak bisa melihat atau mengupload.
Hal sebaliknya juga terjadi pada pihak penyedia. Jadi ada ketidaksinkronan antara
sistem yang muncul di penyedia dengan yang dilakukan oleh panitia berbeda.
Pernah beberapa kali kita mencoba untuk menggunakan sistem SPSE versi 4.0
tapi memang kendala itu belum terselesaikan, sehingga tidak digunakan versi

40>
Saya

“Padahal yang terupdate sekarang itu versi 4.0 ya.”
Pak Iskandar

“Ya, 1tu yang terbaru.”

“Dengan adanya yang terbaru minimal bisa memaksimalkan fungsi LPSE
itu sendiri.”
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“Ya, seharusnya kalau versi terbaru biasanya melengkapi kekurangan dan
versi sebelumnya. Tapi malah versi ini memang masih kurang dibanding versi
yang sebelumnya.”

“Ada kendala lain ya.”

“Ya, kendala lain.”

“Jadi lebih memaksimalkan versi 3.6 sekarang ini?”
“Ya, sementara masih karena tidak dihadapi kendala.”

“Kemudian, sejauh ini, mungkin bapak juga dulu pernah berkecimpung di
URP, jadi secara kasat mata atau tidak langsung pernah melihat apakah diLPSE
Kota Bima ini mendapatkan kendala terhadap bagaimaa pengelolaan LPSE itu
sendiri?”

“Terkait dengan pengelolaan karena tidak bersifat teknis secara khusus,
lebih ke pengelolaan sistemnya, sehingga yang kita hadapai terkait dengan
pengelolaan LPSE imi sendiri adalah bahwa kita menjamin ketersediaan SPSE
yang dimanfaatkan oleh panitia dan juga oleh penyedia. Sehingga jika ada
permasalahan yang dihadapi oleh panitia ataupun penyedia lebih pada fasilitas.
Karena kelompok user yang memanfaatkan sistem SPSE adalah panitia atau
pejabat pengadaan ataupun TPA yang melakukan proses pengadaan dan penyedia
yang memiliki kepentingan khusus terkait pengadaan barang/jasa.”

“Ada beberapa aspek mungkin sebagai perumusan penelitian, mau minta
data sedikit terkait transparansi pengadaan barang/jasa ini melalui aplikasi LPSE.
Bagaimana menurut bapak dibandingkan dengan sebelum adanya LPSE?
Transparansi pengelolaan barang/jasa, dengan adanya LPSE, mungkin ada
transparan atau memang ada hal-hal yang bisa diatur?”

“Terkait dengan perbandingan antara keberadaan SPSE dengan sebelum
adanya SPSE itu terasa jauh sekali perbedaannya. Dari segi transparansi, kta bisa
melihat bahwa pada saat lelang secara manual hanya pihak-pihak tertentu saja
yang mengetahui informasi terkait pelelangan. Karena memang akses penyedia
mungkin pada saat itu sangat terbatas untuk mengetahui yang dasar. Pengumuman
pelelangan itu kan hanya pada media-media tertentu dan juga papan pengumuman
yang ada di lembaga/instansi pemerintahan. Sedangkan melalui SPSE in,
dimanapun, kapanpun penyedia bisa melihat informasi. Bahkan masyarakat pun
bisa lihat sendiri terkait dengan proses pelelangan, tahapan-tahapan yang dihadapi
sampai dengan hasil akhir pelelangan. Jadi dari segi transparansi, dengan adanya
SPSE ini keterbukaan informasi kepada publik bisa kita jaga.”

“Selanjutnya, mengenai akuntabilitas. Bagaimana pelaksanaan LPSE ini
sesual dengan aturan yang ada dalam LKPP atau dalam Perpres No. 54/2010?
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Keterkaitan aturan dengan aplikasi. Bagaimana proses implementasi LPSE sesuai
dengan aturan yang ada?”

“Terkait dengan akuntabilitas pengadaan, pada prinsipnya dengan adanya
LPSE ini akuntabilitas itu benar-benar bisa dijaga. Sebagaimana yang
disampaikan tadi, transparansi dan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas
penyelenggaraan pengadaan pun berjalan beriringan. Maksudnya, selinear antara
transparansi dengan akuntabilitas. Karena memang fungsi kontrol dari masyarakat
maupun penyedia bisa dilakukan secara terbuka melalui sistem ini. Misalnya ada
kesenjangan antara kinerja pelaksanaan pengadaan dengan yang terjadi di
lapangan, penyedia yang berkepentingan langsung terkait dengan proses yang
sekiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan akuntabilitas ini
pun dari SPSE sendiri sebenarnyatidak berhubungan langsung dengan proses
pengadaan karena memang yang memanfaatkan fasilitas itu adalah panitia
ataupun Pokja URP. SPSE hanya menyediakan sarananya saja.”

“Lanjut ke pertanyaan berikut, keterkaitan efisiensi keuangan dan waktu
jika dibanding dengan pola-pola lama yang masih manual. Bagaimana prosentase
signifikan perbedaan antara misalnya waktunya dengan manual bisa sampai 1
bulan proses tender, mungkin dengan SPSE efisiensi waktu lebih singkat lagi?
Minta sedikit gambaran dan bapak terkait efisiensi pelaksanaan LPSE.”

“Terkait dengan proses pengadaan melalui LPSE, apabila kita bandingkan
dan efisienst waktu pelaksanaan, mungkin melalui LPSE kita bisa meminimalisir
waktu pelaksaaan lelang. Karena dengan lelang cepat kita masih bisa
dimungkinkan jika ada hal-hal yang diluar dugaan, proses pelaksanaan bisa
dilaksanakan sesegera mungkin, proses pelelangan pun bisa kita upayakan dengan
waktu pelaksanaan yang kita minimalisir tanpa melupakan kaidah vang sudah
diatur melalui Perpres No. 54/2010 maupun perbuahan-perubahannya.”

“Kira-kira sejauh ini, setelah adanya LPSE, berapa hari kalau lelang cepat?
Kalau lelang normal berapa hari?”

“Kalau waktu maksimal lelang cepat itu lebih kurang 14 — 21 han kena
setelah melalui tahapan-tahapan tadi dengan waktu minimum yang diperbolehkan
oleh aturan tanpa menimbulkan kerugian bagi penyedia, tidak mendiskreditkan
penyedia melalui penetapan waktu pelaksanaan yang cukup singkat. Dengan
proses seperti itu pun masih memberikan kesempatan pada penyedia untuk benar-
benar menyediakan dokumen penawaran dan sebagainya dengan batas waktu
minimum yang sudah ditentukan. Kalau dengan pelaksanaan lelang manual,
dengan tahapan-tahapan itu, waktu pelaksanaan mungkin minimal 3 — 5 han
bahkan 5 — 7 hari, dalam satu tahapn bisa berlangsung sekitar 6 minggu atau
mungkin bisa sampai 2 bulan.”
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“Selanjutnya saya minta informasi terkait akses pasar ketika ada
persaingan usaha yang dilalui oleh masing-masing penyedia lewat aplikasi LPSE
mni. Apakah ersaingan semakin sehat atau memang ada persaingan-persaingan
tertentu yang saling menekan atau bagaimana dibandingkan dengan persaingan
tender manual?”

“Kalau akses pasar melalui LPSE, seluruh lapisan masyarakat yang masih
terjangkau oleh jaringan informasi dan telekomunikasi bisa mengakses semua
informasi terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga akan lebih efisien dan
efektif bagi penyedia untuk bisa melihat informasi pengumuman pengadaan
terkait dengan prosesnya. Apabila mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan
pelelangan tersebut, mereka bisa langsung mendaftar tanpa dibatasi oleh waktu,
jarak atau lokasi melalui media. Sehingga akses pasar melalui LPSE ini sangat-
sangat dimudahkan.”

“Berarti persaingan atau akses pasar ini sehat ya?”

“Kalau itu bisa kita katakan relatif, karena memang pada prinsipnya secara
aturan sudah berusaha melaksanakan tahapan itu sesuai dengan aturan yang ada,
ketentuan yang sudah ditetapkan. Terkait dengan persaingan usaha, mungkin lebih
kepada persaingan dari masing-masing penyedia sendiri. Jadi kaitan dengan
keterlibatan LPSE maupun ... di dalam proses pelelangan itu relatif, karena
memang keterlibatan itu pun masih bisa diminimalisir. Maksudnya, sedapat
mungkin kita mengusahakan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan peraturan yang
berlaku.”

“Bapak bisa memberikan gambaran mengenai apakah LPSE ini sudah
dikenal oleh masyarakat setempat atau memang khusus untuk yang terlibat dalam
pengadaan barang/jasa dalam hal im LPK, pejabat pengadaan, URP, kontraktor
atau penyedia yang memanfaatkan fasilitas in17”

“Kalau sejauh ini informasi terkait dengan keberadaan LPSE, untuk
pemafaatnya masih oleh sekitar pihak yang tadi disebutkan, yang lebih bersifat
umum mungkin bagi instansi atau aparat pemerintah sendiri. Tapi kalau untuk
dikenal luas oleh masyarakat kami tidak bisa memastikan bahwa masyarakat
secara keseluruhan memahami keberadaan LPSE. Tapi setahu kami bahwa pihak
yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Terkait
dengan penyebaran informasinya melalui media, kita bekerjasama untuk
menyampaikan informasi melalui media massa dan pemberitaan kegiatan
pengadaan. Dengan adanya sistem informasi rencana umum pengadaan kita tetap
bisa menginformasikan melalui teman-teman media.”

“Terkait amanat dar electronic procurement terhadap aplikasi pengadaan
secara elektronik ini. Apakah LPSE inmi sudah menggambarkan bahwa pemerintah
kita sudah mengawali dengan berbasis elektronik? Apakah ada dirembukkan
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kembali dengan adanya MoU dengan pemerintah Kota Bandung kemarin, adanya
... bahwa pemerintah Kota Bima akan sebagian besar membawa aplikasi yang ada
di perkantoran yang berbasis elektronik? Bagaimana bentuk hubungan antara
penerapan LPSE ini dengan e-Procurement Government?”

“Kalau e-Government kan pada dasarnya sudah merupakan dari
pelaksanaan pemerintah secara elektronik. Terkait dengan adanya penandatangan
MoU dengan pemerintah Kota Bandung pada saat itu sebenarnya lebih bersifat
luas, tidak hanya terkait dengan procurement ataupun aplikasi-aplikasi tertentu
yang ada di Kota Bima. Tapi setahu saya, kebetulan saya juga pernah melakukan
studi banding ke pemerintah Kota Bandung, disana memang yang disampaikan
pada saat itu adalah terkait dengan aplikasi administrasi pengelolaan keuangan
saerah, aplikasi ... yang di.. oleh pemerintah Kota Bandung yang namanya
aplikasi BIRMS. Kalau nggak salah kepanjangannya itu Bandung Integrated ...,
pokoknya disitu ada banyak aplikasi terkait pengelolaan keuangan, sistem
perencanaan daerah dan termasuk disitu juga sistem pengadaan barang/jasa yang
mulai dari ... pengelola, pengadaan langsung maupun pelelangan termasuk
realisasi anggaran.”

“Terakhir, bagaimana harapan bapak selaku pelaksana Kota Bima untuk
ke depannya LPSE ini?”

“Kebetuan tahun 2018 ini kita, baik LPSE maupun ULP, dituntut untuk
bisa ke LPSE mandiri maupun URP mandiri. Sehingga dengan tuntutan itu kita
harus bisa benar-benar meningkatkan standar kita dari segi SDM maupun segi
kewenangandiharapkan bisa menunjang untuk peningkatan status tersebut. Untuk
itu juga ke depan secara kekurangn akan kita upayakan semaksimal mungkin
untuk diminimalisir.”

“Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar untuk waktunya dan
kesempatannya memberikan data dan informasi kepada kami sebagai bahan untuk
penyelesaian tesis penelitian kami.”

“Ya, semoga Pak Imam bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik dan
sukses terus dan bisa mendapatkan gelar magister.”

“Amin.”
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3. Wawancara dengan Heru R.Heru Alfaragus, S. Sos.

(Admin LPSE sekaligus anggota Pokja Unit Layanana Pengadaan Barang/Jasa)
Hari / Tanggal : 5 Oktober 2017
Lokasi : Ruangan Kantor Bagian APP dan LPBJ Setda Kota Bima

“Hari ini tanggal 5 Oktober, saya mewawancarai Pak Heru R Heru
Alfaragus, S. Sos. Beliau adalah admin LPSE dan juga merangkap sebagai
anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Jadi ada beberapa hal yang
saya minta informasi terkait tesis yang saya lakukan. Mungkin langsung saja, Pak
Agus, saya minta gambaran bagaimana LPSE itu sendiri dan kapan mulai
berdirinya LPSE itu sendiri di Kota Bima?”

“LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh kementerian lembaga
lingkungan kerja perangkat daerah atau institusi lainny, dalam hal ini di Kota
Bima, untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara
elektronik serta memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan atau Pokja dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Kemudian, dalam LPSE
sendiri terdapat namanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang
dilaksanakan untuk melaksanakan lelang atau anggaran yang diatas 200 juta untuk
konstruksi dan anggaran diatas 50 juta untuk konsultan. Adapun data-data yang
bisa diperoleh di dalam LPSE bentuknya adalah data penyedia baru sampai
dengan saat ini ada 15 penyedia baru. Kemudian penyedia roaming, maksudnya
penyedia yang singgah/buka LPSE, itu 1.954 perusahaan. Kemudian ada juga
penyedia yang mendaftar tapi kami tolak karena ada sesuatu hal, misalnya
perusahaan tersebut sudah didaftar di tempat lain sehingga kita bisa tolak itu
Cuma 1 perusahaan. Kemudian untuk data yang mengadakan pelelangan di LPSE
itu, sampai dengan bulan Oktober ini, 92 paket lelang yang sudah dilaksanakan.
Kemudian yang belum dilaksanakan sesuai dengan SIRUP itu Cuma 2 paket
lelang; yang ada di PU 1 paket, yang di Dinas Perumahan 1 paket. Jadi untuk
persentase lelang kita sampai dengan sekarang 97,87% yang sudab kita lelang.”

“Berarti sudah sangat luar biasa progresnya.”

“Luar biasa sampai saat ini. Kemudian yang belum, ada kegiatan fisik
sampai dengan dengan sekarang itu baru 8 paket karena baru mulai
penandatanganan kontrak, sehingga belum ada lisensi fisik. Dani 92 paket itu,
Cuma 8 tadi yang belum ada progres fisiknya.”

“Itu berapa dinas yang 8 paket itu?”
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“Ada DPRD 1 paket, Lingkungan Hidup 2 paket, Dinas Perumahan dan
Pemukiman 1 paket dan Bagian Umum 1 paket.”

“Mau minta informasi terkait mengenai besaran jaringan LPSE ini,
memakai jaringan..”

“Menggunakan jaringan ASKINet, bisa 1.000mbps. Itu sudah lumayan
cukup besar. Untuk biaya per bulannya itu sekitar 9 juta.”

“Itu dianggarkan di..”
“Di Bagian Umum sebagai leading sector dari LPSE.”

“Selama ini apakah ada gangguan atau kendala dari sisi listrik atau sisi
jaringan atau sisi yang lain?”

“Kalau jaringan, nggak terlalu sering gangguan. Cuma yang paling sering
gangguan di listriknya. Jadi PLNnya yang sering mati. Kalau sudah mati, biasanya
ada gangguan di sistem itu, agak sulit. Pasti ada kendala, tapi alhamdulillah bisa
kita selesaikan disini. Kalaupun misalnya tidak bisa kita selesaikan, itu bisa kita
leporkan ke LKPP sebagai leading sectornya. Kita langsung berhubungan ke
LKPPnya.”

“Berarti perlu memberitahu Sekda atau Pak Wali atau langsung?”

“Nggak perlu. Langsung kita punya contact person LKPP untuk
mempersingkat, karena biasanya ada kendala terhadap SPSE itu bisa kita langsung
kesana. Jadi teman-teman LKPP itu sudah membagi tugasnya untuk masing-
masing regional. Kita regional NTB saat ini ditangani oleh Ibu Dewi sama Pak
Vito.”

“Jadi itu dan LKPP?”

“LKPP yang di Jakarta. Jadi untuk menangani masalah-masalah yang ada
di NTB itu beliau yang harus kita hubungi. Sudah ada contact person jadi
gampang. Biasanya perusahaan tidak bisa membuka di seluruh Indonesia, itu bisa
kita hubungi teman-teman disana. Karena itu masih kewenangan LKPP, ada
Agregasi Nasional namanya. Jadi kalau perusahaan itu sudah delegasi dia bisa
buka LPSE dimana saja. Mendatanya di satu tempat saja tapi bisa buka LPSE
mana saja.”

“Kemudian selanjutnya, terkait pemahaman kontraktor atau penyedia
terhadap aplikasi LPSE ini sejauh mana? Apakah sepenuhnya penyedia int sudah
paham mengenai pengoperasian aplikasi LPSE? Atau masih banyak khusus untuk
kontraktor lokal?”

“Untuk pemahaman dari LPSE, masih banyak juga yang belum paham.
Tapi untuk yang belum paham itu sebenarnya yang ndak pernah aktif. Kalau

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



44168

teman-teman yang aktif itu biasanya mereka sudah paham semua, karena mereka
kan user yang sering menggunakan LPSE. Jadi sebenarnya kebanyakan mereka
sudah memahami. Yang belum memahami Cuma kontraktor yang pasif saja.
Kontraktor yang tidak pernah mengikuti lelang memang tidak bisa memahami,
karena tidak pernah melaksanakan ya. Cuma yang masih mereka belum paham itu
antara LPSE dengan ULP sama Pokjanya itu. Mereka kadang-kadang kesalahan
ULP itu mereka limpahkan ke LPSE. Padahal itu kewenangannya ULP. LPSE itu
sebenarnya sistem saja. Jadi apa yang diperintahkan oleh Pokja ULP itulah yang
dijalankan oleh LPSE.”

“Karena LPSE punya sifat memfasilitasi ya.”

“Dan dia Cuma sistem saja. Yang diperintahkan oleh Pokja ULP itulah
yang akan dilaksanakan oleh LPSE. Tapi teman-teman kontraktor banyak tidak
memahami. Mereka kira LPSE lah yang punya kesalahan, yang bermain-main
terhadap tender. Seharusnya mereka protes ke ULP. Tapi kadang sebagai LPSE
juga sering diprotes ya saya arahkan ke ULP.”

“Kemudian terkait mengenai SDM LPSE, apakah sudah sesuai atau perlu
ada penambahan atau perlu peningkatan kapasitas misalnya Diklat?”

“SDM LPSE sebenarnya sangat kurang. Yang aktif Cuma 2 dari jumlah
yang di SK itu sekitar 5 atau 7.”

“Berarti perlu ada penyegaran kembali ya?”

”Ya dari Kepala LPSE maupun Kabag Umum. Saya sebenarnya kemarin
sudah minta sama Kabag Umum supaya personil harus aktif juga. Yang nggak
aktif sebenarnya LDSnya. Kalau verifikator nggak pernah aktif juga. Itu kita
handle berdua sama Bu Nisa saja.”

“Berarti Pak Agus sama Bu Nisa saja yang aktif sampai han ini?”

“Menangani masalah verifikasi data, menghandle misalnya ada keperluan
dari Pokja ULP, pembuatan admin atau pembuatan lelangnya kan harus kita minta
User ID-nya kan. Itu namanya Admin Agency. Tapi alhamdulillah masih bisa kita
handle berdua semua pekerjaan itu baik permasalahan di kontraktor maupun di
ULP. Untuk sementara belum ada kendala yang berarti.”

“Kemudian Pak Agus mungkin bisa memberikan gambaran antara aplikasi
LPSE ini pada penerapan e-Government di Kota Bima. Sudah mewakili tata
pemerintahan yang bersifat elektronik atau bagaimana?”

“Sebenarnya dengan adanya aplikasi LPSE ini, walaupun disana-sini
masih ada perkembangan, kayak sekarang kan ada LPSE 4, kemarin kita pakai
3.6. Cuma LPSE 4 masih banyak kendala yang dihadapi schingga kita masih
menggunakan LPSE 3.6. Sebenarnya kalau LPSE itu, semua untuk yang bersifat
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elektronik, itu pasti mengarah ke keterbukaan. Jadi ya tetap ada hubungannya
dengan e-Government. Semuanya transparansi, bisa ikut lelang seluruh, semua
bisa ikut lelang. Kemudian bisa juga dilihat kalau sudah selesai. Biasanya kita
ndak bisa, teman-teman LPSE juga tak bisa melihat, dari penyedia juga ndak bisa
melihat siapa saja yang ikut di penyediaan massal. Kita juga sampai ... juga kita
bisa lihat siapa saja yang mendaftar. Jadi kerahasiaan juga terjaga disitu.
Kemudian kerahasiaan juga untuk penawaran yang masuk betul-betul nggak bisa.
Kalau sistem manual kan biasanya ada kesalahan bisa kita perbaiki penawara
orang. Kalau disini sudah nggak bisa lagi kan karena sudah elektronik. Jadi apa
yang masuk tidak bisa kita lihat.”

“Sudah paten, permanen ya?”

“Ya Misalnya kalau sudah jamnya pembukaan penawaran, lewat satu detik
saja, tidak bisa kita masukkan lagi. Terlambat sedetik sudah tidak bisa masuk.”

“Berarti sangat bagus ya untuk persaingan antar penyedia.”
“Y a.”

“Kemudian, kaitan mengenai transparansi LPSE ini, bagaimana menurut
Pak Agus? Semakin transparan atau bagaimana dengan adanya LPSE ini pada saat
lelang?”

“Sebenarnya bukan masalah transparannya, tapi kerahasiaannya.
Kerahasiaan data-data yang disampaikan oleh penyedia. Jadi penyedia yang
masukkan itu siapa, kita nggak tahu siapa yang sudah atau belum masukkan lelang
sampai pada pemasukkan itu sendiri, sampai sebelum jam pemasukkan kita nggak
tahu. Itu sebenarnya yang lebih.. Kalau transparansi, semua bisa ikut lelang, tidak
ada pembatasannya disini.”

“Kemudian efisiensi dan persaingan antara penyedia. Bagaimana menurut
bapak dengan adanya aplikasi LPSE ini?”

“Sampai saat ini, efisiensi di kita dari Rp. 163 miliar HPS-nya, kemudian
Rp. 157.456.925.800,- itu nilai penawaran. Jadi penghematannya baru 3,97%,
baru hampir 4% penghematan anggaran yang ... lelang 2017.”

“Dari total anggaran berapa tadi?”

“Dari total anggaran Rp. 163.972.000.061.400,-. Penghematannya itu Rp.
6.515.135.600,-. Jadi 3,97%. Itu yang banyak penghematannya di PU.”

“Oh di lelang Dinas Pekerjaan Umum?”

“Ya. karena memang anggarannya paling besar disitu.”
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“Kemudian mengenai jumlah personil LPSE sama Pokja ULP itu berapa
kira-kira yang menghandle LPSE?”

“Kalau LPSE sekitar 7 orang. Kemudian untuk ULPnya yang Pokja itu
untuk tahun ini berjumlah 9 orang. Kemudian sekretariatnya ada Kepalanya, ada
sekretarisnya, Kasubagnya 2 sama anggotanya 3, jadi sekitar 8.”

“Berarti yang aktif di LPSE itu hanya 9 orang ya?”

“ULPnya. Kalau Pokja aktif semua. Kemudian tergantung surat tugasnya.
Misalnya ada lelang dari PU nanti keluar surat tugasnya.”

“Minta informasi kaitan mungkin ada data jumlah penyedia yang sudah
masuk di LPSE.”

“Penyedia yang terverifikasi di LPSE Kota Bima itu 1.351 penyedia. Data
yang belum kita verifikasi juga ada, data baru. Tapi Cuma sedikit saja dia, Cuma
15 penyedia saja. Ini yang belum diverifikasi karena masih belum membawa
...nya ke kita. Jadi persyaratan verifikasinya mereka harus bawa dulu ...nya.”

“Harapan Pak Agus berkaitan LPSE inike depannya seperti apa? Seperti
apa bentuk harapan Pak Agus untuk LPSE ke depan? Dan bagaimana bentuk
perlakuan Pak Walikota, seperti apa, supaya LPSE ini bisa kewenangannya lebih
bagus, bentuk pengelolaannya lebih bagus kira-kira seperti apa?”

“Kalau untuk kelancaran tugas LPSE sebenamnya harus menambah
personil. Kemudian, bila perlu, personil yang ada diberi pelatihan, bila perlu ke
LKPPnya sendiri. itu untuk menunjang kegiatan LPSEnya. Disamping itu juga,
tenaga yang paling kita butuhkan itu tenaga IT sebenarnya.”

“Oh kurang sekali tenaga IT ya?”

“Bukan kurang. Tidak ada tenaga ITnya. Karena kita yang tangani ini kan
bukan spesialisasi IT kan. Cuma istilahnya yang betul-betul memang sekolahnya
yang.. Kalau kita ini kan istilahnya ya belajar langsung disitu saja sudah. Jadi
tidak punya background IT. Jadi kalau saya lihat teman-teman yang lain di LPSE
lain itu mereka sudah punya tim khusus IT, makanya banyak yang maju. Kalau
kita orang yang betul-betul dari nol, ya Cuma istilahnya sok tahu saja sudah.”

“Kira-kira LPSE ini sudah dikenal jauh oieh masyarakat atau memang
masih terbatas antara dinas teknis tertentu saja sama penyedia saja yang lebih
memahami aplikasi LPSE ini di Kota Bima?”

“Kalau di Kota Bima jelas masyarakat jasa konstruksi sudah tahu semua.
Konsultan, pengadaan maupun konstruksi. Mereka paham semua. Teman-teman
yang di SKPD juga sudah pada tahu semua untuk lelang dan segala macam itu,
pasti mereka akan menggunakan LPSE. Mereka sudah paham semua. Karena
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mulai dari kita melaksanakan ini kan berdirinya dari 2012 LPSE, kalau ULP
berdiri 2013. Jadi duluan LPSE.”

“Ya mungkin 1tu saja, pak. Terima kasih banyak untuk data yang
disampaikan pada kami. Semoga bapak sukses selalu dan panjang umur. Amin.”

“Sama-sama.”
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4. Wawancara dengan Ade Lansyah, MLAP.

(Akademisi FISIP)
Hari / Tanggal : Selasa / 10 Oktober 2017
Lokasi : Ruangan Bagian APP dan LPJ Kota Bima

“Pagi ini saya akan mewawancarai Bapak Adilamsyah, M.AP. Beliau
adalah seorang akademisi di FISIP Sekolah Tinggi Iimu Sosial Ilmu Politik Bima.
Dan beliau beliau juga dalam hal pekerjaan pernah bekerja sebagai PPK dan Pokja
ULP. Jadi selaku akademisi, mungkin saya mengambil data kepada beliau. Jadi
mohon izin, Pak Ade, saya sedikit meminta tanggapan atau jawaban dari Pak Ade
terhadap bagaimana e-govemment yang ada di pemerintah Kota Bima untuk
penerapannya saat ini? Apakah sudah berkembang dengan baik atau memang
perlu dilakukan pengembangan untuk bagaimana pemerintah Kota Bima bisa
berjalan lebih baik lagi?”

“Secara umum, pelaksanaan e-government berkaitan dengan barang/jasa,
khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima itu sudah sangat luar biasa.
Sudah baik. Dan penyiapan-penyiapan seluruh persyaratan termasuk
kelengakapan-kelengakapan berkaitan dengan proses pelaksanaan di LPSE sendiri
sudah bagus. Dan sekarang pun penyiapan kode etik untuk Pokja ULP sudah ada,
peraturan walikota bahkan itu sebagai syarat menuju pemerintahan atau clean
government. Jadi bisa disalami kode-kode yang memang disiapkan aturan yang
akan dilaksanakan atau yang harus dipatuhi oleh anggota Pokja itu sendiri. Di sisi
yang lain, kita memang merasa kekurangan, terutama untuk ruangan ULP sendiri
Kita masih memanfaatkan ruangan DNAP. Bagian APP dan LPBJ. Tapi tidak
menghambat proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Bima. Ke depannya tadi satu poin, kita sudah menyiapkan kode etik. Dan yang
lain, kita lagi mencoba menyusun standar harga lokal untuk kita tayangkan di
dalam websittnya LPSE dan ULP. Standar harga lokal. Sehingga nanti
pembelanjaan ini khusus untuk barang-barang lokal kita tidak lagi langsung
membeli di pinggir gunung atau di dekat-dekat sawah. Itu standar harga lokal
untuk kita gunakan ke dalam pembelanjaan secara elektronik. Contoh yang lain
ada di luar seperti di Jogja, itu ada standar harga seperti e-catalognya. E-catalog
lokal istilahnya sekarang, tapi khusus barang-barang lokal. Kalau yang lain kan
sudah seperti perusahaan-perusahaan besar, Honda, Toyota apa segala untuk ini-
itunya sudah ditayangkan oleh LKPP sendiri. Skala besar. Termasuk mencoba
menyusun standar harga lokal, harga alat-alat elektronik termasuk komputer apa
segala, sehingga nanti ada kesamaan harga. Sehingga seluruh SKPD baik yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



44168

ada di Kota Bima maupun di ... bisa membuat langsung dengan standar harga
lokal.”

“Terkait mengenai regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima
terhadap peningkatan LPSE atau untuk e-government apakah sudah ada atau
bagaimana untuk payung hukum terhadap aturan main terhadap penerapan
termasuk LPSE atau yang berbasis elektronik lainnya?”

“Secara umum sudah ada semua, seluruh peraturan-peraturan. Acuan dan
patokan kita kembali ke Perpres 54 dan perubahannya, termasuk sekarang im
pemerintah melalui LKPP ingin menyusun Peraturan Presiden nomor berapa itu,
baru draft. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan
Barang/Jasa itu. Sementara di Kota Bima sendiri tetap mengacu pada hal itu.
Yang kedua, penentuan aturan sudah disiapkan termasuk tadi, kode etik untuk
ULP itu sudah kita siapkan.”

“Berlaku bagi penyedia atau bagi Pokja ULP?”

“Itu kode etik untuk Pokja. Artinya, apapun yang dilakukan oleh Pokja
tetap mengacu pada aturan dalam kode etik itu, termasuk sasarannya adalah
teman-teman kontraktor atau pihak ketiga yang akan lelang di dalam. Dan sisi
yang lain, ... juga sudah kami siapkan bagi teman-teman Pokja, pengelola ULP,
termasuk LPSE sendiri. Jadi mereka itu siap bekerja sampai kapanpun. Artinya
tetap mengacu dengan aturan yang sudah ada.”

“Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan lagi. Berkaitan
LPSE, unit pelayanan pengadaan secara elektronik maupun unit pelayanan
pengadaan barang/jasa, apakah sudah diketahui luas oleh masyarakat atau
memang untuk kalangan internal atau yang termasuk ranah pengadaan barang/jasa
entah itu kontraktor, LPK, pejabat pengadaan dan sebagainya?”

“Kalau LPSE dan ULP yang ada di pemerintah Kota Bima ini mengelola
ULP, itu seluruh lapisan masyarakat bukan hanya di Kota Bima, bukan hanya
kalangan teman-teman kontraktor. Masyarakat umum pun sudah tau bahwa
pemerintah Kota Bima ini memiliki website yang di dalamnya juga tertuang
website untuk ULP. Mereka bisa melihat disitu. Secara umum juga, kita
memasang baliho bahwa pemerintah Kota Bima ini proses pengadaan barang/jasa
itu sudah melalui sistem elektronik. Pengelolaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik.”

“Kemudian kaitan mengenai keberadaan jaringan internet yang ada di
Kota Bima. Apakah sudah berkembang sangat pesat? Terutama di kalangan
pelajar, banyak yang pakai hp android. Jadi menurut Pak Ade bagaimana
perkembangan jaringan internet yang ada di pemerintah Kota Bima?”
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“Kalau kita lihat bahwa pemerintah Kota Bima sudah luar biasa akan
menyiapkan fasilitas internet gratis di beberapa titik. Ada di taman-taman kota,
termasuk di area-area publik yang memang sering digunakan untuk mengakses
jaringan internet. Jadi kalaupun kita kaitkan dengan yang tadi, masyarakat perlu
internet itu. Mungkin teman-teman kontraktor atau kalangan pelajar atau ... bisa
mengakses disitu. Tidak menyulitkan. Bahkan di daerah-daerah rawan pun
pemerintah kota memasang.”

“Berarti sudah terjangkau semua.”

“Terjangkau luas. Di daerah publik yang memang ramai. Area publik pun
yang memang sulit dijangkau oleh jaringan ini, pemerintah kota memasangkan
wifi.”

“Mungkin minta contoh lokasi yang dipasang pemerintah Kota Bima.”

“Yang ada dipasang pemerintah Kota Bima di taman Raya, Lapangan
Raba, Pangansera Suba, alun-alun kota, termasuk di Pantai Hami, bahkan di
perbatasan Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Sudah terjangkau luas. Banyak
sudah. Jadi mahasiswa juga, pelajar juga, tidak perlu membuang uang, mereka
tinggal mengaksses hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran, mereka bisa
memanfaatkan.”

“Berarti luar biasa pemerintah Kota Bima mengalokasikan anggaran untuk
ketersediaan internet di Kota Bima.”

“Ya, luar biasa. Sudah tersebar luas. Kebetulan pejabat yang membuat ...
ini adalah saya.”

“Berarti Pak Ade sendiri yang terlibat dalam kaitan mengenai pengadaan
jaringan di Kota Bima ya. Kira-kira bagaimana harapan terakhir dari Pak Ade
terkait perkembangan e-government yang ada di Kota Bima ke depannya? Karena
kemarin ada informasi, ada penandatanganan MoU dengan pemerintah Kota
Bandung terkait smart city.”

“Secara umum apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima sudah
sangat luar biasa. Tetapi ke depan, seperti penandatanganan MoU jaringan
kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung, kita bisa mengambil contoh disana
bahwa sistem pengelolaan keuangan termasuk pembelanjaan, termasuk beebicara
kaitan dengan aset ini-itunya, smart city seperti yang digunakan Kota Bandung itu
mereka itu sangat luar biasa. Tidak ada lagi yang belepotan kayak surat ini, surat
itu. semuanya elektronik disana. Saya pernah 2 kali ke Kota Bandung
Pengalaman di Kota Bandung kami coba belajar. Jadi mereka menayangkan
bahwa setiap SKPD itu memiliki PPKS, tetapi proses pengadaan barang/jasa
kaitan dengan belanja ATK, perbaikan ini-itu, mereka tersentral di ULP. Mereka
memiliki anggaran tapi ULP yang melaksanakan dan proses il langsung
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diserahkan ke ULP. Sehingga setiap mereka belanja, kamu misalnya belanja dana
100 juta, belanja ATK bulan ini 10 juta, terserap disitu. Jadi setiap bulan itu ada
target. Dana yang terserap ke kegiatan pengadaan ATK adalah 10 juta. Itu contoh.
Nah harapan kita bisa kita lakukan seperti yang ada di Kota Bandung. Bahkan
mereka menawarkan aplikasi yang memang digratiskan oleh mereka, tinggal kita
tanda tangan MoU, mau nggak kita seperti itu. Ke depan saya sangat berharap apa
yang pernah dilakukan Kota Bandung itu mari kita coba adopsi. Salah satu
sasarannya adalah untuk mengurangi kecurigaan masyarakat, termasuk kita
sendiri juga. Kecurigaan terhadap korupsi, dan itu jelas. Lebih transparan. Dan
prosedur ini-itu termasuk pengelolaan, ULP, proses pengadaan barang/jasa di
dalamnya itu untuk kebijakan-kebijakan tentu kan memang kita harus memahami.
Tapi di sisi lain, independensi dari Pokja ULP itu yang harus ...”

“Terima kasih banyak, Pak Ade, diskusi singkatnya, wawancaranya terkait
data yang kami akan lakukan terkait penyusunan tesis kami. Jadi hari ini
pengambilan data dilaksanakan di ruangan bagian APP dan LPJ Kota Bima
tanggal 10 Oktober tahun 2017.”
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5.Wawancara dengan Bapak Nasarudin Ibrahim, S.Sos, M.H
(Pengamat Kebijakan Pemerintah Kota Bima)
Han / Tanggal : Selasa / 17 Oktober 2017

Lokasi : Kediaman Bapak Nasarudin di Kelurahan Rabadompu Barat

Kecamatan Raba Kota Bima

“Siang ini saya berada di kediaman Bapak Nasarudin Ibrahim, S.Sos,
M.H. Beliau sebagai bagian dari media atau LSM atau pengamat kebijakan
pemerintah yang ada di Kota Bima. Hari ini tanggal 17 Oktober 2017. Jadi, saya
ingin meminta sedikit informasi tentang penulisan yang lagi saya susun dengan
judul ‘Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Bima’.
Mungkin dari tinjauan sisi Bung Nas terkait mengenai istilah yang namanya
pemerintahan yang berbasis elektronik. Mungkin dari sisi Bung Nas sempat
pernah dengar kata-kata tersebut. Jadi semua dilakukan dengan secara elektronik,
tidak melalui manual dalam artian tangan-ke-tangan. Jadi semuanya sudah
dilakukan via elektronik, melalui internet dan lain sebagainya. Mungkin sedikit
gambaran dari Bung Nas sendiri mengenai electronic government atau
pemerintahan yang berbasis elektronik.”

“Ya, terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Imam Adisusanto, S.Stt
yang sudah hadir di kediaman kami di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan
Raba Kota Bima. Kaitan dengan hal itu memang sudah ada kebijakan pemerintah
bahwa dalam proses pelayanan itu sendiri semua menggunakan elektronik. Salah
satunya adalah kalau dulu misalnya, dari masalah gaji, dibayar secara manual.
Kalau sekarang sudah melalui rekening ASN masing-masing. Ini adalah salah satu
upaya terobosan dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Kalau hal lain juga
mengenai  informasi-informasi seperti yang diterapkan di bagian humas.
Masyarakat bisa mendapatkan saluran informasi itu melalui wi-fi atas nama
Pemerintah Kota Bima. Istilahnya itu wi-fi gratis yang memang diluncurkan oleh
Pemerintah Kota. Cukup banyak hal yang diluncurkan saat ini. Tapi untuk ke
depan mungkin ini adalah secara bertahap. Tapi program ini cukup luar biasa
karena ini teknologi yang cukup berkembang dan cukup meningkat yang harus
dihadapi, dengan globalisasi perkembangan dunia ini, maka semua melalui online
juga. Tidak lagi secara manual, semua memakai kecanggihan teknologi. Saya rasa
karena ini perkembangan memang harus disesuaikan. Bagi daerah-daerah yang
ingin maju ya tentu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Itu
semua harus diterapkan oleh pemerintah tidak hanya pada internal tapi juga
eksternal. Tidak hanya menjadi konsumsi internal pemerintah/birokrasi saja tapi
juga eksternal pemerintah juga, artinya masyarakat secara umum/luas. Itu yang
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terpenting yang harus kita garisbawahi secara bersama. Penerapan kebijakan ini
mau tidak mau, sudah tidak suka kan harus diterima oleh semua pihak baik dari
dalam maupun dari luar.”

“Mungkin Bung Nas sendiri tahu bahwa penerapan yang ada di Kota Bima
ini dalam bentuk apa saja. Tadi sudah disebutkan salah satu contohnya lewat gaji
tidak lagi secara manual, sekarang via ATM. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang
Bung Nas sendiri melihat keadaan perkembangan jaman khusus untuk Kota Bima
ini. Bagaimana di sisi masyarakat melihat keadaan anak-anak muda? Bagaimana
perbedaan dari Bung Nas sendin? bagaimana menjamu internet melalui HP dan
sebagainya, termasuk mungkin ada kebijakan pemerintah Kota Bima yang terkait
memasangkan wi-fi gratis di beberapa titik tadi? Bagaimana respon masyarakat
terkait perkembangan jaringan internet yang ada di Kota Bima? Mungkin Bung
Nas sedikit memahami keadaan di Kota Bima.”

“Saya rasa penerimaannya cukup baik, cukup bagus. Khusus di kalangan
remaja, pemuda, mahasiswa, pelajar itu sangat positif sekali. Kehadiran wi-fi
gratis dari Pemerintah Kota cukup diapresiasi oleh semua kalangan, termasuk
pelajar dan mahasiswa bahkan umum. Hanya saja ada memang kekurangan-
kekurangannya, tentu kaitan dengan jaringan mungkin yang masih terbatas di
daerah ini. Tentu harus diperkuat juga jaringan-jaringan dari Telkomsel ini
sehingga tidak menghambat juga akses yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa
maupun umum. Kadangkala itu menjadi sebuah kendala juga. Ini kan harus
ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk membuat MoU mungkin, atau kerjasama
dengan pihak Telkomsel berkaitan dengan jaringan. Kaitan dengan masalah
jaringan ini sendiri kan sangat dikeluhkan sekali, bahkan bisa memakan 2 — 3 han.
Tidak berjam-jam tapi sudah masuk pergantian hari. Itu kendala yang dihadapi
oleh kalangan-kalangan pelajar, mahasiswa maupun umum. Tapi pada prinsipnya,
wi-fi gratis yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota ini diapresiasi cukup baik dan
bagus. Pemerintah Kota juga ke depan harus bagaimana bisa berpikir harus
ditingkatkan kegiatan atau kebijakan semacam ini. Harus juga memberikan
dampak yang baik bagi generasi muda, bagi pelajar, mahasiswa. Sekarang ini kan
ibaratkan demam internet. Ada Facebook disana, ada WA, ada Instagram dan lain
sebagainya. Hapir setiap hari kalangan pelajar, mahasiswa dan umum itu juga
mengakses dan bermain tentang kecanggihan semacam imi. Im kan tidak bisa
dihindari. Semua apapun dipasarkan melalui online, melalui internet. Semua
kegiatan itu lebih banyak aktifitasnya di online dan internet. Nah ini yang harus
dipikirkan oleh pemerintah. Hal-hal semacam ini juga harus bisa mendorong bagi
usaha-usaha kecil di kalangan mahasiswa juga. Mereka tidak hanya berorientasi
pada kegiatan-kegiatan yang sangat terbatas tapi juga harus ada motivasi untuk
bagaimana industri usaha di dunia online yang semacam ini begitu mendunia.
Juga harus didorong oleh pemerintah dalam memberikan suntikan-suntikan dana,
sehingga.. Bima ini kan lebih hanya identik untuk mengejar Pegawai Negen Sipil.
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Nah untuk menghindari ini harus diberikan pemahaman, juga memberikan
motivasi suntikan-suntikan dana terhadap usaha-usaha kecil atau usaha yang baru
dirintis oleh kalangan pemula. Itu yang saya lihat untuk pertimbangan buat daerah
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111.

“Ya. Selanjutnya terkait mengenai pernah ada tanda tangan MoU
Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Kota Bandung terkait Smart City. Jadi
informasinya dari Kominfo kemarin bahwa ada rencana Pemerintah Kota
Bandung akan memberikan 300 aplikasi yang ada di Kota Bandung ke Pemerintah
Kota Bima, Kota Bima baru menyanggupi 25 aplikasi. Jadi terkait mengenai ada
step-step dari Kota Bima mengarah ke kota yang berbasis elektronik atau yang
disebut dengan Smart City. Jadi semua kegiatan yang dilakukan itu berbasis
elektronik. Minta informasi dari Bung Nas, mungkin sudah ada regulasi atau
kebijakan pemerintah yang terkait mengenai adanya program kegiatan pemerintah
ini yang berbasis elektronik. Menurut sepengetahuan Bung Nas, mungkin ada
kebijakan pemerintah yang mengharapkan semua dinas/badan/bagian di internal
pemerintahan ini untuk lebih melakukan kegiatan secara elektronik.”

“Kaitan dengan Smart City, saya juga pernah mendengar tentang adanya
keinginan Pemerintah Kota kemarin pasca kehadiran Bapak Walikota Bandung,
Ridwan Kamil ke Bima. Itu benar adanya. Jadi ada yang ditawarkan dalam
pertemuan antara Walikota Bima, H. Muhammad Quraisy dengan Walikota
Bandung, Pak Ridwan Kamil beberapa bulan yang lalu. Saya rasa untuk Smart
City memang terjadi pro-kontra juga di ruang publik. Jadi tidak semua pihak
publik itu menerima karena apa iya gitu. Yang jelas, Kota Bandung dengan Kota
Bima kan berbeda. Kalau Kota Bandung itu lebih siap untuk menerima berbasis
elektronik. Kalau Kota Bima, kalau dengan waktu yang sesingkat mungkin, saya
rasa tidak. Tentu kalau secara bertahap, butuh waktu, artinya perlu sosialisasi,
perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau memang Pemerintah
Kota Bima sudah mampu menyiapkan 25 aplikast seperti disebutkan, ya saya rasa
memang hanya sekitar itu yang dia mampu. Itu kan sudah luar biasa sebenarnya
dengan ukuran kota kecil seperti ini. Kota Bima kan hanya kota kecil yang jumlah
penduduknya tidak sampai 150.000, Bang Imam. Itu yang perlu dipahami. Orang
yang mengakses, yang melakukan hal ini saya rasa ya.. Mungkin kalau birokrasi,
saya rasa terjadi juga tidak semua mampu mengoperasikan. Ini kan dibutuhkan
waktu juga. Saya rasa kalau untuk waktu ke depan bisa, 2 atau 3 tahun ke depan
saya rasa bisa. Karena dimulai perkenalan hari ini, saya rasa mampu kok Kota
Bima, tidak ada masalah semuanya. Akan tetapi, saya pernah tukar pikiran juga di
beberapa orang-orang birokrasi sendiri, saya rasa tidak semua menerima juga.
Karena menurut mercka Kota Bima belum siap. Kalau kaitan dengan dana juga,
APBD juga kan kita baru sekitar 800 milyar. Dan untuk berbasis elektronik ni
tentu juga tidak hanya dari sisi kesiapan administrasi saja, tapi harus ditunjang
oleh keuangan yang cukup memadai. Dengan APBD kita, dengan PAD yang
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masih terbatas/sangat kecil, apa mampu menerima seperti itu? Tapi kalau hanya
untuk sekadar yang terbatas saya rasa bisa. Tidak langsung seperti Kota Bandung
yang sudah maksimal, sudah optimal, dan mereka siap dengan itu. Kita im ya
banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dananya, SDM-nya, orang-orang yang
akan mengoperasikan ini. Paham nggak dia seperti ini? Nah ini harus dilakukan
sosialisasi, pemberian pemahaman. Saya rasa kalau ke depan bisa saja terjadi.
Tapi kalau hari ini mungkin belum. Belum siap terkait Smart City. Tapi apresiasi
dengan kehadiran Pak Ridwan Kamil dengan memberikan pengalaman mereka,
mungkin ada pandangan-pandangan Pak Ridwan sebagai Walikota Bandung
melihat bahwa Kota Bima ini sangat layak, saya rasa tidak ada masalah. Mungkin
ada yang dia lihat sisi-sisi positifnya juga. Akan tetapi ini harus diapresiasi secara
bersama, suka tidak suka, mau tidak mau. Karena ini kan berbasis elektronik,
semua harus digunakan secara elektronik. Kira-kira SDM kita, dia khusus secara
internal, sudah siap untuk menghadapai atau tidak? Karena yang saya tahu, terjadi
pro-kontra juga kaitan dengan hal ini, bahwa ada yang bilang Kota Bima untuk
tahun ini atau 2 tahun juga belum bisa. Jadi harus berproses. Kalau kaitan dengan
regulasi, saya rasa sejauh ini belum. Belum pernah saya dengar tentang regulasi
pasca kehadiran Pak Ridwan Kamil untuk melakukan kerjasama itu.”

“Berarti kalau kematangan dari pemerintah sendiri, dengan belum adanya
regulasi, belum begitu siap ya?”

“Ya. Mungkin banyak pertimbangan sehingga ini tidak menjadi prioritas
untuk diperbincangkan/dibahas. Tetapi saya rasa mungkin ancang-ancang untuk
planning ke depannya, saya rasa ini akan bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota.
Saya rasa Pemerintah Kota Bima sangat mampu. Tapi butuh waktu dan butuh
proses.”

“Terkait dengan media online. Semakin banyaknya masyarakat pengguna
internet, jadi media juga seakan-akan mengikuti tran jaman. Jadi sekarang sudah
menjamur yang namanya media online. Bagaimana menurut Bung Nas sisi positif
dan negatifnya media online? Lebih efektif, lebih bagus atau bagaimana
pandangan Bung Nas?”

“Kalau kaitan dengan media online ini kan tergantung pemakainya. Kalau
dia menggunakan secara positif, maka hasilnya positif. Tapi kalau dia
mengarahkan ke arah yang negatif, tentu hasilnya pun negatif. Tapi, untuk media
online, saya rasa perputaran informasi yang cepat. Semua bisa akses secara cepat.
Ini nilai positifnya sebenarnya. Misalnya disana terjadi kejadian, kita bisa tahu.
Misalnya dari ujung Kota Bima, di pelabuhan sana, kita yang tinggai di ujung
timur bisa mengetahui kejadian. Inilah nilai-nilai positifnya dari media online.
Sejauh ini untuk media online sangat positif, berita-berita yang dihadirkan juga
masih cukup bagus. Tapi harus tetap dalam sebuah pengawasan. Karena ada juga
kan yang nakal. Jangan sampai juga, karena di media online juga ini.. Kalau
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dibawa ke positif hasilnya positif. Kalau dibawa ke negatif, itu bisa menjadikan
sebuah perpecahan, kalau tidak dikontrol, dibatasi. Harus ada pengawasan yang
ekstra disini. Karena ada oknum-oknum yang nakal sejak ada media online ini.
Tapi kalau apresiasi yang diterima oleh publik saya rasa cukup positif, cukup
baik. Kalau dulu kan sebelum ada media online, orang hanya bisa membaca lewat
media massa, media televisi/elektronik. Dengan hadirnya online, aksesnya jauh
lebih cepat ketimbang media elektronik dan media cetak. Kalau kejadian hari ini
di media cetak pasti cetak dulu baru bisa dibaca. Begitupun media TV, harus
dikinm dulu beritanya. Beda dengan media online, hari ini kita bisa langsung
liput, kasih masuk, langsung bisa dilihat dan bisa dibaca oleh semua
orang/kalangan. Nah itulah media online, nilai keunggulannya ketimbang media
elektronik dan media cetak. Tapi sisi-sisi positifnya, nilai tambahnya, tetap masih
ada. Sesuai perkembangan kan. Perkembangan jaman hari ini kan online.”

“Mungkin Bung Nas tahu, berapa kira-kira media online vang ada di Kota
Bima ini?”

“Lebih kurang, kalau saya hitung, cukup banyak. Lebih kurang 10 media
online. Saya rasa perkembangannya cukup pesat. Ada Kahaba Online, Bima Kini
Online, Obor Online, ada juga media online regional maupun nasional, Media
Nusantara Online, Visioner. Itu antara lain ya, yang sering saya lihat dan baca.
Ada juga Metromini Online, itu sangat aktif sekali, saya lupa tadi. Yang jelas
lebih kurang 10, bahkan belasan mungkin sekarang. Tapi 10 yang saya lihat yang
sangat aktif sekali.”

“Kemudian, selanjutnya sebelum kita akhiri ini. Mungkin Bung Nas tahu
mengenai Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Eletronik yang ada di Sekretariat
Daerah, kebetulan yang melekat di bagian Umum, yang personilnya banyak dari
bagian APP. Jadi mungkin Bung Nas tahu apa itu LPSE ini?”

“Saya kurang membaca itu, karena sosialisasinya sendiri. Tapi saya pernah
mendengar saja tentang itu. Itu kan sudah berjalan lebih kurang setahun mungkin

ya.”

“Kalau melihat dari datanya itu ada dualisme informasi. Jadi pertama
berdirinya tahun 2010, yang kedua 2012. Tapi mungkin gaungnya ke khalayak
media, masyarakat memang belum begitu ada.”

“Kalau saya rasa tentang LPSE ada kantornya di ujung dari arah timur itu
masuk belok kanan kan. Hanya saja masih kurang gaung. Artinya mungkin
tingkat sosialisasi yang kurang. Padahal itu kan akses informasi Pemerintah Kota
sebenarnya, pelayanan-pelayanan semua juga terarah disitu. Nah, in1 kan
pelayanan publik saya rasa di tingkat kalangan ASN saja masih kurang memahami
itu, apalagi kalangan umum. Artinya tingkat perkenalan saja. Perkenalan itu harus
sering disebut sebenarnya, bahwa di Pemerintah Kota ini ada LPSE itu. Itu yang
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harus digaungkan di internal sebenarnya. Itu bagus sebenarnya. Program berbasis
elektronik itu ya memang harus lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. Saya
rasa jangan sampai juga SDM-nya yang berkurang. Di kalangan teman-teman
media juga paham tentang itu. Tapi apa kerjanya juga saya rasa di internal kurang
memahami. Ada aktifitas disana, tapi apa yang dilakukan juga tidak hanya pada
internal tapi juga eksternal kan banyak yang tidak tahu. Tapi pada prinsipnya,
Pemerintah Kota yang terpenting adalah berani memulai. Dan sudah memulai ini
saya rasa lambat laun juga orang akan pasti mengenal aktifitas yang ada disitu.”

“Ya, terakhir, mungkin harapan Bung Nas mengenai Pemerintah Kota
Bima berbasis elektronik atau e-government itu seperti apa ke depan dengan
adanya pembaharuan aplikasi dari manual menuju elektronik?”

“Ini adalah satu langkah maju bagi Pemerintah Kota, tinggal ditingkatkan
saja. Harapan terbesar publik tentu tidak jauh beda dengan saya mungkin, adalah
bagaimana pelayanan di tingkat e-government ya memang harus, kalau sudah
dimulai, saya rasa memang awalnya mungkin tidak biasa, tapi kalau lama-lama
juga jadi terbiasa. Dan harus ada keberanian sikap. Pemerintah Kota hari ini kan
sudah menunjukkan sikap. Tinggal bagaimana penyesuaian di kalangan birokrasi
itu sendiri. Semua itu memang harus dimulai, harus terus ditingkatkan ke
depannya, terus disosialisasikan bahwa Pemerintah Kota sudah tidak lagi
menggunakan manual tapi sudah lari ke elektronik. Harapannya mudah-mudahan
dengan menggunakan pelayanan berbasis elektronik ini, Pemerintah Kota dalam
melayani publik terus meningkat, bukan justru semakin mundur. Harus juga
menjadi bagian dari sebuah terobosan yang juga bisa menjadi contoh bagi daerah-
daerah lain. Kota Bima harus mampu menjadi contoh bagi daerah lain. Kalau i
mampu diterapkan dengan baik, saya rasa Pemerintah Kota pasti cukup baik dan
bagus ke depannya. Itu yang terpenting.”

“Terima kasih banyak untuk waktunya, Bung Nas. Sukses selalu.”
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6. Wawancara dengan Pak Usran

(Asisten Manajer Telkom Bima)
Hari / Tanggal : Senin / 6 November 2017

Lokasi - Telkom Kota Bima

“Mohon ijin kepada Bapak Usran. Beliau adalah Asisten Manajer Telkom
Bima. Jadi, pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Usran, beliau yang akan
memberikan penjelasan lebih dalam terkait mengenai jaringan yang ada di Kota
Bima. Jadi mohon ijin, mau sedikit minta informasi terkait mengenai gambaran
tugas PT Telkom yang ada di Bima ini, Pak.”

“Ya. Secara umum, PT Telekomunikasi Bima ini melayani seluruh akses
komunikasi yang diperlukan oleh masyarakat baik itu komunikasi suara, data
maupun gambar. Suara, yaitu telepon baik itu dengan fix telepon maupun dengan
seluler. Dengan data, yaitu internet. Dengan gambar, yaitu UCTV yang terkenal
produk Telkom saat ini kan produk IndiHome, multiple-play, jadi terdiri dan
voice, data, gambar. Dalam waktu bersamaan itu bisa ditransmisikan oleh jaringan
internet yang berkecepatan tinggi yaitu basis Fiber-Optic. Itu yang sudah
beroperasi di Kota Bima, hampir 100 % pelanggan Bima ini menggunakan
jaringan Fiber-Optic. Sehingga ketiga macam produk itu bisa dinikmati oleh
masyarakat. Di samping itu juga, Telkom menyiapkan jaringan internet
berkecepatan tinggi di tempat-tempat tertentu, bekerjasama dengan Pemerintah
Kota Bima.”

“Dimana saja titik-titik lokasinya, Pak?”

“Titik lokasinya mulai di Lawata, Amahami, Lapangan Serasuba, Taman
Ria, Aruganae, Lapangan Pahlawan Raba, Terminal Kumbe. Tadinya di Taman
Kodo, karena perbaikan jembatan.. Sama di Terminal Bima. Itu layanan internet
yang menggunakan voucher/spincard dengan voucher Rp. 5.000,- masyarakat bisa
menikmati jaringan internet selama 12 jam.”

“Kemudian, terkait dengan internet di Pemkot Bima, berapa kapasitas
kekuatannya?”

“Di Pemkot hampir semua tempat itu kecepatan paling minim 10mbps.”
“Itu 10mbps dalam waktu per bulan atau..?”

“10mpbs itu kecepatan tinggi, sudah unl/imited bisa menggunakannya.”
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“Jenis-jenis jaringan internet, mungkin ada seperti Speedy, Fiber.. Ada
berapa jenis jaringan yang dikelola di Telkom?”

“Internet 1tu sebenarnya hanya nama saja. Tapi yang terakhir ini kita
memberikan nama IndiHome. IndiHome itu Indonesia Digital Home. Jadi semua
sebenarnya basisnya internet. Kalau Speedy itu kan dulu belum dilengkapi dengan
TV sehingga sudah tamat dia, sekarang sudah meningkat. Yang terakhir teknologi
kita namanya /ndif{fome. Ada juga layanan umum yang disediakan oleh Telkom.
Kalau tadi Pemkot itu di 10 lokasi itu gratis. Pemkotnya yang berbayar ke
Telkom, masyarakat yang menikmati gratis. Yang Rp. 5.000,- tadi itu layanan
vang ada di Telkom, ada di Yuan Café, kemarin kita sudah buka juga di
Kecamatan Lawo. Itu semua layanan-layanan internet yang disediakan oleh
Telkom untuk pelayanan umum.”

“Sejauh ini apakah sudah ada Mol dengan Pemerintah Kota Bima terkait
internet 10 titik tadi, Pak?”

“Sudah. Sebelum dipasang itu sudah MoU dulu.”
“Kira-kira tahun berapa itu, Pak?”

“Sejak tahun 2016. Sudah berjalan setahun. Tahun kedua tahun ini.
Mungkin pertengahan tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017. Jadi nanti
MoU kedua.”

“Jadi selama im perjalanan internet di Kota Bima ini sudah baik? Belum
ada masukan-masukan dari masyarakat terkait mengenai pemasangan 10 titik
tadi?”

“Ada juga keluhannya, tapi lebih banyak yang puas. Pertama, dia gratis,
kalaupun dia lelet itu kan karena terlalu banyak yang akses secara bersamaan.
Sementara itu dibatasi 10mbps kan per titik. Itu isi MoU lah.”

“Terkait mengenai tower Telkom, kira-kira ada berapa banyak tower yang
ada di Kota Bima?”

“Kalau tower itu, induk kita kan hanya disini. Yang banyak itu tower
Telkomsel, anak perusahaan. Jadi persisnya, Telkomsel yang tahu. Kalau tower
induk disini 1 sama di Doronae.”

“Oh, Doronae itu masuk Kabupaten Bima apa Kota Bima?”
“Mungkin masth kabupaten.”
“Jadi belum tahu gambaran berapa jumlah tower yang ada di Bima?”

“Saya tidak tahu persis Telkomsel ya. Yang tower itu Telkomsel. Karena
kita kan sudah menggunakan Fiber-Optic itu kan dalam tanah, ada juga yang
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menggunakan kabel udara. Kabel yang digelar ... ini kabel Fiber-Optic. Kemarin

sering terjadi gangguan yang dikeluhkan masyarakat itu ya akibat perbaikan ...
jadi putus dimana-mana.”

“Oh itu berdampak juga?”

“Berdampak di pelanggan, di komunikasi kita secara intermet secara
keseluruhan.”

“Mungkin bapak tahu mengenai e-government atau pemerintahan yang
berbasis elektronik?”

“Ya. Itu memang program pemerintah bahwa semua pekerjaan pemerintah
itu supaya bisa mengakses sampai provinsi itu harus berbasis IT. Ya itu macam-
macam dia gunakan. Bisa menggunakan VPN-IP atau ASKI-Net. Tapi mungkin di
Pemkot ini lebih buat Kominfo, dia gunakan ASKI-Net. Akses keluarnya itu ke
pemerintahan pusat, dia sudah.. ASKI-Net itu ibaratkan jalan tol. Jadi disewa
secara khusus, jalan/networking yang dijamin oleh Telkom itu mulai dari startnya
ini di kecepatan 10mbps, sampai nyampainya itu 10mbps. Sementara internet
yang saya cerita tadi, internet yang umum, yang dia punya tulisan itu kan ‘sampai
dengan’. ‘Sampai dengan’ itu berarti bisa di bawah 100, mentok 100. tapi kalau
jaringan yang digunakan oleh e-government ini, yang berbasis VPN itu, start
sampai akhir itu harus ... Kalau tidak, ... oleh Telkom, akan direstitusi. Itu
jaminannya, garansinya. Jaddi kalau kontrak 1mbps, harus 1mbps mulai dan start
sampai finish. Itu bedanya e-government dengan yang public. Yang tadi kita
cerita tentang /ndiHome itu kan public. Kalau yang digunakan pemerintah itu
layanan pemerintah yang diakses ke server pusat, entah di Gubernur atau sewa
server di Telkom, itu digunakan untuk kepentingan komunikasi antar daerah atau
kabupaten. Mau mencari website Gubernur kan tinggal masuk ke user 1D-nya saja
sudah. Kira-kira seperti itu gambaran e-government.”

“Mungkin bapak tahu ada kendala apa terkait e-government yang bapak
lihat atau rasakan selama ini terhadap penerapan e-government?”

“Sejauh ini ndak ada masalah. Justru program e-government itu tadi yang
saya ceritakan ya. Misalkan dia ibarat sewa jalan, dia sewa jalan sendin, sehingga
tidak ada ... untuk kemudahan/kelancaran operasional pemerintah itu. Terpusat
dengan provinsi dan kabupaten menggunakan ‘jalan tol’ tadi. Sehingga justru itu
suatu kemudahan yang dipilih oleh pemerintah supaya tidak terganggu dengan
masyarakat. Jadi dia mendapat pelayanan khusus juga dari Telkom yaitu dari
pihak Telkom Solution namanya. Jadi dia itu memonitor setiap jam kehandalan
daripada operasional jalan/network 1tu”

“Berarti sangat lancar jalannya ya?”
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“Ya. Ya namanya dia sewa 1mps, harus dari ujung ke ujung itu nyampai.
Nggak boleh ada yang kurang. Kalau ada yang kurang jadi permasalahan.”

“Mungkin bapak tahu informasi berapa kisaran besaran pagu MoU seperti
ASKI-Net tadi yang perlakuan khusus dengan Telkom?”

“Kalau seperti VPN-IP, mungkin rajin digunakan oleh pemerintah itu,
kisaran biaya pasang sama pertamanya itu sekitar 8 juta untuk 1mbps. Jadi biaya
bulanannya nanti .... untuk 1mbps. Itu sudah cukup besar untuk pemerintahan
untuk mengakses ke servernya. “

“Kalau yang di Pemkot ini berapa kekuatannya, Pak, khusus untuk
pemakaian di Sekretariat Daerah Kota Bima?”

“Saya kurang tahu persis ya. Yang melaksanakan itu kan, MoU antara
Telkom Solution. Tapi paling rendah itu 1mbps. Karena mereka kaitkan juga
dengan budget, dengan kemampuan anggaran bulanan.”

“Mungkin bapak permah tahu Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau
LPSE?”

“Kalau perangkatnya kita tidak tahu. Yang dikontrak dengan Telkom itu
hanya jaringannya saja. Untuk perangkat itu sudah pasti LPSE itu sendiri.
Provider lain. Dia sangat tahu, orang info itu, computer maupun ... Tapi kalau
dari Telkom dia hanya sewa saluran saja, jaringan di VPN atau ASKI-Net tadi.”

“Terakhir, mungkin ada harapan terhadap perkembangan jaringan internet
di Kota Bima ini seperti apa?”

“Harapan kita sih, kalau mau masyarakatnya maju—karena Kota Bima
juga sudah merencanakan menjadi Kota Digital—ya semua pemerintahan itu
menggunakan fasilitas internet. Jadi pelaporan-pelaporannya itu supaya bisa full
electronic lah. Jadi tentu saja dari sumber dayanya harus disiapkan. Minimal ...
atau ... Desa itu harus bisa computer. Sehingga baru namanya, im kan
dicanangkan sebagai Smart City. Ya itu harus menggunakan basis elektronik,
basis teknologi. Telkom siap support infrastrukturnya, tapi dari pemerintah harus
menyiapkan sumber dayanya. Dan juga ditawarkan oleh Telkom untuk Smart
City, mau akses dari desa ke induknya/Pemkot, semua berbasis elektronik. Sudah
menjadi programnya, Cuma kapan bisa jalannya tentu dia harus menghitung
anggarannya lebih. Jadi paling tidak penyediaan sumber dayanya itu harus
minimal bisa computer. Sekarang sudah bukan jamannya lagi main kertas. Sudah
full elektronik. Itu baru kelihatan Smart City-nya. Smart kan pintar. Kalau orang
baru dikatakan pintar, karena sekarang era teknologi, dia menggunakan bassis
teknologi. Jadi kira-kira seperti itulah gambarannya.”
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“Ya, mungkin itu saja data yang kami minta. Terima kasih banyak pada
Pak Usran. Sukses selalu buat bapak. Mudah-mudahan pencerahan dan informasi
dari bapak bisa menyusun laporan kami sebagai laporan terbaik nantinya, Pak.”

C‘Oke- ”
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7. Wawancara dengan Suhardin ST, MT.

(Kontraktor)
Hari / Tanggal : 17 Oktober 2017

Lokasi - Pemerintah Kota Bima

“Sore ini saya akan mewawancarai Bapak Suhardin, ST, MT.
Kebetulan kescharian beliau aktif di dunia pengadaan barang dan jasa.
Beliau bisa dikatakan sebagai penyedia atau kontraktor. Jadi kepada Bang
Sasi, ada beberapa hal yang mungkin saya minta informasinya terkait
penyusunan tesis kami yang inshaallah mungkin tahun int kami coba
selesaikan. Adapun judul tesis yang saya bawa itu kaitan mengenai
Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik pada LPSE Pemerintah Kota Bima. Wawancara hari ini
dilaksanakan di Pemerintah Kota Bima, tanggal 17 Oktober 2017. Mohon
izin, Bang Sasi. Bang Sasi berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa
sebagai penyedia kira-kira sudah berapa lama?”

“Sudah 10 tahun kami menggunakan CV Keramat yang ada di
Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.”

“Jadi ini mungkin saya hanya menanyakan seputar tahun 2017.
Mungkin Bang Sasi tahu sudah berapa paket pekerjaan yang sudah
didapatkan selama tahun 2017 1n1?”

“Kami tidak hanya di kota saja, kabupaten juga kita masuk tapi
hanya sebagian, kebanyakan dari PL, yang pengadaan langsung di bawah
200 vya. tapi yang di atas 200 kebanyakan hanya pekerjaan broneolisasi
sama untuk sekarang lagi pekerjaan di penambangan Dermaga Sengiang
Wira.”

“Kira-kira itu kalau dijumlahkan sudah berapa paket lebih
kurangnya?”

“Lebih kurang, dengan pengadaan fisik dan nonfisik yang sckarang
sudah 20 paket.”

“Lumayan. Alhamdulillah sudah rejekinya bertambah banyak.
Bicara mengenai e-tender atau lelang elektronik melalw LPSE, apa Bang
Sasi sudah pernah gagal lelang apa bagaimana?”

“Namanya setiap lelang itu pasti ada yang gagal ada yang menang.
Tapi kami tetap mengutamakan prosedur sesuai dengan dokumen lelang.
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Tapi kebanyakan kami kalah disitu, bukan karena penawaran kami gagal,
tapi memang penawaran kami terlalu tinggi.”

“Lebih kepada penawaran mungkin ya, bersaing di tingkat
penawaran. Kalau dikategorikan untuk perusahaan Bang Sasi ini masuk di
perusahaan kecil atau perusahaan nonkecil ya?”

“Perusahaan di Agrega.. AK-2.”
“Maksudnya bagaimana?”’

“Agrega kan punya tingkatan dia. Mungkin dia masuk ke nonkecil.
Rata-rata penggunaannya di bawah 1 milyar dia.”

“Jadi skala nonkecil?”
“Ya, di AK-2 dia.”
“Mungkin tahu kalau yang di atas 1 milyar?”

“Di atas 1 milyar itu AK-1 dia, 0 — 5 milyar dia. Sudah masuk
kategor PT dia. 0 — 1 milyar itu dikategorikan di bawah, masih CV.”

“Kemudian Bang Sasi ini kebetulan sering berkecimpung di dunia
lelang, mungkin apa pendapat Bang Sasi terkait mengenai lelang
elektronik ini? Mungkin ada kemudahan-kemudahan atau apa?”

“Sebenarnya perbedaan dengan lelang yang dulu, lebih efektif
lelang sekarang. Karena secara terbuka, jadi semua peserta perusahaan CV
maupun PT seluruh Indonesia bisa mengakses secara langsung, tidak ada
pembatasan-pembatasan wilayah. Seluruh Indonesia itu bisa mengikuti
sesual dengan aturan dan kemampuan CV tersebut, ada dan tidak adanya
SBU-nya di bidang yang ada di setiap dokumen lelang itu. intinya, LPSE
ini mempermudahkan kami sebagai penyedia untuk secara saing dan
secara terbuka.”

“Berarti lebih transparan dan sportif bersaing ya?”
‘.CYa.T)

“Kemudian, apakah penyedia atau kontraktor ini rata-rata, khusus
di Kota Bima imi, sudah memahami lelang elektronik ini, sepengetahuan
Bang Sasi?”

“Ya intinya kami sebagai pengguna jasa, dalam arti yang
mempunyai CV, sekitar 70 atau 80 persen memahami. Kadang juga ada
yang tidak memahami karena keterbiasaan mereka hanya melihat paket itu
di bawah 200. Tapi kebanyakan mereka melihat secara online ini, mereka
sangat senang karena tahap pembelajaran juga mereka bahwa penggunaan
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sistem online ini lebih bagus daripada tidak online. Jadi kebanyakan
mereka, 70 sampai 80 persen sudah memahami proses LPSE secara online
Kota Bima in1.”

“Kemudian 1ni pendapat saja, Bang Sasi. Bagaimana menurut Bang
Sasi mengenai pengelolaan LPSE yang dikelola oleh bagian Umum dan

personilnya banyak yang dari bagian APP sebagai Pokja di Kota Bima
ini?”

“Pengelolaan sebenarnya di Kota Bima ini sangat bagus karena
memang penempatan orang-orang profesional, orang-orang yang
pemahamanna sudah tahu dengan proses LPSE ini. Karena mereka punya
sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP untuk anggota Pokja maupun
orang-orang yang berkecimpung dari dalam masalah panitia. Saya rasa di
Kota Bima ini sudah memahami semua. Dan mereka benar-benar bisa
diandalkan untuk jadi Pokja atau Panitia Tender di Kota Bima ini.”

“Selanjutnya, apakah teman-teman kontraktor atau penyedia ini
sudah pernah terlibat semua dalam lelang elektronik atau masih ada
sebagian yang tidak tahu tentang lelang elektronik? Mungkin kontraktor
baru atau lama tapi belum pernah menyentuh lelang elektronik melalui
LPSE.”

“Dari sepantauan kami, kebanyakan mereka ini dan teman-teman
kontraktor banyak yang tidak memahami, dalam artian belum mendaftar.
Sehingga mereka juga untuk masuk ke ranah untuk pendaftaran itu harus
konsultasi dengan bagian AP sama bagian Umum. Tapi sepengetahuan
kami juga, belum banyak juga yang tahu tentang proedur itu. Sebenarnya
mereka dari LPSE ada sosialisasi untuk ke depannya memanggil teman-
teman yang mencari nama-nama CV dan melihat mana yang belum masuk
tender secara online.”

“Berarti masih ada yang belum mengerti. Kemudian mungkin
Bang Sasi tahu mengenai ketika lelang elektronik di LPSE 1ni, bagaiamana
jaringan internetnya? Apakah sudah bagus, masih lelet apa ada kendala
lain pada saat proses lelang?”

“Sepengetahuan kami selama kami mengikuti tender di Kota Bima,
semua alat bantu disini, dalam artian ... maupun jaringan, alat LPSE-nya
bagus, tidak ... Walaupun ketika kami mulai daftar sampai pengumuman
sampai selesainya tender ini, jaringan untuk LPSE-nya tidak ada kendala
bagi kami. Sudah bagus.”

“Mungkin Bang Sasi tahu, apa yang namanya e-government atau
pemerintahan yang berbasis elektronik. Seperti ada yang kemarin
kerjasama dengan Pemkot Bandung terkait peluncuran Smart City itu. Jadi
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Pemerintah Kota ini berbasis elektronik/internet. Ada aplikasi, ada e-
budgeting, ada e-filling. Bagaimana menurut Bang Sasi? Apakah in1 harus
ditingkatkan apa bagaimana? Karena memang ini program kinerja
pemerintah.”

“Pernah kita dengar dengan kedatangan Walikota Bandung.
Dengan adanya launching yang berbasis informasi, Smart City itu,
sebenarnya sangat bagus untuk ide program itu. Jadi kami juga bisa
melihat perkembangan di luar Kota Bima ini, apapun program-program di
kota lain bisa menjadikan motivasi juga bagi Kota Bima. Kami juga tahu
perkembangan di luar Kota Bima ini dalam artian menggunakan akses

yang ada di Kota Bima ini, dengan program yang terbaru e-government
itn.”

“Terakhir nih, Bang Sasi. Terkait mengenai lelang elektronik di
Kota Bima ke depan seperti apa, apakah jaringannya ditingkatkan atau
memang kelembagaannya ditingkatkan, penganggarannya diperbesar atau
bagaimana?”

“Harapan kami pemilik CV sebenarnya tidak rumit. Yang penting
pada saat tender ada keterbukaan, dalam artian tidak ada intimidasi dari
orang lain. Yang penting sesuai dengan prosedur. Intinya, kami dari CV
bisa menerima kekalahan dan kemenangan, yang penting itu menang
dalam artian sesuai dengan prosedur, kalah kami terima dengan sesuai
prosedur. Tapi tetap kita memuji untuk LPSE Kota Bima ini sangat bagus
pekerjaannya. Dan mereka bertanggung jawab saat kami ada salah paham
atau komplain, mereka bisa menjelaskan secara detail dan bisa
memberikan pemahaman kepada kami yang kalah bahwa ini titik
kekalahannya bukan berarti tidak sesuai dengan prosedur. Cuma harpan
kami, tingkatkan keterbukaan dan beri penjelasan yang detail kepada kami
sebagai CV pada saat lelang. Yang ketiga, untuk ruang LPSE-nya,
bangunan. Mudah-mudahan ada kantor yang tersendiri supaya pada saat
kami datang untuk verifikasi tidak terlalu kecil ruangannya, karena itu
banyak teman-teman juga kontraktor yang menunggu. Biar lebih nyaman
buat kami dan anggota LPSE. Itu saja.”

“Ya, terima kasih banyak, Bang Sasis. Sukses selalu.”
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8. Wawancara dengan Bang Tengku.
(Kontraktor)
Hari / Tanggal : 22 Desember 2017
Lokast : Bank BNI Kota Bima

Assalamualaikumwarrahmatullahi wabarakatuh.
Mohon ijin kepada bang Tengku

Jadi aaa sore ini saya akan mewawancarai Bang Tengku kebetulan beliau
adalah kontraktor senior di wilayah kerja kota Bima, kabupaten bima dan provinsi
NTB. Jadi cukup pengalaman beliau dalam hal sebagai kontraktor sudah melalw
pengalaman yang sangat jauh, jadi mohon ijin Bang Tengku jadi terkai mengenai
penyusunan Tesis saya ada beberapa informasi yang ingin saya minta kepada
Bang Tengku terkait judul Tesis saya mengenai Analisis Implementasi Kebijakan
Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Bima
Provinsi NTB. Aaa mhon ijin Bang Tengku yaa udah berapa lama Bang Tengku
berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa.

Bang Tengku

Saya berkecimpung pertama kali mulai 2008, 2008 terus saya ipendenci
dalam artian saya punya CV sendiri atau perusahaan sendin mulai 2013.
Alhamdulillah aaa untuk eee dilingkungan kota, kabupaten provinsi sampai pusat
saya sudah pernah melaui semuanya dalam hal PL dan Tender.

Saya

Siap bang, mohon ijin Bang. Mungkin kira-kira lebih kurang mungkin
bang untuk tahun 2017 ini Bang Tengku sudah mendapatkan Paket, kira-kira
berapa Paket Bang?

Bang Tengku

Kalau 2017 ini Untuk yang tender posisi provinsi 1 (satu), Kemenkumham
1 (satu) terus di Kabupaten 1 dan untuk PL nya ada 2, kalo di LP atau di Rutan
Bima terus yang kehutanan itu atau Dinas LHK Provinsi, eee Dam penahan atau
bronjong karena dengan adanya banyaknya banjir di Bima kemarin dibuatlah
paket proyek DAM penahan banjir oleh Dinas LHK Provinsi NTB, yang satunya
lagi itu proses tender Dermaga di Woro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

Saya
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Oh. Siap-siap, berarti Alhamdulillah banyak paket yang ita dapatkan tahun
ni

Bang Tengku

Alhamdulillah, saat ini saya punya CV Sendiri, tidak saya pinjam CV
sendiri Alhamdulillah semuanya sesuai dengan mekanismenya Alhamdulillah
saya menang.

Saya
Alhamdulillah bang, eee nama CVnya Bang Tengku kir-kira namanya

Ncihi Wawo... Siap Bang, eee mohon ijin bang mungkin selama tahun 2017
mungkin ada gagal lelang terhadap Tender Bang Tengku

Bang Tengku
2017 untuk Gagal tender, eee Alhamdulillah tidak ada.
Saya

Syukur Alhamdulillah kalo gitu, eee kemudian selanjutnya Bang, terkait
mengenai perusahaan Bang Tengku ini masuk eee perusahaan kecil atau
perusahaan non kecil ataupun masuk.

Bang Tengku

Semuanya masuk kategiri disitukan untuk, eee yang eee kecuali PT ya.
Karena memang yang dibawahnya 2,5 Milyar semuanya bisa, Cuma di atas 2,5
Miliar memang harus non Kecil dia. Jadi saya tetap mengikuti tender walaupun
dari 200 samapai dengan 2,5 Milyar saya tetap masuk dengan ncuhi Wawo.

Saya

Siap-siap, terimakasih banyak Bang. Kemudian mohon Ijin Bang eee, Ita
sedikit tau apa itu Lelang Elektronik, jadi ya lelang secara elektronik itu

Bang Tengku

Lelang elektronik memang baru-baru ini agar berbeda dengan Lelang yang
biasa atau manual dulu. Lelang elektronik ini kan, intinya itu kita eee lapor dulu
ke LPSE untuk melakukan pengimputan Password, dimana aaa disitu kita
mendapatkan ID dan Passwordnya. Karena dengan itu kita bisa ikut pelelangan
secara elektronik.

Saya

Ooh lya, Siap Bang-Siap Bang. Kemudian eee menurut ece kacamata
Bang Tengku eee kontraktor di Kota Bima ini sudah memahami lelang elektronik
atau gimana Bang?
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Bang Tengku

Jujur saja belum, karena sebetulnya yang namanya benar-banar kontraktor
Itu adalah orang yang mempunyaai benar-benar berdiri. Ini kan 80% Kontraktor
di Bima rata-rata pinjambendera orang, jadi benar-benar mengikuti kalau
seandainya... PL, karena mereka ndak paham, ngga bisa dipunkin. Yang dapat
Teder-tender di Bima Itu khusus orang-orang Tim Sukses-timsukes. Saya berani
mengatakan demikian karena saya ini adalah Orang Kontraktor yang setiap ada
Tender saya pasti masuk dan saya mengikuti mana yang paham dan yang tidak
paham, dari akumulasi Cv-CV ratusan di Bima ini bisa dihitung jari berapa yang
masuk ikut Tender.

Saya

Bearti nuansa politis itu lebih banyak ya Bang,
Bang Tengku

Pasti-pasti..
Saya

Kemudian Bang, aaa mohon ijin terkait mengenai pengelolaan jaringan
LPSE ini sudah semakin baik apa gimana Bang?

Bang Tengku

Alhamdulillah kalo untuk tiap tahun tambah tahun baik Kota sama
Kabupaten semakin baik.

Saya

Siap-siap, kemudian mohon ijin Bang, terkait mengenai Elektronik
Government atau Pemerintah berbasis elektronik, mungkin Ita sedikit tau
mungkin??

Bang Tengku

Yaa, ini kan ini semacam e-Katalog eee itu sekarang kan istilah Tender
apa tadi eee elektronik ini kan aaa tidak seperti tahun atau dua tahun atau tiga
tahun yang kemarin karena semuanya itu kan pemerintah melakukan iti kan sesuai
dengan Kepres berapa itu atau permen berapa itu aaa itu memang sekarang karena
semuanya itu memang fungsi dari pemerintah pusat memang semuanya di
elektronik.

Saya
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Kemudian eee ini Bang, terkait mengenai ... Bima ini sudah semakin maju
atau standar saja atau bagaimana... jaringan internet di kota bima atau masih ada
yang betul-betul belum dapat sinyal bagaimana Bang?

Bang Tengku

Kalau dilihat dari kebagus atau kemajuan hampir 90% bagus karena
memang setiap sudut kota Bima sudah ada jaringannya, Cuma ada kelemahan
sedikit internet itu sering lelet kemungkinan karena memang yaa mungkin masih
ada yang masih dibenahi atau gimana dengan Telkomsel itu sering lelet,
permasalahan ketika kita memasuki penawaran itulah yang kita takutkan itu lelet,
berpengaruh sekali.

Saya

Jadi, misalnya kalaupun Lelet apa aja pengaruhnya itu Bang? Gagal lelang
atau [tu saja.

Bang Tengku

Kalau gagal lelang tidak, karena memang intinya itu kita terlambat,
misalnya kita bermain 2 hari atau 2 Jam sebelum tender terus waktunya itu sudah
habis karena jaringannya lelet otomatis kita yang rugi sendiri, ada yang masukin
duluan yang lebih cepat yang dianggap bisa menanglah sesuai mekanisme ketika
kita yang tadinya memasuki penawaran Cuma jaringan lelet kita sendin yang rugi

Saya
Jadi, jaringan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kontraktor.
Bang Tengku

Sangat-sangat dalam dunia Tender 99% itu jaringan itu menentukan kita
karena bukan manual seperti dulu.

Saya

Mungkin terakhir bang, terkait mengenai harapan Bang Tengku terkait
mengenai lelang elektronik kedepan ini seperti apabegitu Bang?

Bang Tengku

Kalau sebetulnya kalau mekanisme prosedurnya sudah sangat jelas sudah
sangat bagus cuman harapannya ketika ditengah-tengah jalan ketika tender itu
seyogyanya dilihat mana yang berkompeten mana yang sesuai mekanismenya
bagus itulah yang dimenagkan.

Saya
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Siap, Tenmkasihbanyak ini Bang. Alhamdulillah saya telah
mewawancaral Bang Tengku hari in1 haru yjumat, tanggal 22 Desember tahun 2017
bertempat di  Kantor BNI Cabang Bima, mohon ljin Tenmakasih.
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Bang Tengku
Waalaikumsalam warrahmatullahi Wabarakatuh.
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9. Wawancara dengan Pak Yadin
(Kontraktor)
Hari / Tanggal  : 13 Maret 2019

Lokasi - Kediaman Pak Yadin, Kelurahan Mande. Kecamatan

Mpunda Kota Bima

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamualaikumwarrahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini saya bertempat dikediaman Bapak Yadin, SE, MM. Yaa Beliau
Direktur dari CV. Bintang Sila jadi mungkin saya ingin mewawancarai beliau
kaitan tesis saya yang berjudul implementasi LPSE di Pemerintah Kota Bima, jadi
mohon maaf ini Bang Yadin saya sedikit eee mau minta Informasi mungkin Pak
Yadin tau bagaimana LPSE ini di Kota Bima gitu. Apakah sudah menjalankan
fungsinya sebagai LPSE dengan baik atau seperti apa yang Pak Yadin alami
selama ini di LPSE Kota Bima. Mohon Informasinya dari Pak Yadin

Pak Yadin

Terimakasih banyak, jadi Sejauh ini keterkaitan dengan kinerja LPSE yang
ada di Pemerintah Kota Bima selanjutnya berjalan lancar dan tidak pernah ada
kendala ketika saya eee tender karena memang personil-personil yang ada di
dalam ULP-LPSE Kota Bima semuanya orang-orang yang terpilih, terpercaya dan
InsyaAllah amanah dalam bekerja.

Saya
Siap-siap.
Pak Yadin

Hampir setiap eee proses pelelangan eee khususnya InsyaAllah tidak ada
kendala sama sekali, baik itu yang pernah saya ikuti maupun dari teman-teman
kontraktor lainnya yan pernah.

Saya

Siap-siap, terimakasih Pak Yadin. Jadi ece pengentau saja informasinya,
apakah LPSE ini juga sudah semua diketahui oleh masyarakat Bima atau hanya
untuk kontraktor saja gitu. Menurut Pak Yadin nya.

Pak Yadin
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Baik, itulah bagusnya pola pengelolaan LPSE yang ada di pemerintah
Kota Bima, jadi setiap masyarakat bukan saja masyarakat yang ada di lingkup
Kota Bima - Kabupaten Bima bahkan hampir diseluruh Indonesia mereka pasti tau
eee dan ketika mereka ingin mengikuti pasti mereka juga tau bukti pelelangan itu,
contohnya ada pekerjaan yang kemarin itu yang pemenang tendernya salah
satunya perwakilan dari Orang — orang yang berdomisilih di Mataram jadi kaitan
dengan eee apa namanya informasi yang luas hampir, bukan saja hampir seluruh
indonesia bisa mengikuti pelelangan yang ada di Kota Bima

Saya

Berarti banyak kemudahan itu, aksesnya lebih cepat, gampang dari sisi
efisiensi, efektifitas dan lebih efisien dibanding Pola-pola lama yaitu yang masih
manual,

Pak Yadin
Yaya
Saya

Siap, siap. Eee Mungkin bicara harapan saja Pak Yadin. Gimana harapan
eee untuk LPSE ke depan itu baik itu kepada pengelolanya SDMnya kemudian
dari sisi penguatan LPSE itu sendiri perlu ada inovasi-inovasi yang lebih baik apa
gimana agar mampu melayani pihak-pihak kontraktor agar bisa melakukan
pelelangan lebih baik lagi gitu. Jadi minta harapan saja kedepan pesan-pesan
LPSE im seperti apa, mungkin dikira tidak ada kendala bagi LPSE ini mungkin
ada perbaikanlah mungkin seperti itu Pak Yadin.

Pak Yadin

Berbicara SDM personil yang ada di LPSE Kota Bima itu adalah orang-
orang yang sangat-sangat berkualitas, jadi untuk SDM tidak ada yang perlu kita
ragukan, terus eee kaitan dengan kendala. Hampir tidak ada Kendala, Cuman ada
sedikit saran saja ya mungkin ke depar eee supaya persyaratan Tender itu eee apa
namanya untuk eee spesifikasi tenaga Teknis eee baik SKA maupun SKT ya
mungkin tinggal disesuaikan saja. Cuman itu saja, kalo bicara kendala hampir
tidak ada kendala.

Saya.

Ohh, Siap-siap. Terimaksih banyak Pak Yadin. Berarti aturan mengenai
SKT dan SKA bisa lebih disederhanakan lagi gitu yaa, jangan dipersulit gitu
Persyaratan apa gimana?

Pak Yadin
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Kalo dipersulit eee ndak juga sih tapi cuman mungkin sekiranya 200
sampai 500 mungkin sekiranya agak eece agak disederhanakan lagi sedikit. Itu
saja.

Saya

Siap-siap. Terimaksih banyak ini bang yadin atas Informasinya, jadii
sudah cukup mewakili apa yang menjadi Tesis kami. Terimakasih Bang Yadin.
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Yadin
Waalaikum Salam Warrahmatullahh Wabarakatuh.
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10. Wawancara dengan Mas Edi

(Warga Masyarakat Kelurahan Monggonao)
Hari / Tanggal : 6 Oktober 2017
Lokasi : Kantor DPMPTSP Pemerintah Kota Bima

“Pak Edi mungkin tahu mengenai electronic government atau
pemerintahan yang berbasis elektronik?”

“Ya sedikit banyak masalah itu kayak apa saya nggak tahu.”

“Kaitan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mungkin sedikit
tahu apa bagaimana?”

“Kalau masalah itu saya kurang paham benar. Mungkin secara, melalui
internet itu mungkin. Secara online mungkin itu. Jadi layanan publik itu secara
online, terconnect langsung sama Pemerintah Daerah langsung ke Pemerintah
Pusat mungkin bisa.”

“Mungkin Pak Edi tahu mengenai bagaimana internet yang ada di Kota
Bima. Jaringannya semakin membaik atau ada sedikit kembang kempis, dalam
artian tidak begitu berjalan maksimal yang ada di Kota Bima 1ni?”

“Kurang maksimal. Apalagi untuk daerah pedesaan itu kurang terjangkau.
Cuma daerah-daerah tertentu. Kayak di perkotaan saja masih kurang bagus untuk
sinyalnya.”

“Kira-kira jaringan apa yang paling bagus di Kota Bima imi, Pak?
Mungkin Telkomsel, XL, atau Axis atau bagaimana menurut yang Mas Edi tahu
dengan jaringan yang ada di Kota Bima?”

“Biasanya yang dipakai masyarakat simi Telkomsel.”
“Sebagian besar Telkomsel ya?”

“Ya, kebanyakan Telkomsel pakainya. Kayak IM3 itu kelihatannya jarang.
Karena kita lihat itu teman-teman kebanyakan pakainya Telomsel kartunya. Kita
bisa lihat kan dan situ Telkomsel.”

“Berarti sebagian besar di Kota Bima ini mengkonsumsi paket data
melalui Telkomsel?”

“Ya,”
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“Kemudian, harapan mas terhadap pemerintahan yang berbasis elektronik
ini, kira-kira menurut Mas Edi sendiri seperti apa ke depan supaya bisa Kota Bima
ini semuanya bisa menggunakan aplikasi berbasis elektronik apa bagaimana gitu,
Mas?”

“Lebih bagus. Pelaksanaannya lebih bagus, jadi memudahkan kita untuk
akses data. Itu saja. Lebih bagus kan kalau makin cepat untuk melakukan jasa-jasa
elektronik. Lebih bagus kan, pelayanannya semakin cepat, ya nggak ribet lah.
Tapi harus sosialisasi ke masyarakat ya. masyarakat kecil kan kurang paham juga
kayak gitu.”

“Mungkin terakhir, Mas. Mungkin untuk Smart City, Kota Bima yang
berbasis elektronik seperti ada MoU dengan Kota Bandung kemarin, dengan Pak
Ridwan Kamil.”

“Kurang paham juga, nggak pernah mengikuti.”

“Ya, terima kasih banyak, Mas Edi. Sukses selalu.”
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11. Wawancara dengan Pak Rigon

(Warga Masyarakat Kelurahan Jatibaru)

Hari / Tanggal : 6 Maret 2019

Lokasi : Kantor DPMPTSP Pemerintah Kota Bima

Saya..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini di halaman kantor
dinas penanaman modal tanggal 6 Maret 2019 saya mewawancarai seorang tokoh
masyarakat dari kelurahan Jatibaru bernama Pak Rogon, S.Sos jadi
mempertanyakan kaitan Bagaimana keberadaan LPSE yang ada di kota Bima

Saya..

aa... Pak Rigon mungkin bapak tahu apa itu layanan pengadaan secara
elektronik yang ada di Kota Bima

Pak Rigon..

Aaa Layanan Pengadaan secara elektronik

Saya..

mungkin Bapak tau kalo memang belum tahu ya ga apa-apa tidak tau
Pak Rigon..

Yaa tidak tau ini bagaimana caranya
Saya..

soal itu soalnya LPSE itu sendiri layanan pengadaan secara elektronik
untuk paket pengadaan barang jasa yang ada di kota Bima gitu. aaa. dia
tempatnya ada di bagian umum pemkot bima, mungkin pernah lihat atau pernah
dengar Pak rigon..

Pak Rigon..
Belum, belum pernah sama sekali
Saya..

Berarti LPSE itu sendiri masih kurang sosialisasi di masyarakat di
masyarakat gitu

Pak Rigon..
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Saya mengharapkan ke Pemerintah Kota Bima supaya disosialisasikan ke
masyarakat

Saya..

Ooiya Terimaksih banyak pak Rigon. Jadi kesimpulan bahwa memang
LPSE ini masih kurang diketahui oleh masyarakat apalagi masarakat kota bima,
yaa makasih Pak Rigon assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pak Rigon..

Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
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12. Wawancara dengan Pak Nasir, S.Sos

(Warga Masyarakat Kelurahan Rabadompu Timur)

Hari / Tanggal : 11 Maret 2019

Lokasi : Kantor DPMPTSP Pemerintah Kota Bima

Saya..

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamualatkum warrahmatullahi
wabarakatuh. Sore ini bertempat dikantor penanaman modal saya akan
mewawancarai bapak Muhammad Nasir, S.Sos, M.Pd beliau adalah selaku tokoh
masyarakat yang ada di kelurahan rabadompu timur jadi saya ingin eee..
mengetahui memperoleh informasi kaitan judul tesis saya imlementasi layanan
pengadaan secara elektronik di pemerintah kota bima, jadi saya mohon ijin kepada
om ghendo ini jadi mungkin om ghendo tau itu apa itu LPSE atau layanan
pengadaan secara elektronik yang selama ini om ghendo pernah dengar jadi
maksud saya kalo om ghendo tau ya mungkin bilang tau kalo pernah tau ya
mungkin jawaban om ghendo ini..

om ghendo..

mhon maaf ini mungkin bisa di.. secara spesifikasi di jelaskan apasih...

saya..

layanan pengadaan secara elektronik ini adalah sebuah umt kerja
pemerintah yang dibentuk yang disebut layanan pengadaan secara elektronik jadi
untuk menampung semua perusahaan-perusahaan kontraktor yang ingin mengikuti
lelang jadi ada wadahnya unit layanan pengadaan barang jasa (ULP) untuk
melakukan lelang jadi ada yang namanya unit kerja yang disebut dengan lpse
yaitu layanan pengadaan secara elektronik, jadi semua kontraktor yang ingin apa
namanya mengikuti lelang dan lain sebagainya yang sifatnya tender untuk
pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultan jadi lewat LPSE
gitu LPSE yang memprosesnya, jadi memang LPSE ini sendin kami ingin
mengetahui seberapa jauh mungkin dari masyarakat bima terhususus mungkin om
Ghendo mungkin pemnah dengar apa itu LPSE itu saja ( Layanan Pengadaan
Barang Jasa Secara Elektronik) termasuk tender yang harga paket pengadaan
diatas 200jt gitu

om ghendo..

eee.. mohon maaf ini kalau masalah LPSE ini kami dan kelurahan
rabadompu timur istilahnya ini saya selaku warga masyarakat rabadompu timur
itu masih belum familiar ... jadi apa yang terkait dengan LPSE itu belum
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menyentuh secara keseluruhan di Masyarakat.. apa sih itu LPSE, gimana program

kerjanya.. itu yang belum di tau, karena teorinya dan praktenya itu kita juga tidak
tau

saya..

berari dari pemeﬁntah ini belum ada sosialisasi, mungkin salah satu Item
kenapa belum diketahui oleh Om ghendo selaku mewakili masyarakat

om ghendo..

karena selama ini kita belum mendapatkan sosialisasi LPSE itu semacam
pengadaan barang dan jasa ini hanya orang-orang kontraktor atau apa segala.
Kami warga masyarakat yang tidak paham dengan itu mohon maaf jadi kurang
begitu mengerti program kerjanya apa terus out putnya itu apa jadi itu yang bisa
saya jelaskan.. sampai dengan itu saya yakinkan bahwa masyarakat rabadompu
timur itu .. paling yang mengerti itu, yang tau itu hanya beberapa orang, itupun
dari Orang-orang masyarakat kontraktor

saya..

jadi sejauh ini belum di informasikan mungkin bahwa LPSE in1 berdin
sejak tahun 2012, berarti perjalanan dari tahun 2012 itu belum sama sekali
tersentuh masyarakat. Berarti masyarakat kontraktor yang memahami apa itu
LPSE.. Siap — siapa. Berarti dapat saya simpulkan bahwa apa itu LPSE belum
masuk ke masyarakat belum dikenal ke masyarakat..

om ghendo..

dan harapan kami selaku masyarakat dan instansi terkait yang menangani
maslah ini harus disosialisasikan ke masyarakat, siapa tau program kerja di
wilayah tingkat kelurahan itu kita bisa. ini programnya dari mana sih atau
kerjaannya siapa...

saya...

berarti cukup jelas penjelasan om ghendo. Terimakasih om ghendo sebagai
bahan penyusunan tesis kami.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) di Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat
Daerah/Institusi lainnya;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara 4741);

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor PER.01/KEP LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  KEPALA LEMBAGA  KEBIJAKAN  PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, yang
selanjutnya disebut K/A/D/l adalah instansifinstitusi yang menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk menggunakan APBD.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit
kerja yang dibentuk oleh K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi K/L/D/I kepada Portal
Pengadaan Nasional.

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan
kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

5. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE
untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adaiah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Kementerian/L embaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa.
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9. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan
barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan
barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundangan-undangan.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

11. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memilki hak akses kepada
SPSE direpresentasikan oleh User /D dan Password yang diberikan oleh LPSE.

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa Lainnya.

13. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait
dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

14. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas
kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan
oleh LKPP.

15. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP
dalam rangka peningkatan LPSE.

16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman
meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang
dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.

17.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi
pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/DI/lI yang
bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

18. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang
digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

BAB i
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGS! LPSE

Pasal 2

(1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP
dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan
barang/jasa secara elektronik.

(3) K/L/t yang tidak membentuk LPSE dapat meigksanakan pengadaan barang/jasa secara
elektronik dengan menjadi pengguna LPSE K/L/D/I lain.

(4) Penyelenggaraan LPSE didahului dengan Kesepakatan Tingkat Pelayanan (Service
Level Agreement/SLA) antara K/L/D/l dengan LKPP.

Pasal 3

(1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan.
b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan.
¢. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilhan penyedia
barang/jasa secara elektronik.
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d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi
Pengguna SPSE.
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/t.

(2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket
pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan,
penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beseria
adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita
acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil

pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta
isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE

menyelenggarakan fungsi meliputi:

a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan K/L/D/I;

b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;

pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;

d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

o

BAB il
ORGANISASI

Bagian Pertama
Bentuk Organisasi

Pasal 5

(1) LPSE dapat menjadi unit kerja tersendiri atau menjadi fungsi salah satu unit kerja dengan
memaksimalkan organisasi yang ada atau bersifat ad-hoc (kepanitiaan).

(2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang
melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.

(3) Ketentuan penetapan organisasi LPSE yang menjadi unit tersendiri ditentukan
berdasarkan kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala LKPP dan

berdasarkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Bagian Kedua
Perangkat Organisasi

Pasal 6
(1) Perangkat organisasi LPSE yang berdiri sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan,
sekurang-kurangnya menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

a. Kepala;
b. Sekretariat;
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¢. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
d. Unit Registrasi dan Verifikasi,
e. Unit Layanan dan Dukungan.
(2) Bagi LPSE yang tidak berdiri sebagai unit sendiri, kepala dan sekretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi satu dengan unit yang ada.

Bagian Ketiga
Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 7

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi
LPSE.

Pasal 8

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan
pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan
LPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi  umum  untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan
fungsi.

o

Pasal 9

(1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi
Sistemn Elektronik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan
ketersediaan layanan;
¢. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 10

(1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi
dan verifikasi Pengguna SPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan
Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;

b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan
dokumen yang dipersyaratkan,
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c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna
SPSE;
d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
(3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran
Pengguna SPSE.
(4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna
SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan

SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan
dengan blacklist.

Pasal 11

(1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan
dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan
Dukungan menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara
elektronik;

b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 12

Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PEGAWAI LPSE

Pasal 13

(1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
(2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menmiliki kualifikasi teknis dan manajerial,
b. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
(3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan.
(4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN
Pasal 14

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau
fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
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Pasal 15

(1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak
menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan
K/UD/I dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.

(2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan ketentuan yang berlaku di K/L/D/.

Pasal 16

(1) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarmya disesuaikan dengan kemampuan
K/L/D/t dengan memperhatikan beban kerja.

(2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU)
untuk honorarium pegawai LPSE.

Pasal 17

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan
formal atau non-formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

(1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
(2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 19

(1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain:
a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum
pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan
teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan
proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
(2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan
pengembangan aplikasi SPSE.
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BAB ViI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan
kepada Anggaran masing-masing K/L/D/1.

BAB Vit
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasai 21

(1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin
keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya mencakup:

registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.

layanan Pengguna SPSE;

penanganan masalah (error handlingy),

Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;

Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;

Pengarsipan dokumen elektronik (file backup).

~0oaaoop

Bagian Pertama
Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 22

(1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan
dan tahapan sebagai berikut:

a. Bagi Penyedia Barang/Jasa:

1. Melakukan pendaftaran secara onfine melalui aplikasi SPSE;

2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formuiir Keikutsertaan
dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli
yang terdiri dari:

a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;

b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);

c) Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab
Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia
Barang/Jasa perorangan;

d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.

b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan
menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-
masing.

(2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap

kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2

dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan
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User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan
Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.

(3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1)
peraturan ini.

(4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.

(5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh
Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

{6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada
aplikasi SPSE.

(7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam
Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

Bagian Kedua
Layanan Penggunaan LPSE

Pasal 23

LPSE menyediakan:

(1) Ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan, dan verifikasi.

(2) Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE.

(3) Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi
LPSE.

(4) Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi
permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Bagian Ketiga
Penanganan Masalah (Error Handling)

Pasal 24

(1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.

(2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oieh ULP/Pejabat
Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.

(3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal 25

(1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan

(2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center.

(3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan,
cadangan catu daya, dan keamanan fisik.

(4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat
yang berwenang di LPSE.
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(5) Pengelotaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudanhkan untuk
kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 26

(1) LPSE melakukan monitoring haran terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM
serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi
kritis.

(2) LPSE membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic.

(3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi intermet server SPSE dan segera
mengambil langkah yang diperiukan jika terjadi gangguan koneksi.

(4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server
SPSE dan/atau perangkat lain.

(5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan
peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.

{6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Bagian Keenam
Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Backup)

Pasal 27

(1) LPSE harus melakukan back up terhadap file sistem dan database SPSE.

(2) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan
diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

(3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Ketentuan mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja masing-masing LPSE dapat
diatur lebih lanjut oleh pimpinan K/L/D/l jika diperlukan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

(1) Pembentukan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan paling
fambat 1 Januari 2012.
(2) LPSE Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan aplikasi SPSE dan LPSE lainnya

untuk melayani pengadaan secara elektronik, apabila belum memiliki infrastruktur yang
dibutuhkan.

(3) K/UD/l yang belum membentuk LPSE, menayangkan rencana umum pengadaan dan
rencana pelaksanaan pengadaan melalui LPSE terdekat.

(4) Sebelum unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE ditetapkan, K/L/D/l dapat
membentuk Tim Ad Hoc untuk melaksanakan fungsi LPSE.

10
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(5) Kewajiban penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap setelah LPSE terbentuk.

(6) LKPP dan K/L/D/I secara bertahap membuat Service Level Agreement sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (4) bagi LPSE yang sudah terbentuk sebelum Peraturan ini.

(7) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 200

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

A

AGUS RAHARDJO

11
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WALI KOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR OB,TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

bahwa dalam rangka melayani kebutuhan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman

pengadaan, dipandang perlu untuk membentuk Layanan
Pengadaan Secara Elektronik;

p

Menimbang

bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik Kota Bima;
Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia$sNomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggung Jawab Kenangan Negara (Lemnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara
Republik Indonesia Nomor 4400)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan  UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubazhan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ' Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun - 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Repu i Indénesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun iOOB fén’tang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahyp 2010 tentang

11. Peraturan Menteri Dajam, Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerap, sebagaimana telah, diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahan 2007,

12, Peraturan Kepala Lembaga Kebfjakan p

13. Peratyran Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 20,19 tentan

I\/Ienetapkan : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENT

4. Bagian Administras; Pembangunan adalah Bagian Administrasj
Pembangunan Sekretariat Daerah Kot Bima,

2
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perangkat daerah pada Pemeri
Anggaran Pendapatan dan

Pendapatan dan Belanja Negara. PR

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan Penggunaan anggaran SKPD.

4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,

5.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah

Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barangfjasa.

6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE
adalah kesisteman meliputi aplikasi Perangkat lunak (aplikasij
SPSE) dan databgse é-procurement yang dikembangkan oleh
LXPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastruktumya.

7 Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak
akses kepadé SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang
diberikan oleh LPSE, .

8. User ID adalah Nama atau pengenal unik sebagai identitas
Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

9. Password adalah kumpulan karakter atay string yang digunakan oleh
Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.

10.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE

merupakan  unit kerja

15. Portal Pengadaan Nasional adalah pinty gerbang  sistem

informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan
barangfjasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP, :

3/<~%!‘/Q
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18.

19.

20,

Dengan Peraturan Walikota inj di
Elektronik (LPSE) Koia Bima.

Menunjuk Bagian Ad
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Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang bertugas untuk menangani pekerjaan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi  dan

terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanfqtnya disebut
Kelompok Kerja adalah baéian dari ULP yang terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan

barangfiasa pemerintah dan bertugas - melakukan proses pemilihan
penyedia bai’ang;‘}asa. -

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/fJasa yYang  melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa SKPD yang prosesnya dimulai dari Perencanaan

kebutuhan sampai  diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau e-procurement adalah

kegiatan pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan

Peraturan Presiden tentang pengadaan barangfjasa Pemerintah dan

dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan

transaksi elektronik sesuaj dengan aturan perundang-undangan.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

bentuk Layanan Pengadaan Secara

Pasal 3

ministrasi Pembangunan §ebagai» i)engelola LPSE

Kota Bima.

s »//;
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Pasal 4

(I) LPSE Kota Bima terdiri dari unsur :

a. Koordinator LPSE;dan
b. Staf Pendukung meliputi :

1. Sekretariat;
2. Unit Administrasi Sistem Informasi;
3. Unit Registrasi dan Verifikasi;dan

4. Unit Layanan dan Dukungan. -

(2) Koordinator LPSE dijabat secara ex officio oleh Kepala Bagian

3)

Administrasi Pembangunan.

Keanggotaan LPSE Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Wali
Kota.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

LPSE Kota Bima mempunyai tugas sebagai berikut : '

a.

d.

e

memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna sistem elektronik sehingga

PA/KPA dapat menayangkan rencana umum pengadaan;

memfasilitasi  Kelompok Kerja  Unit Layanan Pengadaan (Polja
ULP)/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga
Polja  ULP/Pejabat Pengadaan dapat menayangkan Pengumuman
Pengadaan;

memfasilitasi Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna
sistem elektronik sehingga Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dapat
melaksanakan proses pengadaan barangfasa secara elekironik;
memfasilitasi  Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak  yang
berkepentingan menjadi Pengpuna SPSE; dan

melaksanakan kegiatan Jain

yang berkaitan dengan
operasional 1.1 Kota Bima.

5/("‘/(/
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Pas

Koordinator LPSE mempunyai

menjalankan tugas dan fungsi LPSE K

i LIRSS T, S IR L)

al6

-

tugas niemimpin .LPSE dalam

ota Bima,

Pasal 7

(1)  Sekretariat mempunyai  tugas melaksanakan - koordinasi,

ketatausahaan, dan adminij

Bima.

strasi di lingkungan LPSE Kota

(2)  Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan dj lingkungan LPSE Kota Bima dan

lembaga terkait;

b. penyelenggaraanketatausahaan dan

pengelolaan

administrasi umum untuk mendukung kelancaran

 pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kota Bima; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LPSE
sesuai dengan tugas dan fungsi. )

Pasal 8

(1) Unit Administrasi Sistem

Informasi mempunyai tugas

melaksanakan pengeiolaan SPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Administrasi  Sistem

Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.  penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perahgkat keras

dan jaringan; dan

b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk

menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.

Pasal 9

(I} Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan registrasi dan verifikasj Pengguna SPSE. -

e
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Regxs’tra51 dan Verifikasi
menyelenggarakan fungsi:

pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;

b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;

c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai

persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE; dan

d. pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

Pasal 10

(1) VUnit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan
y 8 puny 8
pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi
SPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Layanan dan Dukungan

menyelenggarakan fungsi: .

a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan

barangfjasa secara elektronik:

pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;

c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan

pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BABIV
ALAMAT DOMAIN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Alamat Domain

Pasal 11

LPSE Kota Bima memiliki alamnat domain http://lpse. Bimakota.go.id.

A W
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TR sy p e
Bagian Kedua o ,
Standar Prosedur Operasional .
PR
Paragraf 1

Penyusunan Standar Prosedur Operasional

| Pasal 12

LPSE menyusun dan melaksanakan .Standar Prosedur
Operasional untuk menjaminkeberlangsungan penyelenggaraan
sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya mencakup:

registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;

A

layanan Pengguna SPSE;

c. penanganan masalah (error handling);

d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan

£

pengarsipan dokumen elektronik (file backup). )

Paragraf 2
Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 13

Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan

Verifikasi Pengguna SPSE wajib memenuhi persyaratan dan tahapan
sebagai berikut:

a. BagiPenyedia Barangfjasa:
1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;

2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta
Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan
dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang
terdiri dari : :

a) KITP: Direktur/Pemilik Perusahaan/Pejabat
berwenang di perusahaan;

ol

yang
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b) Akta pendirian perusahaan dari” akta perubahan
terakhir (bila ada); '

) Nomor Pokok Wajib Pajak? (NPWP) Badan
Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan

Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia
Barang/Jasa perorangan; dan

d) Surat jjin usaha sesuai bidang usaha ma;iilgmasing.

b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan
asi dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat
keputusan dari instansi masing-masing.

(?) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan

pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen

sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan
otentikasi identitas Penyedia Barang/jasa yang diasosiasikan
dengan User ID dan Password sebagai representasi dari

penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan
Peiseorangan, atau Perorangan.

(3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang

diatur pada ayat (1).

L]

(4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. )

(5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian,
pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi

data kualifikasi oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses
Pengadaan Barang/jasa.

(6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat
diperoleh pada aplikasi SPSE. ‘

(7)  Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau
entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan

Penggunaan SPSE.
Paragraf 3
Layanan Pengguna SPSE
Pasal 14
LPSE menyediakan :
9
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ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan,

dan verifikasi; 7

b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE:'.{'yéx_lg berkunjung
ke lokasi LPSE; N

€. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan
kunjungan ke lokasi LPSE:dan

d.

pengurmuman atau informasi kepada Pc;.ngguna SPSE jika sedang

menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas
Pengguna SPSE.

Paragraf 4
Penanganan Masalah (error handling)

Pasal 15

(1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggara-
an SPSE.

(2) LPSE merjadi saksi dalem hal dokumen penawaran tidak dapat

dibuka oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannyd
dalam berita acara kesaksian.

(3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan

dengan:

a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat
diselesaikan oleh LPSE; dan/atau

b.  permasajahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Paragraf 5
Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal 16
(1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan

jaringan.

10

a/ o {
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Pengelolaan server SPSE mengacu kepada stafidar pengelolaan data

center.

L’ > v
+ o

Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan

suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.

Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server hams mendapat
izin dari pejabat yang berwenang di LPSE:

Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang
memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan,
dokumentasi, dan penyimpanan data.

Paragraf 6

Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 17

-

LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan-
kapasitas hardisk dan RAM  sata melakukan  penggantian/

penambahan jika komponen tersebut mengalami kondist kritis.

LPSE membuat pengaturan bandwith internet dan

pemantauan traffic.

LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server

SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi
gangguan koneksi.

LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses
pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain.

LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan,

S5z

melakukan  peningkatan/penggantian/penambahan  jika
diperlukan.

11
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() LPSE memberikan akses kepada LKPP “untuk melakukan

monitoring server SPSE. P

Paragraf 7

Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Backup) , -
Pasal 18

(1) LPSE harus melakukan back up terhadap file sistem dan database
SPSE.

(2)  Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah

dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman

terpisah dari ruang server.

(3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti

ketentuan yang berlaku.

BABYV

" HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN

Pasal 19

Kepada pengelola LPSE Kota Bima diberikan honorarium yang besamnya

disesuaikan dengan kemarripuan APBD Kota Bima.
Pasal 20

Pembiayaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Bima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan).

T
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BABV

KETENTUANPENUTUP =~ " -
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Bima.

Ditetapkan di Kota Bima -
pada tanggal 24 Januari 2012

QWALI KOTA BIMA)J

_—

“/ ' M. QURAIS H. ABIDIN
Diundangkan di Kota Bima pada
tanggal 24 Januari 2012

w

SEKRETARIS D OTA BIMA

/TAJUDDIN

13
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PEMERINTAH KOTA BIMA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno — Hatta No. 2 Kota Bima NTB Kode Pos 84113

Telp. (0374) 646441-646441 Fax. (0374) 646441

m

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BIMA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BIMA,

bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik yang efektif dan efisien merupakan salah satu
bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan,
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan  kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu
dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengelola Layanan
Pengadaan secara Elektronik Kota Bima Tahun Anggaran
2017,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Woslikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim

Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kota Bima Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4188);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
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'Ul

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 );

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir depgan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana

telab diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11.
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13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota
Bima Tahun 2015 Nomor 161);

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016
Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima
Nomor 88);

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2016 Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengelola Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima Tahun
Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim

sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah :

a. Tugas Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
meliputi :
1. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum
pengadaan;
Memfasilitasi ULP menayangkan
pelaksanaan pengadaan;
3. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
Memifasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak
vang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
Dinas/Instansi;

.l\)

pengumuman
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6. LPSE dapat melayani kebutphan
BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

b. Fungsi Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
meliputi :
1. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi
dann pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa
secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima;

2. Pengelolaan LPSE dan infrastrukturnya;

3. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna LPSE;
dan

4

. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis
pengoperasian LPSE.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017.
KEEMPAT Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari
2017.
Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 12 ponvavt 2017
a.n. WALIKOTA BIMA
Pit. Sekretaris Daerah Kota Bima,
Drs. MUK R, MH.
NIP. 19690531 199003 1 004
Pembina Utama Muda (IV/c)
Tembusan:

Yth. 1. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba-Bima;
2. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba-Bima.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 9  TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
DAN TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN
2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN TIM PEN GELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2017

NO JABATAN/INSTANSI KEDUD TIM D KET.
1 2 3 4
I. PEMBINA

1. | Sekretaris Daerah Kota Bima Pembina

2. | Asisten Administrasi Umum Wakil Pembina

iI. PELAKSANA

1. Képiﬂa Bagian Umum Setda Kota Bima Ketua/Koordinator

2. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretaris
- | PELAKSANA ADMINISTRASI DAN
’ TEKNIS
1. | Heru Alfragust Administrator System
2. Tajunnisah, S.Kom Administrator Agency
3.} Indra Mustika; SE ) Help Desk
4. | Aulia Harfy NK, SE Verifikator
S. | Imran, S.Sos Verifikator
V. STAF SEKRETARIAT
| 1. Lies Dhaniar, SE Pembantu
2. | Masrun, S.Sos Pembantu
3. | Fachrul Anam, A.Md Pembantu
I

a.n. WALIKOTA BIMA
Pit. Sekretaris Daex_‘ah Kota Bima,

y L

v
Drs. MUKH . MH.

NIP. 19690531 199003 1 004
Pembina Utama Muda (V/c)
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